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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakan  

Lafran Pane lahir di kampung paguraban, kecamatan spirok yang terletak di kaki 

gunung Sibualbuali, 38 kilometer kearah utara dari Padang Sidampuan, Ibukota 

kabupaten Tapanuli Selatan, Lafran Pane merupakan tokoh pendiri organisasi HMI 

(Himpunan Mahasiswa Islam) yang merupakan organisasi mahasiswa terbesar di 

Indonesia.
1
 

Lafran Pane yang tumbuh dalam lingkungan nasionalis-muslim pernah 

mengenyam pendidikan di pesantren, Ibtidaiyah, Wusta dan Sekolah Muhamadiah. 

Sebelum tamat dari STI Lafran Pane pindah ke akademi Ilmu Politik (AIP) pada bulan 

april 1948. Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) dinegrikan pada tanggal 19 

desember 1949, dan Akademi Ilmu Politik dimasukan dalam Fakultas Hukum. 

 Lafran Pane termasuk kedalam Mahasiswa pertama yang mwncapai gelar 

sarjana pada tanggal 26 januari 1953. Dengan sendirinya Lafran Pane menjadi sarjana 

ilmu politik yang pertama di Indonesia. 

Lafran Pane mempunyai tekad yang kuat untuk menyatukan mahasiswa dalam 

wadah HMI, tahun-tahun permulaan riwayat HMI adalah hamoir identik sebagai 

kehidupan Lafran Pane sendiri. Karena dialah yang punya andil terbanyak pada mula 

kelahiran HMI, kalau tidak boleh kita katakan sebagai tokoh pendiri utamanya tanpa 

                                                           
1
 Lafran Pane Lahir di padang sidampuan 5 Februari 1922. Untuk menghindari berbagai macam 

tafsiran karena bertepatan dengan berdirinya HMI maka Lafran Pane merubanh tanggal kelahirannya 

menjajadi tanggal 12 April 1923. Jadi sewaktu mendirikan HMI usia Lafran Pane 25 Tahun, Lebih 

lengkapnya baca, Agus Salimsitompul, Menyatu Dengan Umat, Menyatu Dengan Bangsa: Pemikiran 

keislaman-Keindonesiaan HMI 1947-1997 (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2002). Hlm. 1. 37. 
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mengurangi sumbangsih tokoh pendiri yang lain seperti Karmoto Zarkasyi, Dahlan 

Husein, Maissaroh Hilal, Susali, Yusdi Ghozali, Mansyur, Siti Zainah, M. Anwar, 

Hasan Basri, Marwan Zulkamaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi dan Badroh Hadi.
2
 

Lafran Pane berprinsip bahwa dialektika-dialektik antara pendukung idieologi 

besar tersebut merupakan hal yang wajar, namun Lafran Pane berpandangan bahwa 

Islam sebagai agama yang mayoritas yang dipeluk sebagai masyarakat Indonesia hanya 

bisa ditegakan jika masyarakat Indonesia merdeka. Lafran Pane melihat setelah 

kemerdekaan Indonesia generasi muda Islam khususnya Mahasiswa sudah kehilangan 

kebanggan menjadi seorang muslim, karena mereka beranggapan agama islam identik 

dengan kebodohan dan kemiskinan.
3
 

Menurut Nurcholis Majid, dalam kondisi ancaman bahaya desintegrasi bangsa 

pasca kemerdekaan Indonesia dan kondisi umat islam yang terbelakang dalam bjdang 

pendidikan, dan Lafran Pane membidani lahirnya wadah dalam rangka mempersiapkan 

calon-calon intelektual Muslim Indonesia yang dinamakan organisasi HMI.
4
 

 Dalam rangka mensosialisasikan gagasan keislaman-keindonesiannya. Pada 

Kongres Muslim Indonesia (KMI) 20-25 Desember 1949 di Jogjakarta yang dihadiri 

oleh 185 organisasi alim ulama dan Intelegensia seluruh Indonesia. Dalam tulisan 

tersebut lafran membagi masyarakat islam menjadi 4 kelompok, pertama, golongan 

awan yaitu mereka yang mengamalkan ajaran Islam itu sebagai kewajiban yang 

diadatkan seperti upacara kawin, mati dan selamatan. Kedua, golongan alim ulama dan 

pengikut-pengikutnya yang ingin agama islam dipraktekan sesuai dengan yang 

                                                           
2
 Lafran Pane Sujoko Prasodjo dalam sebuah artikelnyadi  majalah Media nomor : 7 

Thn. III. Rajab 1376 H/Februari 1957. 
3
 Agussalim Sitompul,  Makalah LK II Sejarah HMI, Malang, senin 20, Juni, 2010.  

4
 Nurholis Majid, ― 20 Tahun HMI Berjuang‖, dalam Agussalim Sitompul (ed), 50 tahun HMI 

Di antara Cita dan Kritik  ( Yogyakarta : Aditiya Media, 1997), hlm, 37. 

http://www.kolombiografi.com/2013/11/biografi-lafran-pane-pendiri-organisasi.html
http://www.kolombiografi.com/search/label/Penulis%20Buku
http://www.kolombiografi.com/search/label/Ilmuwan
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dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Ketiga, golongan alim ulama dan pengikutnya 

yang terpengaruh oleh mistik. Pengaruh mistik ini menyebabkan mereka berpandangan 

bahwa hidup hanyalah untuk akhirat saja. Mereka tidak begitu memikirkan lagi 

kehidupan dunia (ekonomi, politik, pendidikan). Sedangkan golongan keempat adalah 

golongan kecil yang mecoba menyesuaikan diri dengan kemauan zaman, selaras dengan 

wujud dan hakikat agama Islam. Mereka berusaha, supaya agama itu benar-benar dapat 

dipraktekan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Biografi Lafran Pane? 

2. Bagaimana Perkembangan Pemikiran Lafran Pane 1946-1980? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Biografi Lafran Pane? 

2. Untuk Mengetahui Perkembangan Pemikiran Lafran Pane 1946-1980? 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memeriksa sejauhmana masalah ini pernah 

ditulis orang lain, kemudian akan ditinjau, apa yang ditulis, bagaimana pendekatan dan 

metodenya?, diharapkan dengan tinjauan pustaka ini penulis dapat menghindari 

penulisan yang sama. Ada beberapa karya tilis baik baik berupa buku, skripsi, maupun 

penelitian yang membahas atau yang menyinggung tentang Lafran Pane: 

1. Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam 1947-1975, karya Prof Dr. H. 

Agussalaim Sitompul. Buku ini selama bertahun-tahun menjadi buku rujukan 

setandar pengkaderan HMI di seluruh Indonesia. Buku ini terdiri dari 11 Bab, 
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yang meliputi a. latar belakang berdirinya HMI, B. Saat akan berdirinya HMI, c. 

Reaksi-reaksi terhadap kelahiran HMI, d. Fase-fase perkembangan HMI, e. 

Perkembanagan hmi dari period eke periode, f. Tafsir tujuan HMI, g. Riwayat 

hidup dan perjuangan Prof. Lafran Pane. H. Atribut organisasi, i. Dan lain-lain, 

h. penutup. Dari judul buku dan judul tiap bab nya, dapat kita ketahui bersama 

focus pembahasan buku ini adalah sejarah perjuangan HMI, isinya sangat 

lengkap sehingga mampu menjelaskan kepada khalayak ramai segala hal 

sebelum kelahiran HMI maupun setelah lahir HMI pada 1947 hingga 1976 pada 

bab vii terdapat riwayat hidup dan perjuangan Lafran Pane, dan 9 judul karya 

ilmiah Lafran Pane dapat diungkapkan oleh penulis. Hal yang membedakan 

buku ini yang saya buat yaitu waktu penulisan dan penelitian, riwayat hidup 

Lafran Pane yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul diterbitkan pada 

1976, atau saat Lafran Pane masih hidup dan berusia 54 tahnu. 

2. Hmi Mengayuh diantara Cita dan Kritik, buku ini merupakam kumpulan artikel 

karya anggota dan alumni-alumni HMI yang diprakarsai penerbitnya oleh Prof. 

Dr. H. Agussalim Sitompul dkk. Artikel ini merupakan artikel yang ditulis oleh 

KAHMI atau alumni-alumni HMI yang telah merasakan ber-HMI dan sebian 

besar bercorak analitis dan sebagian bersifat informative dan idukatif. 

Setelah penulis analisis tidak terdapat riwyat hidup Lafran Pane dalam buku ini, 

namun pada bagian pertama dalam buku ini terdapat artikel yang ditulis oleh 

Lafran Pane yang berjudul ―keadaan dan kemungkinan kebudayaan Islam 

Indonesia” kemudian hal3-8 artikel ini ditulis pada 12 November 1949 

dipublikasikan panitia pusat kongres Muslim Indonesia, buku ini sangatlah 

penting karena terdapat penulisan-penulisan Lafran Pane. 
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3. Hmi Dalam Pandangan Seorang Pendeta, penulis. Prof. Dr. H Agussalim 

Sitompul. Buku ini terdiri dari 6 Bab a, jangan sekali-kali melupakan sejarah, b. 

Hmi sepanjang jalan, c. konsolidasi spiritual, d. salah alamat dan salah 

pengertian, e. Kesimpulan. Pada bab 2 (hal 3-45) dalam buku ini diungkapkan 

tentang Lafran Pane, sejarah hidupnya, buku ini juga merupakan kritik sastra 

pelengkap dari biki pendeta Viktor I. tanja, Himpunan Mahasiswa Islam, sejarah 

dan kedudukan di tengah-tengah gerakan muslim pembaharu di Indonesia. 

Buku ini lebih kepada koreksi terhadap buku Viktor 1. Tenja buku pada 

pemikiran Lafran Pane. Vivtor 1. Tenja lebih mengidentikan pemikiran HMI 

dengan gagasan pembaharuan Nurholis Majid. Sedangkan karya tulis ini hadir 

untuk membedah pemikiran Lafran Pane tentang intelektual muslim 

4. HMI MPO, dalam kemelut modernisasi Politik Islam, karya M Rusli karim, 

buku ini terdapat 6 bab yaitu a. pendahuluan, b. agama modernisasi dan 

sekularisasi, c. aspirasi politik umat islam Indonesia, d. peranan HMI dalam era 

orde baru, e. HMI MPO dalam konstalasi arus modernisasi politik Indonesia, f. 

kesimpulan.  

Buku ini membahas sebab-sebab kemunculan HMI DIPO dan MPO, karya ini 

tentu sangat berbeda dari yang akan di tuliskan oleh penulis yang akan disajikan 

dalam penulisan skripsi ini. Namun buku ini memuat tentang sosok Lafran Pane 

selaku pendiri HMI pada halaman 97-98. 

5. Yudi Latif membagi intelegensia Muslim Indonesia. Dalam buku ini Yudi Latif 

membaginya dalam enam generasi: 
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a. Generasi pertama Intelegensia Muslim Indonesia seperti Tjokroaminoto, 

Agussalim dan sebagainya. 

b. Generasi kedua Intelegensia Muslim Indonesia adalah M.Natsir, M RToem 

dan K. Singodimedjo pada 1950. 

c. Generasi ketiga seperti Lafran Pane, A. tirtosudiro dan Gusdi Ghazali pada 

1960-an merupakan anak revolusi anak kemerdekaan sehingga cenderung 

kooperatif. 

d. Generasi keempat seperti Nurkholis Majid, ImANUDIN Abdurrahman dan 

Djihan Efendi pada 1970. 

e. Generasi kelima yaitu ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI), PADA 

AWAL 1990-AN DENGAN Habibi sebagai ikon sentralnya. Pengunduran 

Soeharto diganti Habibie pada 1998 lantas membuka peluang tokoh ICMI 

untuk memperoleh kekuasaan dan memperoleh pengaruh politik yang besar. 

f. Generasi keenam yang sebagian anggotanya lahir pada 1970-an seperti Ulil 

Abdala, Fachri Hmazah, dll. 

Yang membedakan buku ini dengan penulisan yang akan disajikan penulis 

dalam skripsi ini adalah. Yudi Latif hanya menyinggung permasalahan Lafran 

Pane pada halaman 53,424,427. Sedangkan skripsi ini memfokuskan 

pembahasan secara spesipik kepada tokoh Lafran Pane selama beliau menjabat 

di Hmi. Buku ini sangat penting untuk penulisan skripsi ini karena dalam buku 

ini dibahas perbedaan orientasi pemikiran intelektual muslim dari tahun ke 

tahun. 

6. Menyatu dengan Umat menyatu dengan bangsa. Pemikiran Keislam 

Keindonesiaan HMI (1947-1997). PENULIS Prof. Dr. H Agussalim Sitompul, 
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pengantar: Prof. Dr. Azumadi Azra. Buku ini diterbitkan dari disertasi berjudul 

―pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam tentang keislaman-keindonesiaan1947-

1997. Pada program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga yang diajukan pada 

ujian promosi 2 juli 2001. 

Buku ini merupakan penelitian sejarah, karena itu pendekatan yang digunakan 

juga pendekatan sejarah dan hermeneutika. Buku ini memuat data yang cukup 

banyak tentang Lafran Pane yang dikupas dengan baik, bahkan penulis juga 

memberikan beberapa informasi tentang Lafran Pane dari halaman satu ke 

halaman lain Nampak serupa. Namun buku menjelaskan dengan jelas bahwa 

ketersambungan pemikiran keislaman dan keindonesiaan di HMI sudah ada 

sejak pertama kali HMI didirikasn di STI oleh Lafran Pane. 

Pada bab 2 dalam buku ini, sub A berjudul : Lafran Pane dan Hubungannya 

Dengan HMI, terdapat sejarah hidup Lafran Pane yang dikupas dengan baik, 

bahkan penulis juga memberikan beberapa informasi tentang Lafran Pane. 

7. Memurnikan Pelaksanaan UUD 1945. Ditulis oleh Lafran Pane buku ini 

merupakan pidato Lafran Pane pada Dies Natalis II IKIP Negri Yogyakarta pada 

tanggal 30 Mei 1996. 

secara garis besar buku ini merupakan pemikiran Lafran Pane tentang 

bagaimana seharusnya UUD 1945 dilaksanakan, hal ini menunjukan betapa 

kritisnya beliau dimasa itu, pada halama terakhir Lafran Pane menuliskan : 

“pidato kami ini tidak bermaksud untuk mendengkel Bungkarno, tetapi hanya 

sekedar menunjukan bagaimana seharusnya melaksanakan UUD 1945 secara 

murni” 
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Buku ini tidak memuat sejarah hidup Lafran Pane. Hal pokok yang membedakan 

buku ini dengan skripsi yang di tulis adalah pokok permasalahan yang diangkat 

memberikan gagasan tentang bagaiman seharusnya UUD 1945 dijalankan, 

sedangkan tulisan ini membahas tentang sejarah hidup Lafran Pane dan 

Pemikiran Lafran Pane tentang Intelektual Muslim di Indonesia. 

8. 50 Tahun HMI Mengabdi Republik, editor: Ramli HM Yusup. Buku ini dedikasi 

kepada Prof. Dr. H. Lafran Pane selaku pendiri Hmi. buku ini merupakan 

kumpulan kumpulan tukisan dari beberapa tokoh nasional seperti: A.H Nasution, 

Abdul Gaffur, Abdullah Puteh, Ahmad Tirtosudiro, Ahmad Zacky Siradji, 

Akbar Tanjung, Albert Hasibuan, B.J Habibie, Basofi Soedirman, Cyrillus I, 

Kerong, Eki Syahrudin, Fahmi Idris, Franz Magnis Suseno, Harmoko, Hayono 

Isman, Harun Tjan Silalahi, Herman Widyananda, Irman Guman, Kristiya 

Hartiak, Mar’ie Muhammad, moerdiono, M.Iqbal Assegaf, Saleh Khalid, 

Munajat Dnuseputro, Nikoholas Hasibuan, Nurkholis Majid, Ridwan Saidi, 

Ruidini, Sayyidiman Suryohadiprojo, Sulastomo, soerjadi, soffan wanandi, 

cahya Kumolo. 

Dalam catatan editor halam xiii, Ramli HM Yusuf, SH menerangkan tentang 

sosok Lafran Pane, Namun hanya sebatas pengantar menuju inti tulisannya yang 

berjudul HMI Konstitusi Pengabdian Kepada Republik. Berbeda dengan 

lazimnya punilasn ilmiah yang berisi tiga hal pokok, yakni : Pendahulian, isi, 

kesimpulan. Adan buku ini meletakan kesimpulan pada setiap tulisan, sedangkan 

kesimpulan pada halaman penutup berisi harapan-harapan agar HMI lebih eksis 

lagi di masa yang akan dating. Terdapat dua tulisan Lafran Pane yang berjudul 
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Keadaan dan Kemungkinan Islam di Indonesia (1949) dan Menguguat eksistensi 

HMI. Yang di ambil dari tulisan Lafran Pane di koran jawa pos Tahun 1990. 

9. Perubahan Konsritusi, ditulis oleh Lafran Pane, buku ini dicetak untuk dibagikan 

kepada hadirin dalam pidato peresmian penerimaan jabatan guru besar Lafran 

Pane dalam mata pelajaran Ilmu Tata Negara pada fakultas Keguruan dan Ilmu 

Sosial, pada hari kamis tanggal 16 juli 1970. Sedangkan pengangkatan Lafran 

Pane sebagai guru besar Ilmu Tata Negara pada FKIS-IKIP dilakukan oleh 

Presiden Republik Indonesia mulai tanggal 1Desember 1996. 

Buku berisi pandangan Lafran Pane tentang bentuk negara serta 6 pokok 

konstitusi Negara yang tidak bias di rubah diantaranya, tujuan Negara, azas 

Negara kedaulatan rakyat. Buku ini tidak memuat sejarah hidupnya sebagaimna 

lazimnya karya sebuah buku, hal inilah yang akan dibahas skripsi nantinya. 

 Adapun makalah dan artikel sebagai berikut: 

a. Sujoko Prasodja dalam hubungan HMI dan Lafran Pane artikel ini dimuat dalam 

majalah media nomor :7 Thn.111. rajab 1376H/Februari 1957, terbitan Pengurus 

Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Pada halaman 32. 

b. Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa 

Islam, disampaikan dalam latihan latihan kader 1, HMI Komisariat Tarbiah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, bertempat di Bumi perkemahan Hizbul Wathon, 

Desa Sorason, Sleman, pada 02 Desember.  

Makalah ini isinya cukup lengkap dan selalu mengalami perubahan sesuai 

dengan tuntutan zaman. Terdiri dari 6 bab yakni a. Pendahuluan, b. Tujuan 

Historik HMI, c. Berdirinya HMI, d. Fase-fase Perjuangan dan Relevansinya 

dengan Sejarah Perjuangan Indonesia, e. Masa Depan HMI, F. Penutup. 
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Makalah ini cukup banyak menyinggung sosok Lafran Pane dengan 

menggunakan pendekatan sejarah. 

Adapun karya tulis yang ditulis untuk kepentingan skripsi (S-1), Tesis (S-2) Desertasi 

(S-3) antara lain: 

1. Alex Syaukbani Bustami, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas 

Gajah Mada Yogyakarta dengan judul ―Partisipasi Dalam Organisasi, Suatu 

Studi Tentang HMI Cabang Yogyakarta” dengan pementor Prof, Supomo, Lulus 

tahun 1975 

2. Halim Mubin dari ujung padang (sekarang Makasar), dengan jdul ―Fragmen 

Lintasan Sejarah Perjuangan HMI Yogyakarta. (saying penulis ini tidak 

selesai). 

3. Muhammad Mansur, Mahasiswa Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Jurusan Perbandingan Agama, menyusun skripsi serjananya dengan 

judul ―HMI Ajas dan sifat perjuangannya” dibawah bimbingan Dr. A. Mukti Ali 

dan Drs. H. Syamsuddin Abdullah berhasil dipertahankan dimuka siding 

munaqosah tahun 1970. 

Pokok masalah yang dibahas adalah persepsi HMI tentang nasionalisme, 

sebagaimana termuat dalam beberapa pidato Dies Natalis HMI yang masih dalam 

bentuk konsepsional. Bagaimana pengejawantahannya dalam gerakan angkatan 66 

untuk memperjuangkan orde baru. Bagaimana pula hubungannya antara Islam dan 

nasionalisme, Saefullah SA dalam hal ini melakukan pendekatan sejarah dan pendeatan 

idiologis.  
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Beberapa karya diatas nyatalah sudah bahwa karya tulis tentang HMI sudah 

cukup banyak berbagai latar belakang dan perspektif yang berbeda-beda. Setiap karya 

tulis tentang hmi tentunya senantiasa mengikuti Lafran Pane, Mintaredja, Dahlan 

Ranuwihardjo di dalamnya, namun belum satupun yang secara khusus menjadikan 

Lafran Pane sebagai focus kajiaanya. Skripsi ini hadir dalam rangka mendetailkan 

Lafran Pane dalam internal HMI selama beliau menjabat. 

Jika dibandingkan dengan kajian-kajian diatas, dengan kajian pada skripsi ini 

sangat jauh berbeda. Membaca tinjauan pustaka diatas apabila ditarik kesimpulan 

dengan melihat buku-buku, skripsi, tesis, penulisan belum melihat adanya pembahasan 

khusus mengenai pengaruh pemikiran Lafran Pane terhadap Intelektual Muslim 

Indonesia dalam satu konsep yang terpadu atau terkumpul dalam satu naskah yang utuh.  

Penulis mengambil objek lain, untuk diteliti secara khusus, dengan penekanan yang 

berbeda, baru dan belum pernah diteliti selama ini secara mendalam. Jadi penelitian ini  

mempunyai spesifikasi sendiri. Kiranya penelitian ini dapat menunjukan sesuatu yang 

serta melengkapi berbagai kekurangan penulis yang terdahulu. Penelitian ini dapat 

dikatakan sebagai penelitian pertama mengenai Perkembangan Pemikiran Lafran Pane 

1946-1980. 

E. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun 

metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Heuristik 

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data data atau 

materi sejarah atau evidensi sejarah.
5
 Penelitian ini menggunakan dua sumber yang 

sepadan dan objek penelitian yaitu, Primer dan Skunder. 

a. Sumber Primer yaitu sumber tertulis yang diperoleh dengan melakukan riset 

perpustakaan antara lain perpustakaan UIN Bandung , Perpustakaan Bapusipda, 

Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Perpustakaan Fakultas Ushuludin, 

Perpustakaan Batu Api, Perpustakaan SALMAN ITB, Perpustakaan Nasional, 

Arsip Nasional, Perpustakaan Sejarah UNPAD, dan Perpustakaan PB HMI. 

Penelitian ini menggunakan sumber tertulis berupa dokumen-dokumen, naskah-

naskah serta sejumlah literature yang memuat pemikiran, ide, gagasan Lafran 

Pane, baik berbentuk artikel maupun buku. Ditambah dengan visual film 

documenter sejarah HMI. 

b. Sumber Primer Skunder yaitu keterangan dan informasi yang dibuat oleh orang 

lain tentang Lafran Pane. Termasuk dalam hal ini adalah artikel di mess media. 

Data yang berasal dari sumber skunder tidak akan digunakan apabila data 

tersebut sudah ada pada sumber primer. 

2. Kritik  

Setelah melakukan tahapan heuristik, selanjutnya langkah yang harus dilakukan 

ialah tahapan kritik yaitu memeriksa keabsahan sumber atau verifikasi melalui 

                                                           
5
 Sulasman, Metodelogi Penelitian Sejarah, hlm. 90. 
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serangkaian pengujian sumber.
6
 Penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustaakn 

(Libery research),  yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan sebagai bahan seperti buku, jurnal-jurnal, naskah-naskah, dan semua 

yang mendukung penelitian ini.
7
 untuk mempeoleh keotentikan sumber. Sebuah sumber 

sejarah (catatan harian, surat, buku) autentik atau asli jika benar-benar merupakan 

produk dari orang yang dianggap sebagai pemiliknya atau pengarangnya. Ada dua hal 

yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan kritik. Tahapan kritik ini 

terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Kritik Ekstern 

Kritik Eksternal adalah suatu cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap 

aspek-aspek luar sumber sejarah untuk mengetahui autentisitas atau keaslian sumber. 

Jika memperhatikan sumber yang saya temukan yaitu berupa buku, tidak dapat 

diragukan lagi. Begitupun dengan sumber wawancara yang saya peroleh dari pengkisah. 

 Menurut Nina Herlina Lubis untuk mengetahui otentisitas sebuah sumber dapat 

diajukan tiga pertanyaan yaitu
8
: 

1) Apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki? 

Pertanyaan ini memiliki keterkaitan dengan, apakah sumber itu palsu atau 

tidak. Disini yang perlu diteliti oleh peneliti sejarah adalah tanggal sumber 

itu ditulis atau dikeluarkan, bahan materi sumber/dokumen, identifikasi 

terhadap tulisan tangan, tanda tangan, materai, jenis huruf ataupun 

                                                           
6
 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Yogyakarta: Bentang, 1995), hlm 98-99 

7
 Kartini Kartono,  Pengantar Metodelogi Riset Sosial (Bandung : Mander Maju, 1996), Hlm.3. 

8
 Nina Herlina Lubis, Metode Sejarah, (Bandung: Satya Historica, 2008), hlm 25-30 
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watermark (cap air yaitu cap atau tanda yang biasanya terdapat dalam kertas 

yang menunjukkan asal produk) 

2) Apakah sumber itu asli atau turunan? 

3) Apakah sumber itu utuh atau sudah berubah? 

Untuk sumber buku dapat dilihat dari jenis kertas, sampul depan buku (cover), 

tanggal pembuatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber lisan tahapan kritik 

ekstern ini dapat melihat dari kondisi fisik dari narasumber baik itu kesehatan, ingatan, 

cara berbicara dan umurnya.
9
 Untuk pengujian sumber dokumen hal yang harus 

dilakukan antara lain peneliti mengira-ngira tanggal dari pembuatan dokumen tersebut 

dan menyelidiki materi untuk mengetahui apakah dokumen tersebut anakronis dan 

mengira-ngira siapa pengarang dokumen tersebut dengan mengidentifikasi tulisan 

tangan, tanda tangan, materi dan jenis huruf. 

 Kemudian penulis juga mempergunakan sumber tertulis berupa Koran jawa Pos, 

koran tersebut jika dilihat dari hurufnya, tanggal pembuatannya, dan informasi yang 

diberikannya sezaman dengan perjuangn Lafran Pane. Dengan demikian sumber 

tersebut merupakan sumber yang layak.  

b. Kritik Intern  

Setelah melakukan kritik ekstern, langkah selanjutnya adalah kritik intern hal 

yang harus dilakukan ialah dengan melihat aspek isi atau dalam dari sumber tersebut. 

Setelah fakta kesaksian didapatkan melalui kritik ekstern, seorang peneliti mengadakan 

evaluasi terhadap kesaksian sumber tersebut. Kritik intern bertugas menjawab 

                                                           
9
 Dudung Abdurrahman, Metode Sejarah, ter. Nugroho Nasution. (Jakarta : 1973), hlm. 114. 
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pertanyaan: Apakah sumber yang kita dapatkan sumber yang dipercaya (kredibel) atau 

tidak. Menurut Nina Herlina Lubis langkah-langkah yang harus dilakukan adalah
10

: 

1) Melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber melalui sifat sumber, 

menyoroti pengarang sumber yang meliputi: Pertama, apakah ia mampu 

untuk memberikan kesaksian? Kesemua dari kedua pertanyaan ini sangat 

bergantung kepada : 1) kehadiran saksi di tempat dan pada waktu terjadinya 

peristiwa itu. Kemudian kedekatan saksi dengan peristiwa. Apakah ia mau 

memberikan kesaksian yang benar? Apakah ia mau menyampaikan 

kebenaran? 

2) Melakukan komparasi sumber atau membanding-bandingkan sumber. 

3) Korborasi atau saling pendukungan antar sumber. 

Sebuah sumber yang tergolong primer, setelah dikritik eksten, bisa jadi 

melahirkan sumber yang asli atau tidak palsu. Akan tetapi, sumber yang asli 

belum tentu mengandung informasi yang benar atau dapat dipercaya. 

Barulah setelah dikritik secara intern, bisa lahir sebuah sumber yang dapat 

dipercaya. Namun demikian, sumber yang telah dikritik ini belum dapat 

dianggap sebagai fakta sejarah. Untuk dapat menjadi fakta sejarah 

diperlukan korborasi atau saling pendukungan suatu data dari suatu sumber 

sejarah dengan sumber lain, di mana tidak ada hubungan kepentingan di 

antara sumber-sumber tersebut, atau sumber-sumber itu bersifat merdeka.  

Penelitian ini bersifat deskrifttip analisis. Deskriptif ialah menentukan dan 

menafsirkan yang ada.
11

 Pada umumnya deskriptif merupakan penelitian non 

                                                           
10

 Nina Herlina Lubis, ibid., hlm 30-36 
11

 Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah. Hlm. 139. 
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hipotesis,
12

 sehingga dalam langkah penelitian tidak perlu menentukan atau 

merumuskan hipotesis.  Sedangkan yang dimaksud dengan analisis adalah jalan yang 

digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan perincian terhadap 

objek yang diteliti dengan jalan mencarai kejelasan dai objek penelitian.
13

 

3. Interpretasi  

Tahapan ketiga ini adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu proses penafsiran 

sejarah dari sumber-sumber yang telah di verifikasi.
14

 penafsiran sejarah sering disebut 

dengan analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan, dan secara terminology berbeda 

sintesis yang berarti menyatukan. Interpretasi juga sebuah penafsiran yang diperoleh 

dari hasil pemikiran dan pemahaman terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh 

dari sumber-sumber. 

Setiap hasil pemikiran merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan 

sosio politik dan sosio kultur yang ada disekitarnya.
15

 

Dalam tahapan ini peneliti mengolah data dengan cara sintesis dan analisis di 

mana fakta-fakta yang telah ada di satukan dengan fakta-fakta yang lainnya sehingga 

menjadi satu kesatuan yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk yang 

lainnya dan dianalisis. Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian ini penulis 

menggunakan teori kepemimpinan. Dalam hal ini Duke (1986:10) dalam Sulthon 

Mashud melihat kepemimpinan sebagai fenomena gestalt, yakni keseluruhan lebih besar 

daripada bagiannya. Kepemimpinan Lafran Pane identik dengan gejala gestalt, melihat 

                                                           
12

 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : PT Rineka 

Cipta), 1998, hlm. 245. 
13

  Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat ( Jakarta : Raja Grafindo, 1996, hlm. 59. 
14

 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (2008), hlm. 102. 
15

  Atho Mudzar, Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberalis (Yogyakarta : 

Titian Ilahi Co), hlm. 72. 
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tampak dari luar masih terdapat keunikan-keunikan lain yang tidak tampak.
16

 

Mengingat Lafran Pane adalah salah satu tokoh dibalik kemunculan intelektual Muslim 

di Indonesia pasca kemerdekaan 1945, maka penulis berusaha menuliskan pemikirannya 

tentang peran pemikiran Lafran Pane dalam mendirikan HMI, sebab sejarah pemikiran 

berarti studi tentang peran, gagasan dai dalam peristiwa sejarah dan proses.
17

 

4. Historiografi  

Historiografi adalah tahap akhir dalam sebuah penelitian sosial budaya yang 

merupakan suatu kegiatan penelitian dan proses penyusunan hasil penelitian. Dalam 

tahapan ini penulis berusaha untuk bersikap objektif terhadap sumber atau data yang 

sudah mulai penulis susun. Adapaun penyusunannya yaitu sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah yaitu gambaran 

bagaimana Biografi Lafran Pane, pemikiran Lfran Pane, kontribusi Lafran Pane, dan 

aktivisme Lafran Pane. kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka 

dan langkah-langkah penelitian. 

BAB II Biografi Lafran Panr, Bab ini di dalamnya membahas tentang sejarah 

hidup Lafran Pane, Tujuan utama dari bab ini adalah agar pembaca lebih memahami isi 

dari perjalanan seorang tokoh proklamator perjuangan pembentuakan HMI, kajian ini 

akan berupaya semaksimal mungkin secara lengkap untuk merumuskan pokok-pokok 

perjalanan Lafran Pane. 

                                                           
16

 M. Sulthon, Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: DIVA 

PUSTAKA, 2005), hlm 23-24 
17

 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press. 1998). Hlm. 105. 
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BAB III perkembangan pemikiran Lafran Pane 1946-1980. Bab ini akan 

menjelaskan tentang perkembangan Pemikran Lafran Pane, Pengaruh Pemikiran Lafran 

Pane, dan Lafran Pane sebagai cendekiawan muslim.  

BAB IV Penutup, yang berisi simpulan dan saran-saran yang diuraikan penulis 

dalam penulisan skripsi ini sebagai dari inti permasalahan. Pengembalian kesimpulan 

ini harus dilakukan untuk menemukan jawaban dari permaslahan yang diajukan dalam 

skripsi.  
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Biografi Lafran Pane 

1. Latar Belakang Keluarga 

  Lafran Pane lahir di kampong Pangurabaan Kecamatan Sipiriok, yang terletak di 

kaki Gunung SIBUALBUALI, 38 kilometer kearah Utara dari Padangsidempuan
18

, 

Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 12 April 1923
19

.  

Lafran Pane adalah anak keenam keluarga Sutan Pangurabaan Pane
20

 dari 

istrinya yang pertama. Ayah Lafran adalah seorang guru sekaligus seniman Batak 

Mandailing di Muara Sipongi, Mandailing Natal. Keluarga Lafran merupakan keluarga 

                                                           
18

 Sejarah berdiri kota Sidngpuan adalah bagia dari kisah keluarga Mangaraja Onggang 

Parlindungan. Tokoh Utama dala sejarah kota padangsidampuan pada masa perang Padri adalah Idris 

Nasution gelar Tuanku Lelo (1785-1833) putra dari seorang hartawan dan pariman (sebuah kota sekitar 

satu jam dari kota Padang, Sumatra Barat) bernama Pagu Nasution (1750-1883)yang berasal dari 

Hutasiantar. Hartawan ini juga dikenal juga sebagai Haji Harun Nasution, kemudian Tuanku Kadi 

Malikul. Adil dan lebih populer dengan nama Kali Hasan. Pada tahun 1821, Tuanku Lelo meminta 

nasihat Tuanku Tambusai yang ali itu membangun bentung kukuh. Tuanku Tambusai menunjuk Desa  

Padangsidampuan hanyadalam waktu sehari semalam lokasi yang ditunjuk dikuasai oeh Tuanku Lelo, 

kelak kemudian didirikan sebuah benteng bernama Benteng Padangsidampuan. Lebih lengkap baca 

Basyral Hamidy Harahap, Pemerintah Kota Sidampuan Menghadapi Tantangan Zaman, Jakarta (Jakarta 

: Pemerintah Kota Padangsidamouan, 2003), hlm. 26-27. 
19

 Sebenarnya Lafran Pane lahir di Padangsidempuan 5 Februari 1922. Untuk menghindari 

berbagai macam tafsiran, karena bertepatan dengan berdirinya HMI Lafran Pane mengubah tanggal 

lahirnya menjadi 12 April 1923. Jadi sewaktu mendirikan HMI usia Lafran Pane 2, hal itu diungkapkan 

oleh Dra. Tetty Sari, puri bungsu Lafran Pane yang didampingi abangnya Ir. M. Iqbal Pane dan bu Lafran 

Pane pada 25 Januari 1991 ketika jenazah almarhum Lafran Pane akan dimakamkan. Peristiwa tersebut 

disaksikan oleh Akbar tanjung (mantan ketua DPR RI), Drs. Musa Ahmad (mantan ketua umum HMI 

Komisariat FKSS IKIP Yogya), Agussalim Sitompul (mantan ketua umum HMI Cabang Yogya), dan 

beberapa orang anggota HMI lainnya, lebih lengkap baca, Agussalim Sitompul, Menyatu Dengan Umat 

Mebyatu Dengan Bangsa : Pemikiran Keislaman-Keindonesaan HMI 1947-1997 (Jakarta : Logos 

Wacana Ilmu, 2002), hlm1,37. 
20

 Sutan adalah gelar ketokohan, sedangkan Panguraban adalah nama daerah, pada era gerakan 

Nasional Rumah Sutan Panguraban Pane dipakai pertemuan oleh Adam Malik dkk serta orang-orang 

pergerakan di Rumah Sutan Panguraban Pane di Sipirok. Dam Basyar Hamidy Harahap, Pemerintah Koa 

Padangsidampuan, Hlm. 46. 
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sastrawan dan seniman, seperti kedua kakak kandungnya, yaitu Sanusi Pane
21

 dan 

Armijn Pane
22

. 

Ayahnya Sutan Pnguraban Pane adalah tokoh Partai Indonesia (PARTINDO)
23

 

di daerah sumatra Utara, Ia berposisi sebagai seorang wartawan dan penulis. Selain itu, 

Sutan Panguraban Pane juga seorang Pengusaha yang menjabatsebagai Direktur Oto 

Dinas Pengngkutan (ODP) Sibualbuali yang berdiri tahun 1937 berpusat dikota Sipirok. 

ODP Sibualbuali adalah suatu perusahaan otobis nasional tertua di seluruh Sumatra 

Utara, yang saat itu mempunyai lebih kurang 250 buah mobil dengan trayek Banda 

                                                           
21

 Sanusi Pane adalah tokoh pergeraka Nasional,sasrawan dan ahli Sejarah Indonesia, pada 1944 

terbentuk panitia Lagu Kebangsaan Indonesia yang diketuai Soekarno dengan anggota antara lain KH 

Dewantara, Koesbini, KH Mas Mansur, M Yamin, Sanusi Pane, C Simanjutak, Akhmad Soebardjo. 

Panitia ii pada 8 september 1944 menetapkan (1)apabila lagu Indonesia Raya dinyanyikan satu kuplet 

saja, maka ulangan (refrain) –nya dinyanyikan dua. Apabila dinyanyikan kuplet, maka ulangannya satu 

kali kecuali pada kuplet ketiga sebnyak dua kali (2) ketika menaikan Bendera Merah Putih, lagu Indoesia 

Raya diperdengarkan dengan ukuran cepat. (3) perkataan diganti dengan semuanya,not ditambah dengan 

do .(4) perkataan Refrai diganti ulang pada tanggal itu juga ditetapkan perubahan lagu Indonesia seperti 

yang kita kenal sekarang hanya saja pada umumnya lagu itu diperdengar hanya satu kuplet saja, sehingga 

orang tidak terbiasa mendengar kuplet dua dan kuplet ketiga lagu tersebut. Asvi Warman  Adam, ―Heboh 

lagu Idnesia Raya‖, dalam www.mediaIndonesia .com, diakses tanggal 31 desember 2017. 
22

 Armijin Pane adalah kaka kandung Lafran Pane, Armijin adalah tokoh sastra terkemuka lahir 

pada 18 Agustus 1908, Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara , Armijin  Pane adalah seorang 

penulis yang terkenal keterlibatanya degan majalah Perjuangan Baru. Bersama Sultan Takdir Alisjhbana 

dan Amir Hamzah, Armijin Pane mampu mengumpulkan penulis-penulis dan pendukung lainnya dari 

seluru penjuru Hindia Belanda untuk memulai sebuah pergerakan modernisme sastra. Selain menulis 

puisi dsn novel. Armijin Pane juga menulis kritik Sastra. Tulisa-tulisannya yang terbit pada pujangga 

baru, terutama dalam edisi-edisi awal menunjukan wawasannya yang sangat luas dan, dibandingkan 

dengan beberap kontribusi lainnya seperti Sultan Takdir Alishjahbana dan saudara laki-laki Armijin Pane, 

Sanusi Pane, kemampuan menilai dan menimbang yang adil dan tidak terpengaruhi suasana pergrakan 

nasionalisme yang terutam diperiode akhir Pujangga Baru menjadi sangat politis dan dekotomis. Karya 

sastranya dalam berbagai bentuktelah dibukukan antara lain. Kumpulan puisi, (1) armijin Pane, Gamelan 

Jiwa,  Jakarta : Bagian Bahasa Jawa. Kebudayaan depertemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. 

1960, (2) Armijin Pane Djiwa Berdjiwa, Jakarta : Balai Pustaka. 1939. Dalam bentuk novel, (1) Armijin 

Pane, Belenggu, Jakarta : Dian Rakyat. Cet. 1 1940, IV 1954, Cet. IX 1977, Cet. XIV 1991, sedangkan 

kumpulan cerpennya, (1) Armijin Pane, Djinak-Djinak Merpati. Jakarta : Balai Pustaka, Cet. 1 1940, (2) 

Kisah Antara Manusia. Jakarta : Balai Pustaka, Cet 1 1953, II 1979, (3) Drama Antara Bumi dan Langit. 

1951. Dalam Pedoman,27 Februari 1951. Dalam www.taman ismailmaezuki.com diakses tanggal 10 

Desember 2017. 
23

 Partindo adalah Partai Indonesia yaitu partai yang dipimpin oleh Soekarno dan Sartono (PNI 

Lama), ddidirikan oleh Sartono pada 1 Mei 1931, sebagai ganti dari bubarnya PNI. Lihat, Deliar Noer, 

Biografi Politik Muhahhad Hatta 1908-1980 (Jakarta : LP3S,1991), hlm.88. 

http://www.taman/
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Aceh di ujung Utara Pulau Sumatra samapai Panjang Kota  yang terletak paling selatan 

di pulau Sumatra.
24

 

Sutan Pnguraban Pane termasuk salah seorang pendiri Muhamadiah di Sipirok 

pada 1921 sedangkan kake dari Lfran Pane adalah seorang ulama yang bernama Syekh 

Badurrahman. Karena tidak merasakan kasih sayang Ibu kandung sebagai mana 

mestinya dan tidak puas dengan asuhan Ibi tiri, akhirnya Lfran Pane mengalami penuh 

derita yag mengakibatkan mudah dihinggapi penyakit rasa rendah diri lalu 

menimbulkan suatu kompensasi berupa kenakalan yang luar biasa. Jalan pikirannya 

susah dimengerti termasuk oleh ayahnya sendiri.
25

 

2. Riwayat Pendidikan Lafran Pane 

Sebelum Lafran menginjak bangku sekolah atau pesantren secara formil, terlebih 

dahulu jiwa keagamaanya diisi dengan belajar ―Sifat dua puluh‖, seperti Ujud, Qidam, 

Baqo,Muholi dan seterusnya, yang diiringi dengan artinya. Di samping itu pula belajar, 

yang dalam bahasa Tapanuli disebut ―ALIF – ALIF‖, yakni mempelajari membaca 

huruf – huruf abjad Al-quran, sebagai satu jenjang untuk dapat membaca Al-quran 

denga baik dan benar.
26

 

Kedua macam  pendidikan  itu diperoleh Lafran dari seorang guru terkemuka di 

kampung halamannya Panggurabaan, namanya Malim Mahasan. Berkat didikan Malim 

Mahasan tersebut, Lafran yang masih kecil sudah terisi jiwa keagamaannya, dan inilah 
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 Kantor Oto Dinas Pengakuan (ODP) Sibualbuali ini masih ada hingga sekarang, armadanya 

juga masih beroperasi. Lihat, Deliar Noer, Biografi Politik Muhahhad Hatta 1908-1980 (Jakarta : 

LP3S,1991), hlm.89. 
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 Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan Himpunan , hlm. 157. 
26

 Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan Himpunan , hlm. 157. 
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yang membekali hidupnya secara mendasar dalam masalah bimbingan keagamaan, yang 

sangat prinsipil dalam kehidupan seorang manusia. 

Pendidikan Lafran Pane di bangku sekolah dimulainya di pesantren 

Muhammadiyah Sipiriok, Sekolah desa 3 tahun, semuanya tidak tamat. Lalu pindah ke 

Sibolga, masuk Sekolah HIS Muhammadiyah. Kemudian kembali lagi ke Sipiriok, 

masuk Ibtidaiyah diteruskan ke Wustha. Dari Wustha pindah ke Taman Antara Taman 

Siswa Sipiriok. Selanjutnya pindah ke Taman Antara Taman Siswa di Medan.
27

  

Belum tamat dari Taman Siswa sudah dikeluarkan dari sekolah. Lantas 

meninggalkan rumah tempat tinggalnya, yakni rumah kakak kandungnya Nyonya Dr. 

Tarip, dan menjadi petualang di sepanjang jalanan kota Medan. Tidur tidak menentu, 

kadang sudah menggeletak di kaki lima, di emper-emper toko, sambil sebagai penjual 

karcis bioskop, main kartu, menjual es lilin, sebagai penyambung hidup.
28

  

Begitulah masa muda Lafran Pane yang di habiskan dengan menggelandang di 

kota Medan.Beberapa saat kemudian Lafran pindah ke Batavia
29

 pada tahun 1937, atas 

permintaan abang kandungnya Armijn Pane dan Sanusi Pane, di Batavia memulai 

sekolah di kelas 7 HIS Muhammadiyah, menyambung ke MULO Muhammadiyah, ke 

AMS Muhammadiyah, kemudian ke Taman Dewasa Raya Jakarta.  

Di semua sekolah itu, gurunya mengakui bahwa Lafran Pane adalah murid 

cerdas, walaupun nakal yang luar biasa, yang menyebabkan Lafran Pane memasuki 

                                                           
27

 Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan Himpunan , hlm. 157. 
28

 Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan Himpunan , hlm. 157. 
29

 Fatahilah mengubah nam Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah 

yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 

dan kemudian menguasai Jayakarta. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia dan nama Batava dipakai 

sejak diapaki sekitar tahun 1621 samapai tahun 1942. Setelah itu nama kota berubah menjadi Jakarta. 

Tetapi berikutnya dalam Bahasa Melayu, yaitu ―Batawi‖ masih tetap dipakai sampai sekarang. Nama 

Batavia berasal dari kata Baavieren, salah satu nama suku Greamik yang bermukim di tepi sungai Rhein. 

Orang-orang Belanda dan sebagai orang Jerma adalah keturunan dari suku Rhein ini. Dalam 

www.wikipedia.com dan www.jakrarta.go.id, diakses tanggal 17 Desember 2017. 

http://www.wikipedia.com/
http://www.jakrarta.go.id/


23 
 

 

organisasi ―BENDE‖ yang bernama ―ZWERTE BENDE‖, seperti ―GANG‖ pada masa 

itu.
30

 Karena tingkah lakunya lafran sering berkenalan dengan meja hijau, dan dituntut 

membayar denda, tetapi selalu dibela oleh ―BENDE‖-nya walaupun berat.
31

  

Ketika sekolah di Taman Dewasa Raya Jakarta, Lafran Pane bertemu dengan 

Dipa Nusantara Aidit, dan di zaman Belanda bersama – sama memasuki Barisan 

Pemuda GERINDO, yang pada akhirnya antara Lafran dan Aidit memiliki keyakinan 

berlawanan kontras, dan  Aidit  pernah  memimpin aksi untuk membubarkan  HMI  

yang notabane adalah organisasi yang didirikan oleh Lafran Pane.
32

 

Pada tahun 1942, lantaran Jepang masuk Indonesia pada tanggal  8  Maret 1942,  

Lafran Pane  pulang ke Padangsidempuan sebagai  ―pokrol‖
33

  tetapi lantas Lafran Pane 

kena fitnah, dituduh  memberontak  Jepang,  lalu dituntut hukuman mati, tetapi tidak 

jadi karena pengaruh ayahnya di Padangsidempuan yang begitu besar.  Namun dengan 

fitnah itu membuat Lafran harus  meninggalkan Sumatera dan kembali ke Jakarta pada 
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 Zwarte Bende adalah Zwarte Bende ―satu pergerakan undergrundsch dari tahun 1942-1943 

berpahala besar sekali Tjie Yoek Moy dalem ini hal hingga ia dipersamakan dengan konpoi hak-hak 

istimewa malahan ia dibolehkan tembak atau bunuh sembaangan orang-orang. Dalam 

www.Gangjamdoelue.co.id  Diakses pada 17 Desemer 2017.  
31

 Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan Himpunan , hlm. 158. 

 
32

 DN. Aidit pernah menganggap bahwa sebenarnya HMI sudah bubar, yaitu berbarengan 

bubarnya dengan pas dipaknya partai Masyumi pada 13 September 1960, namun anggapan Aidit ternyata 

salah, karena HMI tetap hidup karena secara organisasi HMI indepenen tidak mempunyai hubungan 

secara organisatoris dengan Masyumi, Lihat harian Sulih Indonesia , Jakarta 12 Maret 1965. DIPO 

Nusantara Aidit juga pernah mengingatkan ―HMI soal kecil‖, pada penutupan Kongres ke III CGMI di 

Istana senayan 29 Semptember 1965 Aidit dala pidatonya mengatakan ―kalo anggota CGMI tidak bisa 

membubarkan HM, anggota CGMI yang laki-laki lebih baik pake kain saj”. Lihat harian Suara Islam, 

Jakarta, tanggal 1 Oktober 1965 A dalam Agussalim sitopul, Sejarah Perjuangan HMI. Hlm. 71. 
33

 Protokol artina pembela atau wakil orang yang berperkara (dalam pengadilan): pengacara : 

advokat :2 cak orang yang pandai berbantah (berdebat, berputar lidah dsb)—bambu pembela perkara (dl 

pengadilan0 bukan yang tamatan sekolah tinggi : pokrol yang tidak teradaptar secara resmi. 

Memokrolkan memintakan pertolongan atau menyerahkan perkara kepada pokrol, akhirnya kalah juga: 

pokrol-pokrolan v cak bersilat lidah( mengadu kepandain berbicara atau berputar lidah dsb) . lihat Pusat 

Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , hlm. 884.  

http://www.gangjamdoelue.co.id/


24 
 

 

tahun 1943. sejak  keberangkatannya  kembali ke Jakarta, Lafran Pane mengalami 

proses kejiwaan yang radikal.
34

 

 Insan kamilnya mulai tergugah, lalu mencari apa sebenarnya hakekat hidup ini. 

Lafran merindukan sifat – sifat mulia dan menanyakan apa sesungguhnya azas segala 

sesuatu. Ia menyadari betapa pentingnya kembali ke dasar keyakinan. Sejak itu ia sering 

merenung, tafakur, berkat dasar pendidikan agama yang diperolehnya dari gru 

pengajiannya Malim Mahasan di Sipirok, mauoun dari pesantren Muhamadiah Sipirok 

yang taat beragama, setelah mengalami proses dalam hidup dan kehidupan, menjadilah 

Lafran Pane menjadilah pemeluk agamaAlloh yang taat dengan sesungguhnya, sehingga 

taqwamelandasi hidupnya.
35

 

Sekembali ke Jawa,  Lafran bekerja di kantor  Statistik  akarta.  Karena 

kecakapannya berbahasa Jepang, ia diminta supaya bekerja pada suatu perusahaan besar 

―APOTHEK BAVOSTA‖, dan menjadi pemimpin umum Apothek tersebut tahun 1945. 

setelah tentara sekutu memasuki Jakarta, yang memnyebabkan berkobarnya api 

pertempuran. Tanggal 4 Januari 1946, Presiden, Wakil Presiden pindah ke Yogyakarta, 

lantas menjadi Ibukota Republik Indonesia.
36

  Sekolah Tinggi Islam (STI), yang berdiri 

tanggal 27 Rajab 1364 H/8 Juli 1945 di Jakarta,  tanggal 10 April 1946 ikut pula hijrah 

ke Ibukota Yogyakarta, dan sejak tanggal 20 Mei 1948 STI  berganti nama menjadi 

Univeraitas Islam Indonesia (UII).
37
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Kepindahan STI ke Yogyakarta membuat mahasiswanya pindah ke Yogyakarta 

untuk meneruskan  kuliah, dan mahasiswa baru pun masuk, dimana salah seorang 

mahasiswa baru bernama Lafran Pane, yang usianya berumur  23 tahun. Selain kuliah, 

untuk memenuhi makan sehari-hari Lafran Pane juga bekerja sepagai pegawai Negri  

Departemen Sosial.
38

 

Perubahan  jiwa Lafran Pane setelah  masuk STI  lantas mendapat kuliah Agama 

Islam dari Prof. K.H Abdul Kahar Mudzakkir,
39

 Bapak Husein Yahya,
40

 H.M Rasyidi
41

 

dan ketekunannya membaca buku – buku Agama Islam, membuat ia bertambah yakin 

dan mempunyai pendirian yang semakin teguh, bahwa Islam sebagai satu – satunya 

pedoman hidup yang sempurna. 

 Semasa di STI
42

, lafran  Pane menjadi ketua III Senat Mahsiswa STI di samping 

Janamar Azam dan Amin Syakhri. Di PMY Lafran Pane juga ikut sebagai Pengurus  

mewakili Mahasiswa STI. Jadi, tidak mengherankan apabila Lafran Pane banyak 

bergaul denga mahasiswa dan memiliki banyak teman. 

Sebelum tamat di STI, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP), pada 

bulan April 1948. setelah Universitas Gadjah Mada dinegerikan tangal 19 Desember 

1949, dan AIP dimasukkan dalam Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik (HESP). 
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Dalam sejarah UGM, Lafran termasuk dalam mahasiswa yang pertama kali lulus 

mencapai titel Sarjana (Drs), yaitu tanggal  26 januari 1953. Dengan sendirinya Drs. 

Lafran Pane menjadi Sarjana Politik pertama di Indonesia.
43

 

―Sesungguhnya, tahun-tahun permulaan riwayat HMI adalah hampir identik 

dengan sebagian kehidupan Lafran Pane sendiri. Karena dialah yang punya andil 

terbanyak pada mula kelahiran HMI, kalau tidak boleh kita katakan sebagai tokoh 

pendiri utamanya”. 

Semasa di STI inilah Lafran Pane mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (hari 

rabu pon, 14 Rabiul Awal 1366 H /5 Februari 1947 pukul 16.00). HMI merupakan 

organisasi mahasiswa yang berlabelkan ―islam‖ pertama di Indonesia dengan dua tujuan 

dasar. Pertama, Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat 

rakyat Indonesia. Kedua, Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dua 

tujuan inilah yang kelak menjadi pondasi dasar gerakan HMI sebagai organisasi 

maupun individu-individu yang pernah dikader di HMI.
44

 

Lafran  Pane sendiri meyakini bahwa agama  islam dapat memenuhi keperluan-

keperluan manusia pada segala waktu dan tempat, artinya dapat menselaraskan diri 

dengan keadaan dan keperluan masyarakat dimanapun juga. Adanya bermacam-macam 

bangsa yang berbeda-beda masyarakatnya, yang terganting pada faktor alam, kebiasaan, 

dan lain-lain. Maka kebudayaan islam dapat diselaraskan dengan masyarakat masing-

masing. 
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Sebagai muslim dan warga Negara Republik Indonesia, Lafran juga menunjukan 

semangat nasionalismenya. Dalam kesempatan lain, pada pidato pengukuhan Lafran 

Pane sebagai Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Tata Negara pada Fakultas 

Keguruan Ilmu Sosial, IKIP Yogyakarta (sekarang UNY), kamis 16 Juli 1970, Lafran 

menyebutkan bahwa Pancasila merupakan hal yang tidak bisa berubah. Pancasila harus 

dipertahankan sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Namun ia juga tidak menolak 

beragam pandangan tentang pancasila, Lafran mengatakan dalam pidatonya: 

―Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Pemerintah atau MPR 

mengadakan interprestasi yang tegar mengenai pancasila ini, karena dengan 

demikian terikatlah pancasila dengan waktu. Biarkan saja setiap golongan 

mempunyai interpretasi sendiri-sendiri mengenai pancasila ini. Dan interpretasi 

golongan tersebut mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. 

Adanya interpretasi yang berbeda-beda menunjukan kemampuan pancasila ini untuk 

selam-lamanya sebagai dasar (filsafat) Negara “. 
45

 

Dari tulisan diatas nampak Lafran sangat terbuka terhadap beragam interpretasi 

terhadap pancasila, termasuk pada Islam. Islam bertumpu pada ajarannya memiliki 

semangat dan wawasan modern, baik dalam politik, ekonomi, hukum, demokrasi, 

moral, etika, sosial maupun egalitarianisme. Egalitarianisme ini adalah faktor yang 

paling fundamental dalam Islam, semua manusia sama tanpa membedakan warna kulit, 

ras, status sosial-ekonomi. Wajah islam yang seperti ini selazimnya dapat dibingkai 

dalam wadah keindonesiaan. Wawasan keislaman dalam wadah keindonesiaan akan 
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sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Untuk kepentingan manusia 

kontemporer diseluruh jagat raya ini sebagai rahmatan lil alamin. 

Lafran Pane diakruniani oleh Alloh SWT tiga orang anak, yakni dua orang anak 

laki-laki dan satu orang wanita, dari perkawiannya dengan Ibu Martha Dewi asal 

Bengkulu/Lampung, yang melangsungkan perkawianannya tanggal 6 oktober 1951. 

Putra-putri Lafran Pane antara lain adalah : satu Toga Fakhrudin Pane, Alumnus 

Fakultas Kedokteran UGM, mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia dan HMI. Kedua, 

Muhammad Iqbal Pane, Alumnus Fakultas Tekhnik UGM, aktif di PII dan HMI. 

Ketiga, Ttti Sari Rakhmiati Boru Pane alumni Fakultas Ekonomi UGM dan juga 

anggota HMI.
46

 

Lafran Pane wafat pada 25 Januari 1991 di Yogyakartan, sedangkan HMI yang 

diprakarsainya tetap hidup hingga saat ini.
47

 

3. Karir Pendidikan Lafran Pane 

Karier Lafran Pane di bidang pendidikan i antara lain  

1. Menjadi Direktur Kursus BI & B II Negeri Yogyakarta, yang diselengarakan 

oleh Kementrian PP & K dan akhirnya menjadi Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) UGM. 

2. Pelopor berdirinya IKIP Yogyakarta. 

3. Pernah menjadi Dekan Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial IKIP 

Yogyakarta. 
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4. Pernah menjadi Dosen Fakultas Sospol UGM, Akademi Tabligh 

Muhammadiyah (ATM) dan Dosen UII. 

5. Pernah menjadi Dosen IAIN, hingga terjadinya peristiwa 10 Oktober 1963.
48

 

Sepuluh tahun kemudian, atas permintaan Fakultas Syariah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, mulai tahun 1973, Lafran Pane kembali memberi 

kuliah sebagai Guru Besar dalam Ilmu Tata Negara. 

6. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, sejak tanggal 1 Desember 

1966, Lafran Pane diangkat menjadi Guru Besar Ilmu Tata Negara. Pidato 

pengukuhan Lafran Pane sebagai Guru Besar (Profesor) dalam kuliah Ilmu 

Tata Negara. Pidato pengukuhannya seabagai Guru Besar disampaikan Drs. 

Lafran Pane dalam sidang terbuka IKIP Negri Yogyakarta tanggal 16 juli 

1970 dengan judul ―Perubahan konstitusional”. Senat/ Rektor IKIP 

Yogyakarta telah mengusulkan Lafran Pane menjadi Guru Besar itu sejak 

tanggal 1 September 1964. Akhirnya Prof, Drs, Lafran Panediangkat 

menjadi Guru Besar dalam Ilmu tata Negara. Stelah mendalami Ilmu 

tatanegara ini selama 15 tahun.
49

  

7. Dalam Organisasi, selain tokoh pendiri HMI, dikal Ikatan Sarjana Muslimin 

Indonesia (ISMI) didirikan oleh rekan seperjuangannya Ir. H.M Sanusi 

tanggal 11 Februari 1963 di Jakarta, Lafran  Pane menjadi anggota dan 

mensponsori pembentukan cabang di Yogyakarta, hingga ISMI dilebur ke 

dalam Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (PERSAMI) tajun 1964 yang 

independen.  
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8. Lafran Pane juga terjun ke dalam KASI ( Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), 

dan menjadi 5 besar pimpinan KASI. 

4. Peran Pemikiran Lafran Pane 

Pertama, aspek politik. Agama Islam tidak dapat dikembangkan dan disiarkan 

dengan baik dan sempurna. Kalau Negara Republik Indonesia masih dijajah oleh 

Belanda. Oleh karena itu keerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan 17 

Agustus 1945 harus dipertahankan, sehingga Negara, Rakyat dan bangsa Indonesia 

bebas dari cengkraman penjajah, berdaulat penuh, sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
50

 

Oleh sebab itu segala pemikiran lama warisan kolonial yang senantiasa bertujuan untuk 

mengadu domba sesama bangsa Indonesia harus disingkirkan jauh-jauh. Demikian juga 

dengan perdebadan antara berbagai kelompok sesama bangsa Indonesia agar tidak 

mengarah kepad akemunkinan-kemunginan semakin melemahnya bangsa Indonesia, 

sebab setelah tahun 1945 bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka, karena masih 

berhadapan dengan bangsa belanda. 

Lafran Pane sejak awal pendirian HMI sudah menegaskan bahwa status HMI 

adalah Independen dan senantiasa akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, 

Lafran Pane mendirikan HMI bertujuan untuk melakuakan pembaruan dibidang politik 

pemerintahan dengan upaya tidak mentolerir setiap pemikiran yanga berupaya memecah 

belahkan Negara kesatuan. 

Kedua, aspek ekonomi. Bangsa Indonesia harus dimajukan dalam bidang 

ekonomi, karena kemiskinan secara ekonomi seringkali mengarah kepada kekufuran. 

Sebagai makhluk fsikologis-biologis (basyar) manusia membutuhkan makan, minum, 
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tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berkaitan denga penjagaan dimensi insaniah 

yang berkaitan dengan spiritual. Semakin baik dan kuat ekonomi orang islam, tentunya 

akan membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di 

semua bidang.
51

 

Ketiga. Aspek pendidiksn. Sgsms Islam tidak bisa maju dan berkembang dengan 

baik dan sempurna, kalau rakyat Indonesia masih dalam kebodohan, karen agama Islam 

sendiri diturunkan untuk merubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang 

dinamis. Pelajar pemuda-pemudi harus dijadikan dan sanggup dijadikan menjadi kader 

penerus perjuangan bangssa dalm bidangnya masing-masing denga mengahrumkan 

nama baik bangsa. 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan suatu aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidu. Sehingga dapat dikatakan, bahwa 

pendidikan tidakhanya berlangsungdi dalam kelas, tetapiberlangsung pula diluar kela. 

Pendidikan bukan bersifat formal saj, tetapi mencakupyang non forma. 

Tujuan dari suatu pendidikan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bersifat 

fundamental, seperti nilai-nilai sosial, nilai ilmiah, nilai moral dan nilai agama. 

Bahwasannya pendidikan mempumpunyai kekuatan yang luar biasa untuk enciptakn 

seluruh aspek lingkungan hidupdan dapt memberi informasi yang paling 

berhargamengenai pegangan hidup dimasa yang akan datang dan diahadapan dunia, 

serta membantu dan menyiapkan kebutuhan yang bersifat esensial untuk mengahadp 

zaman. 
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Keempat, aspek hukum. Hukum yang dibuat haruslah berpihak kepada pribumi. 

Sementara hukum-hukum warisan Belanda ynang sarat dengan ketidak adlian dan 

persamaan mansuia haruslah ditinggalkan. Lafran Pane sebagai sebagai ahli Ilmu tata 

Negara dalam berbagai kesempatan sering engingatkan agar segala sesuatu diletkan 

pada tempat sesuai dengan fungsi yang berlaku. 

Keempat, aspek Hukum tata negara yang dibuat haruslah berpihak kepada 

pribui. Semntara hukmm-hukum warisan Belanda  yang sarat ke tidak adilan dan 

persamaan manusia haruslah di tinggalak, . lafran Pnae husebagai seorang ahli Ilmu 

Tatat Negara dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan aagr segala sesuatu 

diletakan pada tempat serta sesuaidengan fungsi dan wewenngnya. Lafran Pane 

mengatakan: 

“Hukum Tata Negara itu tergantung pada penilaian rakyat, apa yang seharusnya  dan 

apa yang tidak seharusnya, sedn\angkan penilaian rakyat tergantung kepada faktor 

alam, agama, ekonomi, psikologi, budaya dan lain-lain”
52

 

Dapat kita pahami bahw aLfran Pane mendorong akan hukum-hukum yang 

berlaku di indonesia diperbharui sesuai sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan tetap 

mempertimbangkan faktor alam, budaya dan lain-lain hukum yang diambil dari negara-

negara lain justru akan menimbulkan ketidak adilan, karena tidak sesuai dengan situasi 

dan kondisi alam setempat (Indonesia). 

Kelima, Aspek Budaya. Islam masuk ke indonesia telah bertemu dengan 

berbagai macam alirankebudayaan, dan sejarah mencatat bahwa telah terjadi berbagai 

macam aliran. Lfran Pane meyakini bahwa agama Islam dapat memenuhi keperluan-

                                                           
52

 Lafran Pane, Perubahan Konstitusi, hlm. 3. 



33 
 

 

keperluan manusia pada segala waktu dan tempat, artinya dapat menselarakan diri 

dengan keadaan dan keperluan dan masyarakat dimanapun juga. Adanya bermacam-

macam bangsa yang berbeda-beda masyarakatnya, yang tergantung pada faktor alam, 

kebiasaan, dam lain-lain. Maka kebudayaan Islam dapat diselaraskan dengan 

masyarakat masing-masing.
53

 

Karenadalam masyarakat segala sesuatu saling mempengaruhi, manusia 

mempengaruhi manusia lainnya, masyarakat dipengaruhi oleh manusia dan begitu juga 

sebaliknya. Begitu pula dengan hasil kebudayaan lainnya. Kebudayaan yang satu 

dengan kebudayaan yang lainnya berlomba-lmba mencari penganut. Begitu pula dengan 

hasil kebudayaan (cultur product) yang stau mempengaruhu yang lain, dan selanjutnya 

mempengaruhi manusia dan masyarakat 

Lafran Pane melihat masyarakat terdapat bermacam-macam aliran kebudayaan, 

sesuatu yang sering terjaaiadalah timbulnya perjuangan antara kebudayaan satu dengan 

kebudayaan yang lainnya. Aliran kebudayaan yang lemah akan akan dikalahkan oleh 

kebudayaan yang kuat. Pada umumnya manusia lebih senang memihak yang kuat dan 

menang hingga yang enang mendapatkan lebih banyak penganut, dan mengalahkan 

kebudayaan yang lemah. 

Menurut Lafran ne setidaknya ada empat aliran kebudayaan yang besar : 

1. Aliran kebudayaan barat yang diaewali oleh Amerika  serikat, Belanda, dan 

Negara maju lainnya. 

2. Komunisme dan Sosialisme. 

3. Agama  krisiten, yaitu katolik dan protestan. 
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Aliran kebudayaan kebangsaan (Nasionalisme) yang cenderung kepada Sosialisme, 

Marxisme dan sedikit dikembangkan oleh kebangkitan dan kesusilaan (Hindu-

Jawa).
54

 

Keenam, aspek pemikiran Islam. Lafran Pane meyakini bahwa pembaharuan 

pemikiran Islam merupakan solusi untuk memajukan Indonesia, sebab mayoritas 

penduduk Indonesia beragama Islam. Sebab prinsip-prinsip ajaran Islam menyediakan 

konsep dan kemampuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam 

masymasyarakat dalam memenuhi tuntuan zaman yang semakin maju. 

Rendah dan minimnya ilmu yang dimiliki orang-orang Ilan atau kemiskinan 

Intelektual, membawa konsekuensi rendahnya kemampuan umat islam memberi respon 

pada tangtangan zamansecara kreatif dan manfaatat, yang mengalami perubahan dan 

perkembangan yang sangat cepaat.
55

 

Keyakiana diri dan kemampuan mengadapi masa depan sangat tergantung 

dengan pada bagaimana cara brpikir seseorang atau sebuah bangsa. Maka perubahan 

cara berpikir merupakan sebuahmerupakn cara langkah awal  yang paling menentukan. 

Oleh karena itu mutlak adanya pembaharuan pemikiran Islam, diakalanga umat Islam 

itu sendiri. Sehingga agama Islam itu dapat menerapakan wajahnya yang hakiki dimata 

mayarakat.
56

 

Ketujuh, aspek dakwah islam. Dakwah merupakan kewajuiban setaiap 

Intelektual muslim yang bertujuan menciptakan rahmat bagi sekalian alam. Lafran Pane 

telah mengenalkan Islam melalui HMI di STI maupun di UGM. Ajaran agama Islam 
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harus di dakwahkan kepada semua mahasiswa Islam, baik yang belajar di STI maupun 

di kampus-kampus umum. Sebab sudah pasti yang belmahasiswa yang belajra di 

kampus Islam mendapatkan pelajaran Islam. Sementra Mahasiswa muslim yang belajar 

di Universiatas Umum belum tentu medapatkan penddidkan pendidikan tentang agama 

Islam. Maka Lafran Pane yang mendirikan HMI mengambil peran dalam kontek 

dakwah sesuai yang di perintahkan Rosululloh SAW. 

B. Karya Lafran Pane 

1. Keadaan dan kemungkinan kebudayaan Islam di Indonesia. 

Menurut Lafran Pane pembaharuan pemikiran keislaman harus dimulai dengan 

meniadakan kesenjangan dalam  kehidupan umat islam, terutama dalam soal 

pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam. Lafran Pane kemudian 

membagu Umat Islam kedalam empat golongan yaitu : 

a. Golongan awam. Golongan ini merupakan bagian terbesr, yaitu mereka 

yang mengamalkan ajaran islam itu sebagai yang diadatkan sebagai acara 

perkawinan, mati dan selamatan. 

b. Golngan alim ulama. Golongan dan pengikut-pengkutnya yang mengenal 

dan mempraktekan aga islam sesuai yang dilakukan Nabi Muhammad 

SAW. Seperti halnya dengan hadist-hadist dan riwayat-riwayat. 

Golonhan ini tidak hanya mencontoh kelakuan Nabi sbagai Rosul, tetapi 

juga sifat dan kebiasaannya yang tidak lepas dari masyarakat Arab, yang 

mempunyai sifat-sifat khusus dan berlainan dengan Masyarakat 

Indonesia. Meraka masih menganggap masyarakat Arab lebih tinggi 

derajatnya. Sampai sekarang orang Indonesia masih banyak yang hidup 
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ingin menjadi seperti orang Arab. Tentang lagu mislanya, meraka hanya 

mendengarkan lagu Qosidah dan Gambuslah yang tidak haram. Setelah 

masuknya pengaruh budaya Arab, hidup alim ulama sangat tertutup. 

Perubahan-perubahan dalam rangka kemajuan yang merka alami sedikit 

sekali dikarenakan kurangnya hubungan dengan dunia luar. Sehingga 

masih ada orang yang beralam fikiran dan berjiwa seperti orang-orang 

yang  hidup pada masa-masa yang lalu. Golongan ini umumnya 

berpendapat agar islam itu diperaktekan seperti halnya yang diperaktekan 

di negri Arab pada 13 abad yang lalu, dengan tidak memperhatikan 

tempat dan waktu. 

c. Golongan alim ulama dan pengikutnya yang terpengaruh oleh mistik. 

Pengaruh istik ini. Mereka tidak terlalu memikirkan memeikirkan 

keduniawian mereka hanya memikirkan kehidupan akhirat saja. 

Pengaruh perubahan sosial yang ada dalam dunia masyarakat dan dunia 

sekarang. Mereka ini berpendirian, bahwa kemiskinan dan penderitaan 

adalah satu jalan untuk bersatu denagan Tuhan. 

Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kamauan zaman 

selaras dengan wujud dan hakiakat agama Islam. Mereka berusaha, supaya agama itu 

benar-benar dapat di peraktekan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini. Dari ketiga 

golongan diatas, golongan kesatu dan kedualah yang paling besar pengaruhnyadalam 

masyarakat Islam. Lafran Pane berkeyakinan bahwa golongan satu dan dua belum 

benar-benar memahami agama Islam lebih dalam. 

 Mereka menolak kemoderenan. Mereka umumnya mempelajari agama Islam 

melalui doktrin tanpa ditinjak lanjuti dengan bacaan dan diskusi kebudayaan. Padhal 
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Agama Islam tidak hanya amengatur Manusia dengan Tuhan , tetapi juga antara 

manusia dengan manusia lainnya, satu masyarakat lainnya, dari yang paling kecil, yaitu 

keluarga, sampai masyarakat besar seperti Negara.
57

 

Lafran Pane menyadari jika kesenjangan pemahaman keislaman tersebut 

dibiarkan akan membawa akibat ang tidak menguntungkan bagi perkembangan agama 

Islam di Indonesia. Karena itu pembaruan pemikiran merupakan suatu keharusan bagi 

umat Islam. Lafran Pane meyakini pemahaman yang baiak tentang Islam akan 

mempercepat kemajuan Indonesia sebagaimana dia meyakini pemahaman yang baik 

tentang Islam. Dengan demikian dapat dipahami jika Lfran Pane merumuskan paling 

sedikit empat golongan dalam Islam sebagaimana yang termaktub di atas.
58

 

a. Kedudukan Dekrit Presiden. 

b. Kedudukan Presiden. 

c. Kekuasaan Luar Biasa Presiden. 

d. Kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 

e. Tujuan Negara. 

f. Kembali ke UUD 45. 

g. Memurnikan Pelaksanaan UUD 45. 

h. Perubahaan Konstitusional.  
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C. Kepribadian Lafran Pane 

Lafran Pane adalah dosen dengan ingatan yang sangat kuat terhadap 

mahasiswanya, Lafran Pane hapal nama, asal dan kepribadan kepribadian mahasiswa-

mahsaiswanya.
59

 

Lafran Pane yang berperawakan tidak tinggi, badan gemuk, kulit sawo matang, 

suka ermain tenis, dulu Lafran Pane pernah mahir dalam olahraga Boxer. Semangat 

belajarnya sangat tinggi dengan betah berlama lama membaca buku-buku. Belajarnya 

tidak pernah lebih dari jam 9 malam, kecuali akan maju pada ujian Dektoral lengkap 

pernah ia belajar hingga jam 10 malam. Sudah menjadi kebiasaannya setelah jam 9 

malam tidur.
60

 

Satu hal yang palin menonjol dari Lafran Pane adalah sifat rendah hatinya. 

Blafran Pane senantiasa tidak mau di tokohkan dan memegang teguh prinsip kesatuan 

(egaliter). Pada tahun 1985 saat saudara Lukman Hakim Syaipudin
61

 menawarkan untuk 

menuliskan biografinya. Lafran Pane dengan halus menolak kesediaan tersebut. 

Karakteristik Lafran Pane yang berperawakan tidak tinggi, badan gemu, kulit 

sawo matang, suka bermain tenis, dulu ia pernah mahir dalam olahraga boxer. Semngat 

belajar sangat tiggi, dengan betah berlama-lama membaca buku-buku. Belajarnya tidak 

lebih dari jam 9 malam, kecuali akan maju menja Dektoral lengkap ia pernah belajar 

hingga jam 10 malam. Sudah menjadi di kebiasaannya setelah jam 9 malam tidur.
62
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Lafran Pane sangat memperhatiakan masalah waktu, kemampuan memenjeial 

waktu merupakan bukti awal bahwa lafran Pane adalah sosok yang jenius sehingga ia 

bisa menerapkan dalam tubuh Hmi. Dalam tubuh HMI kader-kader HMI dilatih untuk 

bisa memenejerial waktu dan tertib anministratif, menandakan bahwa Lafran Pane 

memasang kebiaaannya dalam tubuh HMI, dan menularkannya kepada kader-kader 

HMI.  

Lukman hakim juga menuliskan tentang bahwa Lafran Pane tidak mau 

menyanggah ketika dalam suatu forum resi yang di Yogyakarta, Mitaredja mengakui 

mengakui dirinya sebagai pendiri HMI, Lafran Pane juga pernah ditawarkan untuk 

menjadi Rektor oleh IKIP diluar Jawa, dalam surat dari para calon rektor termaktub.
63

 

―Kalau Pak Lafran Pane bersedia, kami semua akan mengundurkan diri dan 

mendukung Bapak”
64

 

Namun Lafran Pane menolak permintaan tersebut dengan halus melalui surat 

balasan. Lukman Hakim dalam artikelnya juga menjelaskan mengenai keteguhan 

pendiri Lafran Pane saat dihadapkan pada kepentingan pribadinya. 

Sekitar tahun 1974, kampus IKIP Yogyakarta, tempat Lafran Pane mengabdi, 

bergolak.
65

 Karena hampir semua aktivitas mahasiswa adalah HMI. Lafran Pane 

pundituduh sebagai dalang pergolakan. Lafran di non-aktifkan dari segala tugas di 

fakultasnya, meskipun pensiun-gaji dan tunjangan guru besarnya tetap dibayar penuh.
66

 

Namun ketika pergantian Rektor IKIP Yogyakarta, Lafran Pane masih juga 

menerima perlakuan yang tidak baik. Tunjanagan jabatan yang ditrima selama masa non 
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aktif harus dikembalikan. Caranya, dengan memong uang pensiunnya setiap bulan. 

Lukman menjelaskan dan sikap Lafran Pane saat itu: 

―saya dan teman-teman yang mengabar itu tentu saja ikut terpancing emisinya 

sebagai Ketua Kordinator Komisariat (Korkom) IKIP Yogyakarta, saya saya 

menawarkan untuk memprotes ketidak adilan itu , “Untuk Apa?, ujar Lafran Pane 

menolak. Dengan hidup begini saja saya sudah bahagia. Lagi pula, nati HMI yang 

terkena akibatnya”
67

 

Lafran Pane dikenal dengan sosok yang tegas. Prof. Dr.Deliar Noer 

menceritakan kiprah Lafran Pane mada masa-masa revolusi kemerdekaan. 

“Apakah umpanaya Lafran Pane, yang dalam masa revolusi juga turut dalam 

pemimpin pusat, mengetahui segala macam perkembangan ini? Kami di Jakarta tahu 

bahwa perkembangan itu diikuti juga oleh Lafran Pane, kareana ada juga di Jakarta 

berbicara sesama anggota pemimpin pusat itu.”
68

  

Deliar Noer, ketua umum PB HMI tahun 1953-1955, menjeelaskan tentang 

situasi kongres HMI periode ke-3 (1951-1953) : 

“Lafran Pane hadir juga sebagai orang dari Yogyakarta, walau kehadirannya 

tidak terus menerus. Aku segera menangkap kesan bahwa ia kurang serasi dalam 

berbagai hal dengan Dahlan. Yang akhir ini, umpamnya, menyarakankan agar kogres 

mengambil keputusan untuk mendesak pemerintah mengadakan kursus atau kuliah 

bahasa Belanda, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang memang memerlukan 

pengetahuan Bahasa Belanda untuk studi sebagai ahli Hukum Indonesia ketika itu, 
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agaknya juga sampai kini, masih sangat dipengaruhi oleh pengertian-pengertian hukum 

asal Belanda, malah kitab undang-undannya masih berbahasa Belanda. 

Lafran menlaknya dan dengan keras pula. Dua hal ia kemukakan sebagai 

alasan. Perlunya kita berusaha lebih mandiri, dan kedua, karena bahsa Belanda 

termauk Bahasa yang sulit, dan oleh sebab itu akan menyulitkan para mahasiswa saja 

ia lebih suka agar segala bahasa Belanda di terjemahkan saja kedalam Bahasa 

Indnesia dan ini bisa dipercepat, katanya.”
69

 

Selanjutnya ditengah memanasnya suasana soal asas tunggal pancasila pada 

kongres HMI yang ke-15 di Medan, 1983, Lafran Pane mengatakan “HMI Pertama-

tama itu Nasionalis”
70

 Pendapat itu dianggap berat sebelah. Kemudian munculah 

anggapan bahwa Lafran Pane telah dibayar oleh pemerintah untuk pendapatnya itu. 

Dalam pidato penutupan kongres Lafran Pane membantah isi tersebut. Hal ini 

didukungjuga oleh pernyataan saudara Lukaman Hakim ; 

“saya memang tidak selalu sependapat dengan Lafran Pne dalam berbagai ha, 

namun sebagai aktivis HMI yang satu Universitas, satu Fakultas, dan hidup 

bertetangga denagna pak Lfran Pane, saya bersaksi bahwa Lafran Pane tidak pernah 

memanfaatkan posisinya sebagai pemrakrsa berdirinya HMI untuk kepentingan 

pribadi, walaupun alumni HMI sudah amat banyak yang duduk di posisi strategis 

dijajaran pemerintahan. Saya juga berani menegaskan, bahwa segala pikiran dan 

gagasan Lafran Pane, entah itu mementinkan pemerintah atau tidak, murni keluar dari 

hati nurani dan akal sehatnaya”.
71
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Sedangkan kebersahadjaan Lafran Pane dijelaskan oleh Sulastomo dalam 

tulisannya yang didekasikan untuk Lafran Pane, Mahmud yunus dan Soleh Widodo, 

Sulastomo menceritakan sebagai berikut ; 

“suatu sore, di Kantr harian Pelita sys berbincsng-bincsng dengan Menpora 

Akbar Tanjung, yang waktu itu menjabat pemimpin redaksi Pelita, sepertibiasa, 

Perbincangan seperti itu berwarna-warni, sampai akhirnya tiba pada kemungkinan 

penyusun anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Siapa diantara putra terbaik 

bangsa ini untuk diusukan menjadi anggota DPA? 

  Di antara nam-nama yang keluar, kami berduasepakat, bahwa Mas Lafran 

Pane layak untuk menerima tugas itu, bilau kami anggap cukup senior, mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman yang banyak, serta bewawasan luas, keanggotaannya 

dalam DPA Insya Alloh dapat memberi manfaat yang banyak bagi lembaga tersebut. 

Demikian proses itu berjalan, akhirnya mas Lafran Pane mendapatkan 

kepercayaan dari presiden untuk memangku tugas itu Akbar Tanjung menceritakan 

pada saat syukuran di rumahnya, bahwa proses pengangkatan Mas Lafrran juga 

menceritakan honorium yang diterima ia rasakan terlalu tinggi. “Buat apa uang 

sebesar itu?”, kata Lafran Pane. Mendengar ungkapan Lafran itu ibu-ibu KAHMI 

(Korps Alumni HMI) berbisik, kasihkan “gue” biar habis di pasar baru, kata seorang 

ibu. 

Sampai pada hari-hari terakhir Mas Lafran Pane, sebagai Dosen IKIP 

Yogyakarta ia masih setia dengan sepada menjalankan tugas sehari-harinya, sedangka 

selama di Jakarta, apabila Mas Lafran enghadiri sidang-sidang DPA, ia pun bermalam 

di hotel yang sederhana, bukan hotel berbintang. 
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Hal berikutnya yang dituliskan Sulastomo adalah : Cerita mearik dari Mas 

Lafran adalah ketika HMI menghadapi masalh asas tunggal Pancasila (atung0. Pada 

saat itu, beberapa teman KAHMI sudah sampai pada kesimpulan bahwa HMI terasa 

alot. Mas Lafran dengan wawasan kebangsaannya justru bersikap tidak banyak bicara 

Mas Lafra lebih banyak sebagai pendengar sesekali berbicara. 

Namun, saya yakin Mas Lafran memahami langkah-langkah teman-teman 

KAHMI untuk memprakarsai mempercepat penerimaan proses penerimaan pancasila 

sikap Mas Lafran yang mahal itu juga memberi manfaat bahwa Mas Lafran menjadi 

pusat semua orang menyampaikan keluhannya. 

Namun dipihak lain, aoun mengikuti proses penerimaan proses pancasila itu 

dengan ikhlas. Semikianlah, ketika KAHMI mengadakan pertemuan khusus mengenai 

asas pancasil, mas Lfran tidak hanya hadir dengan tukun, tetapi juga bersiakap 

“ngomong” adik-adiknya yang kadang tempramen panas, sikapnya justru mendapat 

sikap positif sehingga proses situ berjalan mulus, tidak sampai terjadi perpecahan. 

Mas Lafran tidak saja tokoh pendiri HMI, tetapi juga pemersatu diantara para 

anggota HMI dab KAHMI. Wawasan keislaman dan nafas Islan yang dipantulkan dari 

kehidupan sehari-harinya. Semoga saja semua itu memberi inspirasi perjuangan bagi 

HMI alumni HMI dan KAHMI disanalah sebenarnya makna khusu dari sifat HMI.
72

 

Lafran Pane juga memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Prof, Dr. Deliar 

Noer menceritakan kiprah Lafran pada masa-masa revolusi kemerdekaan. 

“Apakah Lafran Pane, yang dalam masa Revolusi juga turut pada pimpinan 

pusat, mengetahui segala macam perkembangan ini? Kami di Jakarta tahu bahwa 
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perkembangan itu diikuti juga oleh Lafran, karena ada juag di Jakarta berbicara 

sesama anggota pimpinan pusat itu.”
73

 

“Lafran Pane menolaknya, dan dengan keras pula. Dua hal ia kemukakan 

sebagai alasan: perlunya kita berusaha lebih mandiri, dan kedua, karena Bahasa 

Bealanda termasuk Bahasa yang sulit, dan oleh sebab itu akan menyulitkan para 

mahasiswa saja. Ia lebih suka agar segala Bahasa Belanda didalam hukum 

diterjemahkan saja kedalam bahsa Belanda di dalam hukum diterjemahkan saja 

kedalam bahsa Indonesia dan ini bisa dipercepat katany.”
74

 

demikianlah dalam  hidup Lafran Pane dapat dipetik beberapa kisah menarik 

tentang kesejahaanya. Pada kongres-8 HMI di solo 1966, penjagaan sangat ketat, tidak 

diperkenakan siapapun yang memasuki area kongres kecuali menggunakan tanda 

pengenal atau sebagai delegasi yang dibuktikan dengan surat keterangan. Di pintu 

penjagaan terjadi suatu perdebatan kecil, ketika seorang yang berbadan agak gemuk 

ingin memasuki areana kongres. Pasukan inti Brigade Jihad (BRINGHAD) HMI 

Cabang Semarang dan KOBRA dari HMI cabang Solo, sama sekali tidak mengenal 

orang tersebut, dan kebetulan orang tersebut juga tudak mempunyai tanda pengenal 

serta sura keterangan sebagai peserta atau surat keterangan.
75

 

Karena tidak memenuhi ketentusn ysng diterspksn oleh pnitis kongres msks 

orang tersebut tertahan dipintu masuk, demi keselamatan kongres dsn infiltraasi pihak-

pihak musuh masuk . ditengah perdebatan kecil itu datanglah rombongan Pengurus 
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Besar HMI dari penginapannya di kauman solo, lalu menanyakan apa yang terjadi?, 

penjaga pintu memberi tahu apa adanya. Mendengar dan melihat kejadian itu, dean 

penuh haru bercampur geli lalu PB HMI memberitahukan kepada, bahwa Bapak ini, 

sambil menunjuk orang yang berbadan gemuk tadi, adalah Lafran Pane, pemrakarsa 

pendiri HMI. Mendengar keterangan dari PB HMI tersebut penjaga pintu baru 

memersilahkan Lafran Pane memasuui area Kongres. Kejadian serupa ini juga pernah 

dialami Lafran Pane berlansung Kongres HMI bulan 1969 di kota Malang.
76

 

Pada saat Konferensi Cabang (KONFERCAB) ke- 27 HMI Cabang Yogyakarta 

tahun 1974. Pada saat sidang komisi sebelum sidang pleno. Lafran Pane duduk 

dibelakang agak terpisah dibelakng peserta. Selain belum mengenal Lafran Pane, 

peserta Konferensi menduga sosok yang duduk dibelakang tersebut adalah seorang 

mata-mata. Peserta tidak ada yang menggubris Lafran Pane saat itu, namun Lafran Pane 

justru menikmati situasi tersebut. 

Kenudian datanglah saudara Bahrudin Aritonang (Mantan Ketua Umum HMI 

Komisariat Farmasi UGM dan ketua Umum Komisariat Dewan Mawasiswa 

(KODEMA) Farmasi UGM) yang sudah kenal dengan Lafran Pane. Selesai sidang 

komisi, saudara Bahrudin Aritonang menanyakan kepad teman-temannya, mengapa 

merka tidak menegur Bapak Lafran Pane ?, Jawab mereka seperti dugaan diatas, dimana 

mereka mengira bahwa Pak Lafran Pane adalah dari kepolisan sebagai petugas intel, 

karean biasanya dizaman itu segala kegiatan HMI maupun organisasi kemahasiswaan 

lainnya sealu diaawasi  oleh pihak kepolisian.
77
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Baharuddin Aritonang menemui Lafran Pane, dan memberitahukan, bahwa 

peserta komisi belum mengenal Bapak Lafran Pane, lantas slah penegrtian dengan Pak 

Lafran, seperti disebut dimuka shingga peserta komisi tidak ada yang mengur Bapak 

Lafran. Namun atsa kejadian itu, Lafran Pane sama sekali dan sedikitpun tidak merasa 

keil hati apalgi jengkel lantas marah, lantaran tidak diajak bicara oleh peserta yang 

lainnya, sebagaiman alzimnya perlakuan terhadap seorang senior organisasi. 

Lafran Pane justru menikmati dan merasa bangga, bahwa diantra ratusan ribu 

anggota HMI banyak yang tidak mengenal beliau, berarti dengan demikian banyak 

generasi baru di HMI, yang tiap tahun bertambah ters dan akan menentukan estafeta 

perjuangan HMI dari waktu ke waktu wajrlah jika mereka banyak yang tidak mengenal 

saya, kata Lafran Pane.
78

 

Kata-kata mutiara dari Wera Vinger tentang kemerdekaan yang berbunyi : 

“Ragaku dapat dipatahkan, tetapi jiwaku terus menyalakan api kemerdekaan’, sangat 

membekas dalam perasaan Lafran Pane. Keteguhan hati dapat kita lihat menifestrasinya 

pada saat Lafran Pane mendirikan HMI , walaupun banyak yang merintanginya, 

sekalipun dikatakan sebagai pemecah belah Mahasiswa dan diyakini HMI tidak akan 

berumur panjang.
79

 

Lafran Pane memang dikenal kurtang lancar dalam berbicara, namun 

keyakinannya dan keteguhan pendiriannya patut untuk diteladani, dia merupakan sosok 

yang sedikit berbicara  namun banyak memberikan pendidikan melalui contoh-contoh 
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kepeloporannya. Berkat sifat itu, akhirnya kehadiran HMI bisa diterima oleh semua 

pihak.
80

 

Kesadaran Lafran Pane sangat tergambar jelas dalam kehidupan sehari-hari, baik 

di rumah, ataupun diluar rumah, beliau tidak suka menonjolkan diri, apalagi dikatakan 

sebagai orang yang paling berjasa dalam mendirikan HMI. Lafran Pane sendiri secara 

pribadi menyatakan tidak bersedia menuliskan Sejarah HMI, menurut Lafran Pane, hal 

ini terlalu subjektif dan pribadi sifatnya, sehingga bisa mengurangi kebesaran HMI. 

Untuk kepentingan ini pula ia mengubah tanggal lahirnya 12 April 1923.
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BAB III 

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN LAFRAN PANE (1946-1980) 

 

A. Perkembangan Pemikiran Lafran Pane 

1. Wewenang Mejlis Permusyawaratan Rakyat 

Negara adalah satu masyarakat yang teratur yang menempati satu daerah 

tertentu. Dan lebih tegas dapat dikatakan negara adalah satu organisasi pada satu daerah 

yang tertentu yang didirikan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Ada negara yang 

didirikan untuk kepentingan seseorang, ada yang untuk segolongan orang dalam 

masyarakat, dan ada pula yang untuk seluruh rakyat. Kalau negara yang terakhir 

didirikan oleh rakyat, maka negara itu adalah satu organisasi rakyat dalam daerah yang 

tertentu.
82

 

Satu organisasi adalah satu sistem kerja sama untuk mencapai tujuan yang 

tertentu. Pada satu organisasi senantiasa harus ada pmbagian pekerjaan. Kalau ini suatu 

negara, yaitu organisasi kekuasaan, maka harus ada pembagian pekerjaan antara 

pemerintah dan rakyat. Rakyat mempunyai hak dan kewajiban, dan pemerintah 

mempunyai hak dan kewajiban. Pemerintahan harus disusun begitu rupa hingga mampu 

mencapai tujuan mendirikan negara. Kekuasaan dibagi-bagi pada alat-alat perlengkapan 

negara, ditetapkan hubungan antara satu sama lain, ditetapkan tingkatan-tingkatannya 

(hierarchie) dan daerah negara dibagi dalam daerah besar dan kecil supaya mudah 

melaksanakan tugas alat-alat perlengkapan negara.
83
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Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia didirikan dengan proklamasi 

oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat dan sesudah membacakan 

proklamasi itu Bung Karno berkata seperti berikut: “Demikianlan Saudara-saudara. 

Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita 

dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara 

Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati 

kemerdekaan kita itu.”
84

 

Biarpun pada tanggal 17 Agustus  belum terang susunan pemerintahan, karena 

belum dirumuskan secara tertulis dan biarpun belum ada alat perlengkapan negara yang 

memegang kekuasaan yang harus ditaati oleh rakyat, tidak berarti bahwa negara belum 

ada. 

Lafran Pane  menganggap Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

yang berbunyi seperti berikut: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” memuat tugas MPR yang bersifat 

umum dan secara kongkrit satu per satu disebut dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), dan 

Pasal 37. Tegasnya melakukan kedaulatan  rakyat yang disebut pada Pasal 1 ayat (2) itu 

dijelmakan pada tugas menetapkan UUD, menetapkan garis besar haluan negara, 

memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan mengubah UUD.  

 MPR tidak berhak membuat undang-undang (UU),  mengadili, memeriksa 

keuangan negara, dan lain-lain, karena masing-masing adalah wewenang Presiden 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung, Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain.
85
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Bahwa MPR melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya, tidak berarti badan ini 

dapat melakukan segala hal atas nama  rakyat. Wewenang MPR untuk mengubah UUD 

seperti yang disebut pada Pasal  37 pun tidak dapat dilakukan oleh MPR berdasarkan 

Pasal 1 ayat (2). Pasal 37 berbunyi: “(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar 

sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

harus hadir, (2). Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 

daripada jumlah anggota yang hadir.” 

MPR berhak mengubah UUD berdasarkan Pasal 1 ayat (2), maka pada satu 

waktu kalau ada orang yang mengajukan usul perubahan UUD dan ditolak oleh MPR 

karena yang menyetujui usul tersebut hanya separoh ditambah satu dari anggota-

anggota yang hadir, besoknya orang tersebut akan meminta agar MPR bersidang dan 

memutuskan usul perubahan  yang diajukannya berdasarkan wewenang MPR
86

. 

Menyetujui usul perubahan, maka usul itu berdasarkan Pasal 2 ayat (3) yang 

berbunyi seperti berikut: “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan 

dengan suara terbanyak” diterima oleh MPR. Jadi, dengan begitu usul perubahan itu 

ditolak oleh MPR, berdasarkan Pasal 37 dan diterima berdasarkan Pasal 1 ayat (2).
87

 

Suara terbanyak yang disebut pada Pasal 2 ayat (3) tadi menurut Perdana 

Menteri Djuanda dalam  jawabannya kepada Sidang Pleno Konstituante tanggal 21 Mei 

1959 adalah suara terbanyak mutlak, artinya separoh ditambah satu. Jadi, bukan suara 

terbanyak relatif atau suara terbanyak yang dikualifiseer.
88

 

UUD Republik Rakyat Tiongkok, People’s Congress seperti pendapat Prof. Mr. 

Moh. Yamin dalam bukunya Proklamasi dan Konstitusi (halaman 139) dapat 

dibandingkan dengan MPR, mempunyai tugas yang disebut pada Pasal 27: 
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a. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 

b.    Merecall Presiden dan Wakil Presiden, 

c. Mengubah Undang-Undang Dasar, dan 

d. Meratifikasi perubahan-perubahan yang diusulkan oleh badan legislatif 

Pada Pasal 25 disebut bahwa People’s Congress melakukan kekuasaan politik 

atas nama rakyat. Menurut pendapat saya, melakukan kekuasaan politik atas nama 

rakyat ini adalah wewenang People’s Congress yang bersifat umum dan dikongkritkan 

pada Pasal 27, karena People’s Congress tidak mempunyai wewenang yang bersifat 

kongkrit selain daripada yang disebut pada pasal tersebut.
89

 

Juga perkataan ―sepenuhnya‖ pada Pasal 1 ayat (2) menurut pendapat saya tidak 

bermaksud untuk mengatakan bahwa segala hal dapat dilakukan oleh MPR atas nama 

rakyat. Dan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa segala alat perlengkapan negara 

harus bertanggung jawab kepada MPR ini. 

Lafran Pane beranggapan bahwa Pemerintah bersama-sama dengan DPR 

menurut UUD Sementara 1950  dan tugas Pemerintah bersama-sama dengan DPR serta 

Senat menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yaitu melakukan kedaulatan 

rakyat, sama maksudnya dengan melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya menurut 

UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Wewenang Pemerintah bersama-sama dengan DPR pada 

UUD Sementara 1950 diperinsi selanjutnya pada pasal-pasal lain. Begitu pun pada 

Konstitusi RIS. Selain daripada yang disebut pada pasal-pasal tersebut, Pemerintah 

bersama-sama dengan DPR tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu.
90
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Menurut UUD Sementara 1950, Pemerintah bersama-sama DPR menetapkan 

undang-undang. Kalau satu waktu Pemerintah bersama-sama DPR membuat satu 

undang-undang yang memuat perubahan pada UUD, maka undang-undang tersebut 

dapat disangsikan syahnya. Mengubah UUD menurut Pasal 140 adalah wewenang 

daripada Majelis Perubahan UUD. Begitu pun Pemerintah bersama-sama dengan DPR, 

biarpunpun berdasarkan Pasal 1 ayat (2) mereka melakukan kedaulatan rakyat, tidak 

berhak untuk menetapkan UUD, karena yang berhak untuk melakukan itu berdasarkan 

Pasal 134 adalah Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah. 

Janganlah kita samakan Soviet Tertinggi Uni Sosialis Soviet Rusia (USSR) 

dengan MPR. Semua pejabat-pejabat tertinggi  negara dangkat oleh Soviet Tertinggi ini. 

Menurut Pasal 70 UUD, Dewan Menteri diangkat. Menurut Pasal 105, Ketua 

Mahkamah Agung dipilih untuk lima tahun, dan Jaksa Agung dipilih untuk tujuh tahun 

menurut Pasal 114 oleh Soviet Tertinggi. Yang berhak membuat undang-undang adalah 

juga Soviet Tertinggi. Presidium Soviet Tertinggi dapat menafsirkan undang-undang 

dan bertanggung jawab kepada Soviet Tertinggi.
91

 

Semua pejabat-pejabat negara harus bertanggung jawab kepada Soviet Tertinggi. 

Dan dapat pula dikatakan bahwa di Uni Soviet tidak ada pemisahan kekuasaan seperti 

yang diajarkan oleh Montesquieu. 

Mengambil sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR yang 

dikatakan oleh Mr. Simorangkir dalam bukunya  Konstitusi dan Konstituante (halaman 

62), merupakan salah satu tugas daripada MPR juga tidak saya setujui, karena dalam 
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Pasal 9 itu tidak disebut MPR mengambil sumpah atau janji, tetapi Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan MPR atau DPR. 

Pasal 9 UUD 1945 berbunyai seperti berikut: “Sebelum memangku jabatannya, 

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan 

sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai berikut…. dan seterusnya.‖ 

MPR hanya sebagai tempat Presiden dan Wakil Presiden disumpah, dan dapat 

pula dilakukan di hadapan DPR. Kalau tempat bersumpah itu kita anggap sebagai tugas, 

maka lebih baik dicantumkan sebagai tugas keenam MPR sesuai dengan Penjelasan 

UUD sebagai tempat bertanggung jawab Presiden. Tetapi ini pun saya tidak setujui, 

karena saya anggap kewajiban bertanggung jawab Presiden kepada MPR adalah akibat 

daripada wewenang MPR untuk memilih Presiden dan wewenang MPR untuk 

menetapkan garis-garis besar haluan negara. 

a) Wewenang MPR pada Masa Peralihan Pertama 

Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945 berbunyi seperti berikut: ―Sebelum 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 

Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala 

kekuasannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.” Jadi, 

sebelum MPR berdasarkan Pasal 2 ayat (1) terbentuk, maka Presiden dengan bantuan 

Komite Nasional Pusat (KNP) melakukan tugas menetapkan UUD, menetapkan garis-

garis besar haluan negara, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah 

UUD.
92
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Presiden dengan bantuan KNP membuat undang-undang sesuai dengan Pasal 5 

ayat (1), menetapkan anggaran belanja negara sesuai dengan Pasal 23 ayat (1), dan lain-

lain. Begitu pun sebelum DPA terbentuk, Presiden dengan bantuan KNP memberi 

jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.
93

 

Berdasarkan Pengumuman Pemerintah  pada tanggal 25 September 1945, DPA 

dibentuk dengan 11 anggota (lihat Berita Republik Indonesia, Tahun 1945, Nomor 4, 

halaman 2 kolom 3). Dengan demikian tugas DPA sejak itu dilakukan oleh DPA yang 

dibentuk tidak sesuai dengan Pasal 16, yakni dengan undang-undang. Jadi, dapat kita 

samakan dengan DPA Sementara sekarang ini. Hanya dahulu ketuanya bukan 

Presiden.
94

 

Biarpunpun pada Pasal IV Aturan Peralihan tegas dikatakan bahwa KNP 

membantu Presiden melakukan tugas-tugas MPR, DPR, dan DPA sebelum badan-badan 

ini terbentuk, KNP menurut kenyataan membantu Presiden juga dalam melakukan tugas 

eksekutif seperti yang disebut pada Pasal 4 ayat (1): “Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.” 

Pada tanggal 25 September 1945, KNP mengumumkan bahwa Presiden 

memutuskan yang pegawai-pegawai Indonesia dari segala jabatan dan tingkatan 

ditetapkan menjadi pegawai Negara Republik Indonesia dengan penuh kepercayaan 

bahwa mereka akan menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan 

Negara Republik Indonesia. 

Sekretaris Negara minta diberitahukan bahwa hanya perintah dari Pemerintah 

Republik Indonesia yang diturutinya. 
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Begitu pun tanggal 3 Oktober 1945 Komite Nasional Indonesia mengeluarkan 

pengumuman tentang ukuran bendera, cara mengereknya, dan cara pemakaian lencana. 

Bantuan KNP mengenai lapangan eksekutif berhenti sejak Maklumat Wakil 

Presiden No. X seperti dinyatakan oleh Badan Pekerja KNP dalam Penjelasan 

Makkumat Wakil Presiden No. X tanggal 20 Oktober 1945 yang berbunyi sebagai 

berikut: ―Berhubung denan perubahan dalam kedudukan dan kewajiban KNP, mulai 

tanggal 17 Oktober 1945 KNP (dan atas namanya Badan Pekerja) tidak berhak lagi 

mengurus hal-hal yang berkenaan dengan tindakan Pemerintahan (uitvoering).
95

 

Aturan Peralihan Pasal IV tidak sama artinya dengan ―bersama-sama‖. Komite 

Nasional terletak di bawah Presiden, tegasnya hanya sebagai pembantu Presiden. Hal ini 

juga ternyata dengan ucapan Ketua KNP Mr. Kasman Singodimedjo waktu pelantikan 

KNP pada tanggal 29 Agustus 1945 terhadap Presiden, bahwa Komite Nasional siap 

untuk menjalankan perintah. Sesudah ucapan Mr. Kasman ini, Presiden melantik KNP 

dengan resmi. 

Sesudah 16 Oktober 1945 maka wewenang MPR berdasarkan Aturan Peralihan 

Pasal IV mengenai penetapan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden dan 

mengubah UUD tetap dilakukan oleh Presiden dibantu oleh KNP; sedangkan mengenai 

penetapan garis-garis besar haluan negara dilakukan oleh Presiden dengan mengikutkan 

KNP. Dari perkataan ―ikut‖, saya mengambil kesimpulan bahwa peranan Presiden 

dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara adalah lebih besar dari KNP.
96

 

Maklumat Wakil Presiden Nomor X tidak mengubah sistem presidentieel kabinet yang 

dianut dalam UUD menjadi sistem kabinet parlementair.  
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 Kabinet Parlementair itu bukan berdasarkan convention  adalah aturan hukum 

yang tegas dan syah berdasarkan Pasal 37 UUD jo Pasal IV Aturan Peralihan seperti 

halnya dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X. Maklumat Politik dari tanggal 1 

November dan sebagainya yang telah diuraikan di atas. 

a)  Badan Pekerja adalah atu badan berdasarkan Maklkumat Wakil Prsiden Nomor 

X yang tidak memberikan wewenang kepada KNP –dalam hal ini Badan Pekerja 

KNP—untuk membantu Presiden dalam hal mengubah UUD. Yang mempunyai 

hal adalah KNP berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV. Jadi, Badan Pekerja 

tidak kompeten untuk mengajukan usul tersebut. 

b) Karena perubahan sistem presidentieel menjadi sistem parlementair akibat yang 

jauh terhadap susunan ketatanegaraan kit, tidaklah cukup persetujuan Presiden 

itu diumumkan oleh Badan Pekerja KNP dengan Pengumuman Nomor 5 tanggal 

11 November 1945. Harus dilakukan oleh Presiden seperti yang dilakukan oleh 

Wakil Presiden dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X. 

Begitu pun usul Badan Pekerja KNP seperti yang disebut pada 

Pengumuman Badan Pekerja Nomor 4 tanggal 30 Oktober 1945 tentang 

Kepartaian yang karena disetujui oleh Pemerintah ditetapkan dan diumumkan 

oleh Wakil Presiden dengan Maklumat Politik tanggal 1 November 1945 dan 

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
97

 

Lafran Pane mengatakan ‖syahnya perubahan UUD yang disebut pada 

Pengumuman Badan Pekerja KNP Nomor 5, Undang-undang Nomor 7 

Tahun1949, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1949; bukan berdasarkan 
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sumber-sumber tersebut tetapi berdasarkan kenyataan. Tegasnya, tidak dapat 

kita nilai secara formil-yuridis, tetapi harus secara revolusionnair-yuridis.”
98

 

Mengenai sumber hukum yang tidak tertulis ada bermacam-macam pendapat. 

Prof. Pompe dalam bukunya Het Nieuwe Tijdperk en het 

Recht mengatakan dalam muka 72 ketika membicarakan Arrest Hooge 

Raad Tahun 1919 berhubung dengan B.W. Belanda Pasal 1401 (Pasal 1365 

B.W. Indonesia) yaitu tentang onrechtmatige daad, bahwa hukum yang tidak 

tertulis itu bersumber tidak hanya pada kebiasaan, tapi juga pada goede zeden, 

dan lain-lain. Beberapa ahli lain mengatakan bahwa satu-satunya sumber hukum 

yang tidak tertulis adalah kebiasaan. Tapi sebaliknya Prof. Logeman dalam 

bukunya Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht muka 13 dan 14, tidak 

mengakui kebiasaan sebagai sumber hukum. 

Prof. Logeman berpendapat bahwa satu tindakan saja sudah cukup 

sebagai ukuran adanya hukum (rechtsnorm) asalkan memuat keinsyafan 

seharusnya demikian (opinion). Encyclopaedie der Rechtswetenschap muka 155 

dan 156 menganggap kebiasaan sebagai sumber hukum, yaitu kalau tindakan-

tindakan beberapa kali terjadi dan dengan opinio necessitatis. 

 Prof. Logeman berpendapat dari satu tindakan saja sudah dapat 

dikatakan adanya norma hukum dengan syarat-syarat yang tertentu. Begitu pun 

W. Ivor Jennings dalam bukunya The Law and The Constitution muka 135 
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berpendapat: ―a single precedent with a good reason may be enough to establish 

the rule.‖       

Sesudah mempelajari pendapat-pendapat tersebut di atas dan terpengaruh 

oleh perkataan Jellineck: ―die normative Kraft des Faktischen (kekuatan 

mengikat daripada kenyataan),‖ saya memakai istilah ―kenyataan‖ bagi sumber 

hukum yang tidak tertulis. 

Undang-undang dapat kita ketahui sebelum undang-undang itu berjalan. 

Satu undang-undang dianggap syah kalau dibuat oleh yang kompeten dengan 

bentuk yang tertentu dan syarat-syarat lain. Syahnya satu undang-undang bukan 

berarti dengan sendirinya berlaku. Mungkin para warga negara atau pejabat 

negara malahan menaati hukum yang bersumber pada kenyataan yang 

bertentangan dengan undang-undang yang syah itu. Atau hukum yang 

bersumber kepada kenyataan menambah hukum yang bersumber pada undang-

undang. 

18 Agustus 1945 pada waktu mulai berlakunya UUD sampai dengan 

terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), terutama tahun-tahun pertama 

berlakunya UUD ini, untuk meninjau susunan negara Republik Indonesia sangat 

sukar. Seperti yang disebut tadi pada Penjelasan UUD, tidak cukup kita 

membaca UUD daripada suatu negara untuk mengerti susunan negara itu, tapi 

juga harus kita pelajari sebagaimana praktiknya 

Apakah Pengumuman Badan Pekerja KNP merupakan juga undang-

undang dalamarti materieelatau tidak? Sesudah berlaku sistem kabinet 

parlementer apakah semua tindakan-tindakan Presiden termasuk menetapkan 

undang-undang bersama-sama dengan KNP harus ditandatangani serta oleh 
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menteri yang bersangkutan atau tidak? Mengenai hal-hal ini juga tidak ada 

ketegasan.  

Kita lihat umpamanya perkembangan keanggotaan KNP. Mula-mula 

disusun oleh satu panitia yang diketuai oleh Saudara Suwirjo dan dilantik 

tanggal 29 Agustus 1945. 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 18 April 

1946 dengan berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV ditetapkan anggota KNP 

sebanyak 200 orang. Lalu Peraturan Pemerintah ini diganti dengan Undang-

undang Nomor 12 tanggal 8 Juli 1946. Dasarnya antara lain disebut Aturan 

Pertalihan Pasal IV dan Maklumat Wakil Presiden Nomor X. Sesudah itu pada 

bulan Desember 1946 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 yang 

menimbulkan kehebohan pada waktu itu yang menetapkan jumlah anggota KNP 

lebih daripada 500 orang. Lalu dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1949 

ditetapkan adanya penambahan anggota Badan Pekerja KNP dan dengan begitu 

penambahan anggota KNP bagi partai/golongan yang belum mempunyai 

anggota-anggota dalam KNP sebanyak paling sedikti 12 orang. 

Pada tahun 1946 ditetapkan sebanyak 24 undang-undang. Dan di 

antaranya yaitu Undang-undang Nomor 12 dan 15 tidak ditandatangani serta 

oleh menteri yang bersangkutan, sedangkan dalam satu negara yang bersistem 

kabinet parlementer semua tindakan Presiden selain yang disebut berdasarkan 

hak prerogatif Presiden, harus ditandatangani serta oleh menteri yang 

bersangkutan, karena menteri inilah yang bertanggung jawab mengenai hal itu. 

Dan biarpun pun dikatakan bahwa sejak bulan Januari tahun 1948 

dibentuk Kabinet Presidentieel dan pimpinan sehari-hari dilakukan oleh Wakil 
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Presiden, tetapi antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu 

Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah turut serta ditandatangani oleh 

Menteri Dalam Negeri. 

Begitu pun Maklumat Pemerintah kadang-kadang merupakan bentuk 

peraturan seperti Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan kadang-kadang hanya 

memuat pengumuman Pemerintah, umpamanya tentang pembangunan negara, 

tentang susunan kabinet, dan lain-lain. 

Ada kalanya untuk Maklumat Pemerintah ini dipergunakan perkataan 

Maklumat Wakil Presiden, umpamanya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, 

dan ada kalanya dengan perkataan Maklumat Presiden, umpamanya Maklumat 

Presiden Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 1946. 

Kekacauan dalam perundang-undangan ini bukan monopolie masa 

permulaan Republik Indonesia, tetapi juga masa RIS. Kita masih ingat begitu 

Konstitusi RIS berlaku, begitu ditunjuk pembentuk kabinet sebanyak 4 orang, 

sedang dalam Pasal 74 Konstitusi RIS disebut bahwa Presiden menunjuk 3 

orang pembentuk kabinet. 

Pemerintah RIS mula-mula berpendapat yang perubahan satu daerah 

bagian, begitu pula masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu 

daerah bagian yang telah ada di dalam Pasal 44 harus menurut aturan-aturan 

yang ditetapkan dalam undang-undang, dalam keadaan mendesak tidak boleh 

ditetapkan dengan undang-undang darurat sesuai dengan Pasal 139 Konstitusi 

RIS karena tidak merupakan penyelenggaraan pemerintahan. Tapi akhirnya toh 

diatur dalam Undang-undang Darurat yang diundangkan dalam Lembaran 

Negara RIS Nomor 6 Tahun 1950. 
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Juga berdasarkan UUD Sementara 1950 kita mengalami hal-hal yang 

sama. Umpamanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 1953 yang berlaku surut 

sampai tanggal 17 Agustus 1950 memuat ketentuan tentang kemungkinan 

mengganti anggota DPR Sementara dengan orang yang bukan bekas anggota 

dewan-dewan yang disebut pada Pasal 77 UUD Sementara 1950. Jadi, undang-

undang tersebut memuat perubahan pada UUD, khususnya pada Pasal 77 

tersebut. 

Begitu pun Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 yang mengatur 

Pemangku Jabatan Presiden kalau Presiden berhalangan sedangkan Wakil 

Presiden tidak ada atau juga berhalangan, merupakan tambahan pada UUD 

Sementara. Jadi, merupakan perubahan pada UUD Sementara. 

2. Wewenang MPR Sesudah Dekrit Presiden 

Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD yang dibuat oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia adalah UUD Seementara. Sesuai dengan ucapan Ketua Panitia 

yaitu Bung Karno pada rapat paripurna Panitia tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 

seperti berikut: ―Sidang saya buka lagi. Saya beri kesempatan untuk membuat 

pemandangn umum, yang singkat, cekak, aos, hanya mengenai pokok-pokok saja. Dan 

Tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa Undang-Undang Dasar yang kita buat 

sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara.”
99

 

Presiden Republik Indonesia pada waktu membuka Konstituante tanggal 10 

November 1956 berkata seperti berikut: “Konstitusi pertama adalah konstitusi yang 

jadi pegangan kita sejak tanggal 17 Agustus 1945 dengan melalui pasang naik dan 

pasang surut revolusi sampai kepada peresmian Republik Indonesia Serikat. Konstitusi 
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kedua berlaku dalam zaman Republik Indonesia Serikat, dan konstitusi ini tamat 

riwayatnya pada tanggal 17 Agustus 1950 ketika Republik Kesatuan bangkit kembali. 

Konstitusi ketiga adalah konstitusi yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai kepada 

saat jika kelak konstitusi yang Saudara-saudara akan susun sudah diresmikan. Tapi 

semua konstitusi dari nomor satu sampai dengan nomor tiga itu bersifat sementara.”
100

 

UUD yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 1945 bersifat sementara, dapat di  

lihat pada Pasal 3 yang berbunyi seperti berikut: “Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menetapkan Undang-Undang Dasar”, dan pada Aturan Tambahan ayat (2): “Dalam 

enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang 

untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.” Menetapkan Undang-Undang Dasar sama 

artinya dengan membuat Undang-Undang Dasar.  

Pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 22 di mana dikatakan Presiden menetapkan 

masing-masing Peraturan Pemerintah penyelenggara Undang-undang, dan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang. ―menetapkan” sama artinya dengan membuat”. 

Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 tidak lagi UUD Sementara 

tetapi UUD Tetap. Presiden Republik Indonesia dengan Dekrit mengambil alih 

wewenang Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah untuk menetapkan UUD 

yang menggantikan UUD Sementara 1950 seperti yang disebut pada Pasal 134 UUD 

Sementara 1950: “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-

sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 

ini.”
101
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Lafran Pane  termasuk orang yang menyesali kenapa Dekrit Presiden tanggal 5 

Juli 1959 tidak dikeluarkan pada waktu Kabinet Ali yang terakhir meletakkan jabatan. 

Kalau Dekrit Presiden dikeluarkan, maka Keputusan Presiden tanggal 14 Maret 1957 

yang menetapkan negara dalam keadaan bahaya yang ditandangani serta oleh Perdana 

Menteri demisionair tidak akan dihebohkan pada waktu itu dengan mengatakan bahwa 

Keputusan itu tidak syah karena Perdana Menteri yang sudah demisionair tidak dapat 

mempertanggungjawabkan kepada DPR sesuai dengan yang disebut pada Pasal 83 dan 

Pasal 85 UUD Sementara 1950.             

Begitu pun tidak akan menjadi persoalan apakah tindakan Presiden Republik 

Indonesia yang menunjuk warga negara Republik Indonesia Bung Karno menjadi 

formatir Kabinet syah atau tidak. Dan juga pembentukan Dewan Nasional yang 

dibentuk dengan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 tidak perlu dilakuka, 

karena dalam UUD 1945 sudah ada ketentuan mengenai Dewan Pertimbangan Agung 

yang mempunyai tugas yang sama dengan Dewan Nasional yang disebut pada Pasal 2 

Undang-undang Darurat tersebut. 

UUD 1945 sudah menjadi UUD yang bersifat tetap, maka dengan sendirinya 

MPR tidak mempunyai hak lagi untuk membuat atau menetapkan UUD. Dan dengan 

demikian maka UUD yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan Dekrit 

Presiden, sudah berubah, biarpun pun perubahan itu tidak dilakukan dalam tubuh UUD 

Yang berubah adalah Pasal 3 Bagian Pertama dan Aturan Tambahan ayat (2). 

Sesudah Dekrit Presiden, MPR hanya mempunyai tiga wewenang yaitu 

menetapkan garis-garis besar haluan negara, memilih Presiden serta Wakil Presiden, 

dan mengubah UUD. 
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Sesudah garis-garis besar haluan negara ditetapkan oleh MPR, maka sebagian 

diatur selanjutnya dalam undang-undang agar Presiden dapat melaksanakannya sebagai 

pemegang kekuasaan eksekutief. Tapi ada bagian daripada garis-garis besar haluan 

negara yang dapat langsung dijalankan oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

UUD.
102

 

Pembatasan mengenai kemungkinan untuk mengadakan perubahan pada UUD 

antara lain dianut dengan tegas dalam Konstitusi Perancis seperti disebut pada Pasal 95 

yang berbunyi seperti berikut: “Bentuk Pemerintahan Republik sekali-kali tidak 

diperkenankan untuk menjadi usul perubahan.” 

UUD 1945 ditetapkan dengan Dekrit Presiden oleh Presiden Sukarno maka 

menurut pendapat saya negara ini tidak boleh diubah menjadi kerajaan. Juga tidak boleh 

bentuk kesatuan diubah menjadi bentuk federaal. Dan juga tidak boleh sistem 

kabinet presidentieel diubah menjadi sistem kabinet parlementair. 

Karena tiga hal itu sangat tidak disukai oleh Presiden Sukarno.
103

 

III.          Wewenang MPR pada Masa Peralihan Kedua 

Pada tanggal 5 Juli 1959 MPR belum terbentuk seperti yang disebut pada Pasal 

2 ayat (1) UUD, untuk menghindarkan vacuum hukum, maka harus ada badan yang 

melakukan tugas MPR. 

Mula-mula saya kira bahwa MPR Sementara yang disebut pada Dekrit Presiden 

akan melakukan tugas MPR sebelum badan ini terbentuk. Tetapi sesudah melihat cara 

terbentuknya MPR Seementara berdasarkan Dekrit Presiden dengan aturan yang 

ditetapkan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, dan tindakan Presiden ini 

menurut Penjelasan Penetapan itu akan dipertanggungjawabkan kepada MPR, maka 
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saya mengambil kesimpulan bahwa tugas MPR Sementara adalah sama dengan tugas 

KNP yang disebut pada Aturan Peralihan Pasal IV khusus mengenai tugas MPR.
104

 

Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, banyaknya anggota MPR 

Sementara ditetapkan oleh Presiden. Anggota-anggota DPR yang sekarang dengan 

sendirinya menjadi anggota-anggota MPR Sementara ditambah dengan wakil-wakil 

golongan fungsional dan wakil-wakil Daerah Swatantra I (sekarang Provinsi –ed) 

yang akan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 

Biarpun DPR Seementara berdasarkan UUD Sementara 1950 dan DPR 

Sementara RIS berdasarkan Konstitusi RIS melakukan tugas DPR yang bersifat tetap, 

yaitu antara lain bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan undang-undang, kita 

tidak dapat mempergunakan ketentuan ini terhadap hubungan antara MPR Sementara 

dengan MPR yang bersifat tetap.
105

 

Tidak logis umpamanya kalau Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR 

Sementara mengenai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yaitu tentang 

Pembentukan MPR Sementara, sedangkan beliau sendiri yang menetapkan seorang 

(seseorang –ed) menjadi anggota MPR Sementara dan seharusnya beliau 

pulalah yang memberhentikan seseorang dari keanggotaan MPR Sementara.
106

 

Begitupun DPR yang sekarang dapat melaksanakan tugas seperti disebut pada 

UUD adalah atas berkat Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 yang sewaktu-waktu 

dapat diubah oleh Presiden, 

Aturan Peralihan Pasal IV dalam Presiden melakukan tugas MPR tidak 

mengikat Presiden, saya juga berpendapat bahwa putusan MPR Sementara sebagai 

pembantu Presiden, juga tidak mengikat Presiden. 
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Sebelum MPR Sementara terbentuk, tugas MPR dilakukan sendiri oleh Presiden. 

Dan sesudah Majelis ini terbentuk, tugas MPR dilakukan oleh Presiden denfan bantuan 

MPR Sementara. 

Dengan sendirinya Presiden dapat mendelegasikan kekuasaan kepada MPR 

Sementara, sama dengan Presiden mendelegasikan kekuasaan kepada pembantu-

pembantunya yang lain, umpamanya para menteri negara. Dan dapat pula kita katakan 

bahwa Penetapan Presiden Nomor 1 adalah pendelegasian kekuasaan DPR sekarang 

untuk melakukan kekuasaan DDPR yang harus dibentuk berdasarkan Pasal 19 Undang-

Undang Dasar. 

Dan putusan MPR Sementara dapat sewaktu-waktu dibatalkan oleh Presiden 

atau tiap-tiap putusan MPR Sementara harus disyahkan lebih dahulu oleh Presiden. Dan 

kalau MPR Sementara tidak mendapat kekuasaan yang didelegasikan oleh Presiden, 

maka MPR Sementara hanya mempunyai tugas memberi nasihat atau mengajukan usul-

usul kepada Presiden khusus mengenai tugas-tugas MPR.
107

 

3. Memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 

Negara Republik Indonesia didirikan oleh rakyat dan untuk rakyat yang ingin 

hidup berbahagia, yang ingin terpenuhi kebutuhan-kebutuhan materiil dan spirituilnya. 

Ini hanya bias tercapai dalam masyarakat adil dan makmur, oleh sebab itulah 

masyarakat adil dan makmur inilah tujuan negara kita. 

Pendeknya agar seluruh manusia hidup dalam keadilan dan kemakmuran.Kita 

susun negara Republik Indonesua dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang 

menurut kita dengan susunan demikianlah tujuan negara Republik Indonesia paling 

mudah dapat tercapai. Negara adalah satu organisasi untuk mencapai tujuan yang 
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tertentu.Pada tiap organisasi senantiasa ada pembagian tugas dan wewenang. Organisasi 

ini tergambar dalam UUD 1945.Dalam UUD ini ditetapkan adanya jabatan-

jabatan.Tiap-tiap jabatan ditentukan batas tugas dan wewenangnya, dan keseluruhan 

jabatan-jabatan ini tugasnya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pejabat bertindak tidak sesuai dengan wewenang jabatan yang ia wakili, maka ia 

dikatakan bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku, UUD adalah sumber 

hukum yang tertinggi pada negara Republik Indonesia ini. Negara Republik Indonesia 

berdasarkan kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. 

Kehendak dan pendapat rakyatlah yang menjadi pedoman tindakan-tindakan penguasa. 

UUD harus sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang mempunya kekuasaan 

tertinggi.  

Kesadaran hukum rakyat, yaitu kesadaran mengenai apa yang seharusnya dan 

apa yang tidak seharusnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor agama, faktor-faktor 

ekonomi, faktor-faktor politik, dan lain-lain. 

Kesadaran hukum rakyat diketahui melalui partai-partai politik, organisasi-

organisasi massa, dan lain-lain. Dalam negara Republik Indonesia sesuai dengan 

perkembangan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang tumbuh dari rakyat 

juga adalah saluran kesadaran hukum rakyat. 

Lafran Pane mengataykan “antara lain faktor politik mempengaruhi kesadaran 

hukum rakyat pada satu waktu dan dengan sendirinya kalau dalam masyarakat timbul 

bermacam-macam pendapat maka yang menentukan satu peraturan atau baik tidaknya 

satu tindakan tergantung pada pendapat yang paling kuat dukungannya”.
108
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Kembali ke UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959, karena isi UUD Sementara 1950 

tidak memuat norma-norma hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum rakyat dalam 

lapangan ketatanegaraan. Presiden Republik Indonesia menganjurkan kepada 

Konstituante agar menerima UUD 1945 sebagai UUD seperti tersebut dalam UUD 

Sementara 1950 pasal 134. 

Perbedaan paham hanya mengenai penempatan Piagam Jakarta di dalam tubuh 

UUD 1945 atau di luar UUD 1945.Satu golongan menghendaki di dalam tubuh UUD 

1945. Artinya khusus mengenai penempatan Piagam Jakarta harus diadakan perubahan 

pada UUD 1945, yaitu penempatan perkataan: hukum Syari’at Islam berlaku bagi 

pemeluk-pemeluknya sesudah perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa pada Pembukaan 

UUD 1945 dan pada Pasal 29 ayat 1. Golongan lain menghendaki jangan diadakan 

sama sekali perubahan pada tubuh UUD 1945.  

Golongan yang setuju dengan Piagam Jakarta ditempatkan di luar tubuh UUD 

1945, umpamanya sebagai lampiran UUD. UUD Sementara 1950 sejak mulai berlaku, 

yaitu sejak tanggal 17 Agustus 1950, menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan 

terutama karena sistem kabinet parlementer yang dianut oleh UUD Sementara itu. 

Program kabinet merupakan perpaduan dari program partai-partai dan dalam 

pelaksanaannya masing-masing menteri bertindak biasanya sesuai dengan pendapat 

partainya yang kadang-kadang berbeda dengan pendapat kabinet. 

Menteri-menteri  harus memperhatikan keinginan partainya, karena kalau tidak, 

mungkin ditarik dari kabinet. Dan biar punia tiak ditarik dari kabinet, akan 

menyebabkan partainya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak akan memberikan 
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dukungannya lagi kepada kabinet yang mungkin bisa mengakibatkan kabinet itu 

jatuh.
109

 

Sungguh pun dalam sejarah UUD Sementara 1950 belum pernah satu kabinet 

jatuh karena mosi tidak percaya dari DPR, satu kenyataan adalah bahwa tiap-tiap 

kabinetyang mengembalikan mandatnya kepada Presiden selalu akibat kekhawatiran 

tidak cukupnya dukungan dalam DPR dengan ditariknya beberapa menteri oleh satu 

partai pendukung kabinet. 

Satu pengecualian saat jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-

Zainul Arifin (1953-1955) yaitu karena kurangnya kewibawaan.Karena Kepala Staf 

Angkatan Darat (KSAD) baru yang diangkat oleh kabinet ini tidak dapat melakukan 

tugasnya, karena diboikot oleh Angkatan Darat.
110

 

Sistem kabinet parlementer sangat merugikan rakyat, pernah satu partai politik 

yang tidak duduk dalam kabinet mengajukan usul kepada Presiden (Sukarno –ed) agar 

mengambil over kekuasaan. Artinya agar Presiden menjadi Kepala Pemerintahan. 

Tegasnya agar diberlakukan kembali sistem kabinet presidentiil. 

Menurut Lfran Pane “usul ini diajukan pada tahun 1954 atau 1955.Presiden 

pada waktu itu menolak.Beliau ingin tetap setia kepada UUD Sementara 1950 dan 

beliau adalah presiden konstitutionil Malahan beberapa sarjana pada waktu itu 

mengajukan pendapat bahwa dapat saja dibentuk satu kabinet yang tidak usah 
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bertanggungjawab kepada DPR karena dalam UUD Sementara 1950 Pasal 83, 

pertanggungjawaban kepada DPR tidak disebut dengan tegas.”.
111

 

Pidato Presiden menjanjikan akan diturunkannya harga buku-buku pelajaran. 

Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK) pada waktu itu adalah 

Muhammad Yamin, S.H. dengan sendirinya harus melakukan ini, biar pun mungkin 

pada waktu itu tidak sesuai dengan politik pemerintah
112

. 

Dan kesulitan lainnya adalah yang dialami Perdana Menteri Burhanuddin 

Harahap. Kabinet memutuskan secara sepihak perjanjian dengan Belanda 

mengenai Unie-Statut dengan lampiran-lampirannya DPR Sementara untuk menyetujui 

rencana undang-undang (RUU) yang diajukan oleh Kabinet Burhanuddin. Sesuai 

dengan ketentuan dalam UUD Sementara 1950 diperlukan pengesahan dari Pemerintah 

(Presiden dengan menteri yang bersangkutan).
113

 

Presiden menjawab bahwa belum sanggup memberikan tanda tangan, sebelum 

Mahkamah Agung memutuskan apakah rapat DPR Sementara yang menyetujui RUU 

itu syah apa tidak. Kabarnya Mahkamah Agung berpendapat rapat DPR Sementara yang 

menyetujui RUU itu adalah syah. 

Akan tetapi Presiden terus menerus menunda penandatanganan RUU itu 

sehingga terbentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo-Mohamad Roem-Idham Chalid.Kabinet 

mengajukan kembali RUU mengenai pembatalan semua hasil Konferensi Meja Bundar 

(KMB) yang berlaku surut sampai dengan 15 Februari 1956, sama dengan tanggal yang 
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diajukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Dan Presiden menandatangani RUU 

ini.
114

 

Jadi, yang memper tanggungjawabkan penandatanganan ini adalah menteri yang 

bersangkutan. Dengan begitu, tidak ada alas an bagi Presiden untuk menunda atau 

menolak secara halus penandatanganan satu RUU. 

Sesudah pmilihan umum, pertentangan antara partai-partai tidak mereda, 

malahan menjadi-jadi, sehingga antara lain pada tanggal 28 Oktober 1956 di Bandung 

Presiden menyebut hal ini sebagai “penyakit kepartaian” dan beliau menganjurkan 

―marilah kita pada saat sekarang ini bersama-sama menguburkan partai-partai.”
115

 

Biarpun DPR sudah dibentuk dengan pemiliha umum, tapi rupanya belum juga 

dapat dibentuk kabinet yang stabil.  Kabinet Ali-Roem-Idham tidak sampai 1 tahun 

umurnya, karena salah satu partai yang mendukungnya menarik diri dari kabinet dengan 

alasan tidak menyetujui kebijaksanaan kabinet. 

Dengan jatuhnya Kabinet Ali II, maka terbentuklah Kabinet Karya yang 

dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Ir. H. Djuanda yang dibentuk oleh Presiden. 

Presiden Sukarno pada waktu itu menunjuk warga negara Bung Karno menjadi formatur 

kabinet. Beberapa sarjana pada waktu itu berpendapat bahwa penunjukan formatur ini 

melanggar UUD Sementara 1950. Dan belum pernah terjadi dalam sejarah negara-

negara yang bersistem kabinet parlementer. Dan juga pembentukan Dewan Nasional 

oleh Kabinet Karya sesuai dengan Konsepsi Presiden, dianggap oleh golongan oposisi 

bertentangan dengan UUD Sementara 1950.
116

 

Lafran Pane mengatakan “sebetulnya sejak permulaan tahun 1957 sudah berada 

dalam alam UUD 1945, dengan terbentuknya kabinet oleh Presiden dan terbentuknya 
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Dewan Nasional yang mempunyai wewenang sama dengan Dewan Pertimbangan 

Agung (DPA) ditambah lagi dengan dianutnya pendapat bahwa Surat Keputusan 

Presiden yang menetapkan negara dalam keadaan bahaya adalah syah biarpun pada 

waktu itu kabinet sudah demosioner dan PM Ali Sastroamidjojo menandatanganinya 

dalam keadaan demisioner”.
117

 

Dengan demikian PM Ali dan kabinetnya tidak mungkinmempertanggung 

jawabkan Surat Keputusan. Dengan demikian yang menentukan adalah tanda tangan 

Presiden. Dan kabinet yang dibentuk olh Presiden, biar pun Perdana Menterinya adalah 

Ir. Djuanda, tentu tidak bisa lepas dari Presiden. Saya dapat samakan kabinet ini dengan 

kabinet Hatta pada tahun 1948. 

 Pengresafelan (resafel –ed) kabinet adalah urusan PM. Bukan urusan formatur 

kabinet. Memang dalam pasal 51 ayat (5) disebut bahwa pengangkatan maupun 

penghentian menteri antara waktu dilakukan dengan Keputusan Presiden.Tetapi karena 

Keputusan Presiden harus ditandatangani oleh Perdana Menteri, maka dengan 

sendirinya Perdana Menterilah yang menentukan kemungkinan resafel kabinet ini.
118

 

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan 

UUD 1945 berlaku kembali, Lafran Pane  termasuk orang yang merasa sangat lega. Dan 

Lafran Pane berpendapat “bahwa Presiden telah melakukan tindakan yang sangat 

bijaksana dengan memperpadukan dua pendapat yang bertentangan dalam 

Konstituante yang mengakibatkan gagalnya Konstituante menyetujui Anjuran Presiden 

kembali ke UUD 1945”.
119

 

Dengan ditempatkannya ketentuan mengenai Piagam Jakarta dalam bagian 

konsiderans Dekrit dan Lafran Pane  menjadi sebagian daripada Penjelasan Resmi UUD 
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1945 dan dengan demikian dapat dipergunakan sebagai dasar hukum perundang-

undangan mengenai hukum syariat Islam, maka terpenuhilah kehendak satu golongan 

dalam Konstituante dan kehendak golongan lain juga terpenuhi karena Piagam Jakarta 

tidak dimasukkan ke dalam tubuh UUD tetapi di luarnya. 

Lafran Pane menganggap bahwa Dekrit Presiden adalah lebih progresif daripada 

Rancangan Piagam Bandung dan segala hal yang diajukan oleh Presiden dalam 

Konstituante, antara lain dengan segera dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). 

Dalam Rancangan Piagam Bandung disebut pada nomor 3 seperti berikut: 

“Sebelum MPR dan DPA dibentuk menurut UUD, kekuasaan dijalankan oleh Presiden 

dengan bantuan menteri-menteri, yang diangkat selekas-lekasnya menurut UUD, 

beserta DPR yang ada pada waktu ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 

dalam UUD mengenai DPR.” 

Dalam pokok pikiran keenam (lihat halaman 42 Respublica Sekali Lagi 

Respublica), Presiden mengatakan bahwa segera akan ditetapkan Undang-undang 

tentang Pemilihan Umum yang rancangannya sedang disiapkan oleh Kabinet Karya. 

Setelah ada undang-undang tersebut maka akan diadakan pemilihan umum untuk 

membentuk DPR. Sesudah DPR dibentuk, segera akan mengajukan RUU mengenai 

pembentukan MPR dan DPA. Sesudah itu MPR dan DPA terbentuk. 

Sebelum ada Presiden berdasarkan UUD 1945, maka Bung Karno adalah 

Presiden Republik Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II. Sesuai dengan 

jawaban Pemerintah atas pandangan umum Konstituante tanggal 21 Mei 1959, maka 

menurut perhitungan Pemerintah pemilihan anggota-anggota DPR akan diadakan pada 
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bulan September 1960. Dan DPR akan dilantik pada bulan Maret 1961, dan MPR akan 

terbentuk kira-kira pada tahun 1962.
120

 

Tugas DPR tetap dilakukan oleh DPR yang sesuai dengan Aturan Peralihan II. 

Begitupun tugas Presiden tetap dilakukan dengan yang diajukantuan menteri-menteri 

yang diangkat oleh Presiden sesudah Kabinet Karya meletakkan jabatan (6 Juli 1959). 

Menurut Lafran Pane “MPRS dan DPAS yang segera dibentuk berdasarkan 

Dekrit Presiden adalah badan-badan yang melakukan masing-masing wewenang MPR 

dan DPA sebelum badan-badan ini terbentuk. Dan badan-badan ini akan dibentuk 

bersama-sama dengan DPR yang ada pada waktu itu”.
121

 

Lafran Pane mengira bahwa hasrat Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 

yang diajukan kepada Konstituante dengan mengajukan beberapa pokok-pokok pikiran 

dan segala penjelasan-penjelasannya masih dipegang teguh oleh Presiden sesudah 

tanggal 5 Juli 1959. Menurut saya, jarak antara bulan Februari, Maret, April, dan Mei 

1959 dengan bulan Juli 1959, tidak begitu jauh.
122

 

Dekrit Presiden menurut Lafran Pane tidak bisa dilepaskan dari ucapan-ucapan 

Pemerintah di dalam Konstituante dan DPR pada bulan-bulan tersebut. Dan ternyata 

dengan ucapan Presiden dalam Konsideran Dekrit yang menghubungkan Dekrit dengan 

amanat Presiden tanggal 22 April 1959 kepada Konstituante. 

Fungsi Dekrit ini menurut Lafran Pane  adalah sama dengan Rancangan Piagam 

Bandung. Dan seperti Lafran Pane sebut isinya malahan lebih maju.  Sejak mulai Dekrit 

Presiden diselenggarakan yaitu sejak UUD 1945 mulai berlaku kembali, perkiraan-

perkiraan Lafran Pane meleset. 
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Beberapa pokok pikiran dan penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada 

Konstituante maupun kepada DPR, tidak dianut lagi. 

a) Pada tanggal 10 Juli 1959 Presiden (Sukarno –ed) disumpah lagi dan pada hari itu 

juga beliau melantik Kabinet Kerja yang Perdana Menterinya adalah beliau sendiri. 

Menurut pendapat saya Presiden harus disumpah di muka DPR sesuai dengan 

ketentuan tersebut dalam Pasal 9 UUD 1945 yang berbunyi: ―Sebelum memangku 

jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau 

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR.‖ Seperti saya katakan 

di atas, DPR yang ada pada waktu itu tetap melakukan tugasnya sesuai dengan 

Aturan Peralihan Pasal II. 

Pada waktu itu Ketua Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang 

sebaliknya.Presiden tidak dapat disumpah di hadapan DPR yang ada pada waktu itu 

karena badan ini belum jelas kedudukannya. Untuk dapat merupakan DPR sesuai 

dengan UUD 1945 harus lebih dahulu ditempatkan dalam rangka UUD 1945 atau 

dengan kata lain yaitu DPR itu harus menyatakan sendiri berada dalam rangka UUD 

1945. 

Pendapat Ketua Mahkamah Agung ini menurut Lafran Pane agak janggal. 

Mestinya alasan beliau ini berlaku juga terhadap perlengkapan Negara yang lain, 

umpamanya Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan Negara.  

Kejadian yang kedua pada hari itu adalah pelantikan Kabinet Kerja. 

Keputusan/pernyataan Presiden bahwa Kabinet Kerja yang beliau pimpin akan 

melakukan tugas selama 5 tahun. Dengan demikian sejak 10 Juli 1959 beliau 

menetapkan beliau menjadi Presiden untuk 5 tahun, karena Perdana Menteri Kabinet 

Kerja adalah Presiden, beliau sendiri. 
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Keputusan beliau ini ditegaskan lagi pada bulan Januari 1960 waktu beliau 

menginstruksikan kepada Menteri PPK, Prof. Dr. Prijono, agar buta huruf di seluruh 

Indonesia sudah harus terberantas pada akhir masa jabatan Kabinet Kerja yaitu pada 

tahun 1964. 

b) Dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959, DPR yang dibentuk dengan 

pemilihan umum ditetapkan sebagai DPR Peralihan sebelum dibentuk DPR 

berdasarkan UUD 1945. 

Kalau maksudnya hanya untuk memberi legalitas kepada DPR, menurut saya 

sudah cukup dengan adanya Aturan Peralihan Pasal II yang menyatakan bahwa 

segala badan yang ada tetap melakukan tugasnya sebelum diganti berdasarkan 

UUD. 

Rupanya Presiden mempunyai maksud lain dengan Penetapan ini. Kalau tidak, 

tentu Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan agar dapat melakukan 

tugasnya harus ditentukan pula lebih dulu dengan Penetapan Presiden. Dengan 

Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1959, maka DPR yang dibentuk dengan pemilihan 

umum berubah menjadi DPR sebagai pembantu Presiden. 

Hal ini ternyata dengan pidato Presiden waktu melantik anggota-anggota DPR 

Gotong Royong yang terbentuk dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 

1960.Beliau mengatakan bahwa DPRGR adalah pembantu beliau. 

Oleh sebab itu jugalah saya kira Presiden merasa mempunyai hak untuk 

membubarkan DPR dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, biar pun DPR 

ini terbentuk dengan pemilihan umum. 

Kalau DPR ini adalah DPR berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II, tentu tidak 

dapat belau bubarkan, karena bertentangan dengan UUD (Lihat Penjelasan UUD 
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1945 mengenai Sistem Pemerintahan Nomor VII). Memang pada diktum Penetapan 

Presiden No. 3 tidak disebut ―pembubaran DPR‖, tetapi ―penghentian pelaksanaan 

tugas dan pekerjaan anggota-anggota DPR‖.Dan maksud pembubaran DPR memang 

adalah penghentian pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-anggota DPR, bukan 

penghapusan DPR dari ketatanegaraan Republik Indonesia. 

c) Begitupun sesudah dikeluarkan  

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 mengenai pembentukan MPRS ditambah 

lagi dengan dikeluarkannya Peraturan. Presiden No. 12 Tahun 1959 sebagai 

pelaksanaan dari Penetapan Presiden ini, mmaka Lafrn Pane berpendapat bahwa 

pada waktu itu MPRS ini adalah pembantu Presiden. 

Saya berpendapat demikian mengingat hak Presiden untuk menetapkan 

banyaknya anggota-anggota MPRS, hak Presiden untuk mengangkat anggota-

anggota di samping anggota-anggota yang berasal dari DPR yang ditetapkan dengan 

Penetapan Presidern No. 1 Tahun 1959, dan hak Presiden untuk mengangkat Ketua, 

dan Wakil Ketua MPRS.Dan selanjutnya dengan sendirinya hak Presiden untuk 

memberhentikan anggota-anggota yang beliau angkat dan meninjau kembali 

susunan pimpinan yang beliau tetapkan. 

Menurut Lafran Pane “kedudukan MPRS ini jauh lebih rendah daripada 

kedudukan Komite Nasional Pusat (KNP) sejak tanggal 16 Oktober 

1945. Seperti kita mengetahui, KNP sejak tanggal tersebut diberi wewenang untuk 

bertindak sebagai DPR dan diberi wewenang pula untuk turut menetapkan 

garis-garis besar haluan negara.Dan dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1949 

diberi wewenang bersama-sama dengan Presiden untuk mengubah UUD”. 
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Apalagi dengan ditetapkannya Ketua dan Wakil-wakil Ketua MPRS menjadi 

menteri-menteri, lebih tegas lagi kedudukan MPRS ini sebagai pembantu Presiden. 

Begitupun dengan dibentuknya DPAS dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 

1959, saya berpendapat bahwa badan ini hanya sebagai pembantu Presiden.  

d) Front Nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959 

menurut saya agak lain dengan Front Nasional yang digambarkan oleh Presiden 

pada sidang Konstituante yang akan beranggotakan hanya golongan karya. 

Front Nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden tersebut anggota-

anggotanya adalah warga negara Republik Indonesia baik yang tergabung dalam 

golongan karya maupun yang tergolong dalam partai-partai politik maupun yang 

tidak tergabung dalam salah satu golongan. 

Jadi, dengan demikian semua warga negara Republik Indonesia dapat 

menjadi anggota Front Nasional dengan syarat-syarat yang tertentu.Dan ketuanya 

adalah beliau sendiri. 

Begitupun tugas Front Nasional yang diajukan dalam sidang Konstituante 

agak berbeda dengan yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. 

Karena semua partai politik dan semua organisasi massa adalah anggota Front 

Nasional, maka dapat kita katakan bahwa Presiden secara tidak langsung memimpin 

semua partai politik dan semua organisasi massa dalam negara Republik Indonesia.  

e) Presiden mempunyai wewenang untuk mencampuri soal-soal pengadilan seperti 

tersebut dalam Pasal 19 Undang-undang No, 19 Tahun 1964 yang berbunyi sebagai 

berikut: ―Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa, atau 

kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turun tangan atau 

campur tangan dalam soal-soal pengadilan.‖ 
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Mengenai hak Presiden untuk turun tangan dan campur 

tangan mengenai soal-soal pengadilan ini dipertegas lagi dalam Undang-undang 

No. 13 Tahun 1965 dan pada Penjelasan atas undang-undang ini. 

Dengan adanya hak Presiden untuk turun tangan dan 

campur tangan mengenai pengadilan, maka kita sudah meninggalkan UUD 1945 yang 

tidak memperkenankan kekuasaan pemerintah (eksekutif) mencampuri soal-soal 

pengadilan. Dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai hal ini dapat dibaca sebagai 

berikut: “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan Pemerintah.” 

Dengan ditetapkannya Ketua Mahkamah Agung ex officio menjadi 

menteri, duspembantu Presiden, ditambah lagi dengan hak Presiden untuk turun tangan 

dan campur tangan mengenai soal-soal pengadilan, sedangkan menurut Penjelasan 

Undang-undang No. 13 Tahun 1965 campur tangan itu bisa sangat jauh, maka saya 

mengambil kesimpulan bahwa dalam lapangan pengadilan Presiden Republik Indonesia 

mempunyai kekuasaan yang sangat besar. 

f) Melihat kedudukan MPRS, DPRGR, DPAS, dan Front Nasional dan mengingat 

kekuasaan Presiden dalam lapangan pengadilan yang sangat besar, timbul 

pertanyaan-pertanyaan, apakah kedudukan Presiden dengan demikian ini masih 

sesuai dengan UUD atau tidak? 

Seperti kita mengetahui tugas DPAS adalah mengajukan usul-usul kepada 

Pemerintah dan menjawab pertanyaan Pemerintah. 

Ketua badan ini adalah Presiden.Dengan sendirinya beliau dapat mempengaruhi 

Dewan ini. Dengan demikian Dewan ini tidak mungkin mengajukan usul kepada 

Presiden/Pemerintah yang tidak disetujui beliau. Dan seperti saya katakan di atas, 
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Wakil-wakil Ketua dan anggota-anggota badan ini, Presidenlah yang mengangkatnya 

dan sewaktu-waktu mereka dapat diberhentikan oleh Presiden. 

Begitupun Front Nasional juga beliau sendiri ketuanya. Tentu akan sukar 

membuat keputusan yang tidak disetujui oleh Presiden. Malahan mungkin Front 

Nasional akan menyetujui setiap usul Presiden yang diajukan dalam rapat Front 

Nasional. 

Karena usul itu disetujui oleh Front Nasional, jadi oleh semua partai politik dan 

semua organisasi massa, ditambah lagi oleh orang-orang yang tidak tergabung dalam 

dua golongan tersebut, berdasarkan asas kedaulatan rakyat, Presiden/Pemerintah, 

DPRGR, dan MPRS harus melaksanakan putusan tersebut. Dan semua rakyat dengan 

sendirinya harus melaksanakan putusan tersebut. 

Presiden adalah Kepala Pemerintahan (eksekutif) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 

UUD 1945 dan menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Sesuai dengan kedudukan 

MPRS dan DPRGR sebagai pembantu Presiden maka sukarlah bagi dua badan ini untuk 

menolak setiap usul Presiden. Dengan demikian satu RUU yang diajukan Presiden 

kepada DPR hampir dapat kita tentukan bahwa itu akan disetujui oleh DPR. Dan DPR 

pun tentu tidak akan mengajukan satu RUU yang kira-kira akan tidak disetujui oleh 

Presiden. 

Begitupun MPRS, antara lain mengenai penetapan Manifesto Politik sebagai 

garis-garis besar haluan Negara, tentu tidak akan berani mengajukan amandemen, 

apakah merupakan penambahan pada Manifesto Politik ini, apakah mengajukan koreksi 

terhadap Manifesto Politik ini. Dan dapat kita pastikan bahwa segala keputusan-

keputusan MPRS senantiasa sesuai dengan pendapat Presiden. 
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g) Apakah bentuk-bentuk peraturan yang disebut dalam surat Presiden tertanggal 22 

Agustus 1959 kepada DPR masih dapat dipertahankan atau tidak. Sesuaikah bentuk-

bentuk peraturan antara lain Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, dengan 

UUD 1945 atau tidak? 

Pada tahun 1959 dan 1960 ada beberapa sarjana yang menyangsikan ini, tapi karena 

pendapat-pendapat tersebut tidak mendapat sambutan dari masyarakat selain 

daripada partai-partai oposisi yang masih ada pada waktu itu, maka dengan 

sendirinya pendapat demikian juga hilang bersamaan dengan hilangnya partai-partai 

oposisi pada bagian kedua tahun 1960. Baru pada tahun 1966 ini orang mulai 

mempersoalkan hal ini kembali. Antara lain dalam tahun 1959 dipersoalkan apakah 

Penetapan Presiden No. 6 syah atau tidak. Penetapan ini merupakan perubahan pada 

Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah.Dalam UUD 1945 disebut pada Pasal 18 bahwa pemerintah daerah diatur 

dengan undang-undang. Dengan demikian perubahan pada Undang-undang No. 1 

Tahun 1957 harus diatur dengan undang-undang, tidak dengan Penetapan Presiden. 

Dan kalau memang keadaan mendesak, sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 dapat 

diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. 

Beberapa partai politik pendukung pemerintah di samping partai-partai oposisi 

yang saya sebut di atas, menyangsikan syahnya Penetapan Presiden itu. Tetapi sesudah 

diadakan perubahan mengenai ketentuan prosedur pengangkatan kepala daerah dalam 

Penetapan Presiden itu, maka partai-partai pendukung pemerintah tersebut tidak pernah 

lagi mempersoalkan syahnya Penetapan Presiden tersebut. Begitupun syahnya 

Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat syarat dan Penyederhanaan 
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Kepartaian, hanya golongan oposisi saja, yangsaya katakan di atas, yang 

mengatakannya tidak syah. 

Biarpun Lafran Pane sebut di atas bahwa MPRS, DPRGR, dan DPAS adalah 

pembantu Presiden, tetapi 3 badan ini mengalami pertumbuhan yang baik, sehingga 

pada tahun 1966 ini dapat kita anggap bahwa badan-badan ini sudah berubah menjadi 

badan-badan yang masing-masing melakukan wewenang MPR, DPR, dan DPA. Dapat 

kita samakan dengan pertumbuhan KNP antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. 

Dengan adanya perubahan pada pendapat Lafran Pane, bahwa Lafran Pane harus 

bertanggungjawab kepada MPRS, berarti kedudukan MPRS berubah menjadi badan 

yang melakukan wewenang MPR. Dan hal ini diperkuat lagi dengan pendapat Presiden 

bahwa beliau adalah mandataris MPRS yang harus melakukan keputusan. 

 Pelaksanaan UUD 1945 secara murni menurut saya dalam masa peralihan , 

yaitu sebelum MPR, DPR, DPA terbentuk dengan undang-undang adalah seperti yang 

dianut dalam Rancangan Piagam Bandung dan melaksanakan secara progresif bagian 

diktum daripada Dekrit Presiden, dalam hal ini mengenai pembentukan MPRS dan 

DPA.  

Lafran Pane lebih condong pada pendapat agar undang-undang mengenai 

susunan MPR dan DPA diajukan oleh Presien pada sidang DPR yang telah dibentuk 

dengan pemilihan umum, sesuai dengan rencana Kabinet Karya yang diajukannya pada 

sidang Konstituante. 

Biarpun menteri-menteri adalah pembantu Presiden, menurut Lafran Pane  

Presiden tidak bebas menetapkan siapa-siapa yang akan beliau angkat menjadi menteri. 
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Menteri-menteri bukan pegawai tinggi biasa. Menteri-menterilah terutama yang 

menjalankan kekuasaan pemerintahan (lihat Penjelasan UUD 1945). 

MPRS/MPR, maka dalam menentukan siapa-siapa yang akan di angkat menjadi 

menteri, sebaiknya memperhatikan pendapat-pendapat dalam MPRS/MPR agar 

hubungan antara Presiden dengan MPRS/MPR senantiasa baik dan lancar. Begitupun 

Presiden harus memperhatikan pendapat dan keinginan DPR mengenai hal ini, karena 

dalam praktik nanti menteri-menteri inilah yang harus bekerjasama dengan DPR, antara 

lain mengenai pembuatan undang-undang. Dan dengan sendirinya pendapat DPAS/DPA 

harus beliau perhatikan. 

Sebutan Pemimpin Besar Revolusi, menurut saya tidak tepat. Pertama-tama kita 

lihat sebutan ini pada Ketetapan MPRS No. I, dan selanjutnya pada Ketetapan MPRS 

No. II. Lafran Pane mempunyai salah satu pengertian mengenai istilah MPRS 

―pimpinan revolusi‖ dalam Respublika sekali lagi Respublica dan Manifesto 

Politik.Pengertian ―pimpinan revolusi‖ dalam pidato Presiden tersebut maksudnya 

adalah Pimpinan Negara (Penjelasan UUD 1945 menyebut Kepala Negara). 

4. Perubahan konstitusi 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur susunan negara yang tertentu. 

Hukum Tata Negara Republik Indonesia mengatur susunan negara Republik Indonesia. 

Hukum adalah himpunan norma-norma, himpunan apa yang seharusnya dan apa yang 

tidak seharusnya, yang diterapkan atau yang diakui oleh Pemerintah, tentang tingkah 

laku manusia dalam masyarakat.  

Negara adalah satu organisasi, yaitu satu sistem kerja sama yang teratur untuk 

mencapai tujuan bersama yang tertentu. Dengan demikian Hukum Tata Negara 
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tergantung pada orang-orang yang membentuk sistem kerja sama. Dalam negara yang 

menganut ajaran kedaulatan rakyat, rakyatlah yang membentuk sistem kerja sama. 

Hukum Tata Negara  tergantung pada rakyat. Apa yang seharusnya dan apa yang 

tidak seharusnya tergantung pada penilaian rakyat. Dan penilaian itu tergantung pada 

keyakinan rakyat. Dan keyakinan rakyat ini ditetapkan oleh bermacam-macam faktor 

psikologi, faktor kultur, dan lain-lain.  

Faktor mana yang paling menentukan, tergantung pada waktu. Dengan 

demikian, keyakinan rakyat senantiasa berubah-ubah sesuai dengan berubahnya faktor-

faktor yang menetapkannya. Dengan demikian, penilaian apa yang seharusnya dan apa 

yang tidak seharusnya berubah pula sesuai dengan berubahnya keyakinan. 

Isi dari pada Hukum Tata Negara dapat di lihat pada Undang-Undang Dasar 

(UUD), Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan tertulis 

lainnya, serta pada peraturan-peraturan yang tidak tertulis 

Penjelasan tentang UUD Negara Indonesia pada Bagian Umum Nomor 1 alinea 

ke-2 menyebutkan bahwa hukum dasar adalah sama dengan droit constitutionelle dalam 

bahasa Perancis. Dan tentunya sama dengan constitutional law dalam bahasa Inggeris 

dan Hukum Tata Negara dalam bahasa Indonesia.  

Tetapi pada bagian lain (alinea 1 Bagian Umum Nomor 1) disebutkan bahwa 

hukum dasar tertulis sama dengan UUD. Dan selanjutnya pada Bagian Umum Nomor 

IV dijelaskan bahwa bukan dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok 

dan selanjutnya penyelenggaraan aturan-aturan pokok ini diatur oleh undang-undang. 

Dengan demikian, saya mengambil kesimpulan bahwa Penjelasan tentang UUD 

mengenal dua pengertian terhadap perkataan hukum dasar. 
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Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

dalam Rencana Pembukaan mempergunkaan perkataan Hukum  Dasar yang diganti oleh 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan perkataan UUD.  

Lafran Pane tidak sependapat dengan orang-orang yang menyamakan undang-

undang dengan hukum dan UUD dengan Hukum Dasar. undang-undang pada waktu 

yang tertentu memuat hukum, tetapi beberapa waktu sesudahnya dapat tidak memuat 

hukum lagi. Begitupun  UUD pada waktu tertentu memuat hukum dasar (aturan-aturan 

pokok), tetapi beberapa waktu sesudahnya dapat tidak memuat hukum dasar lagi. 

Tegasnya, pada waktu tertentu, suatu undang-undang menggambarkan hukum, 

tetapi kalau keadaan berubah mungkin undang-undang tidak menggambarkan hukum 

lagi.   

Jangan samakan gambar seseorang dengan orangnya. Gambar seseorang 50 

tahun yang lalu sudah pasti berbeda dengan gambarnya hari ini. Dalam bahasa Inggeris 

dibedakan antara a law dengan law, atau antara Law dengan huruf besar ―L‖, 

dengan law dengan huruf kecil ―l‖. dalam bahasa Jerman antara Gesets dengan Recht, di 

Uni Soviet antara zakon dengan pravo, serta di Negeri Belanda antara wet dengan recht. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan rakyat dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.yang dimaksud dengan rakyat dalam 

pasal 1 tentu adalah rakyat yang hidup pada masa jabatan MPR yang bersangkutan. 

Biarpun dalam UUD 1945 tidak disebut masa jabatan MPR tetapi analog dengan 

interpretasi otentik mengenai Pasal 3 UUD 1945 tentang penetapan garis-garis besar 

haluan Negara yang harus dilakukan tiap lima tahun dan masa jabatan Presiden maupun 
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Wakil Presiden adalah lima tahun, dapat disimpulan bahwa masa jabatan MPR adalah 

lima tahun.  

MPR yang bersangkutan hanya mempunyai mandat dari rakyat yang hidup pada 

masa jabatan lima tahun. Dan harus dapat menggambarkan keinginan rakyat dan 

kepentingan rakyat yang ia wakili. Dan harust mengetahui keyakinan rakyat mengenai 

apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dan menilai segala sesuatu 

berdasarkan keyakinan. 

Dengan demikian keputusan MPR yang bermasa jabatan mulai tahun 1971 

sampai dengan 1976, mungkin lain dengan keputusan MPR bermasa jabatan 1976 

sampai dengan 1981 mengenai materi yang sama. MPR bermasa jabatan 1971 sampai 

dengan 1976 tidak mempunyai hak untuk mendikte MPR bermasa jabatan 1976 sampai 

dengfan 1981.  

Rakyat yang hidup pada tahun 1971 sampai dengan 1976 tidak punya hak untuk 

mendikte rakyat yang hidup pada tahun 1976 sampai dengan 1981 dan tahun-tahun 

selanjutnya. Kalau berlaku yang sebaliknya, maka akan bertentangan dengan prinsip 

kedaulatan rakyat, merupakan diktatur yang dilakukan oleh rakyat terhadap rakyat yang 

masa hidupnya berbeda. Dan dapat dikatakan rakyat yang diwakili oleh MPR bermasa 

jabatan tahun 1971 sampai dengan 1976 itu ingin agar rakyat sesudah masa jabatan 

MPR ini menjadi konservatif.  

Sampai sekarang ini pendirian saya mengenai wewenang MPR masih tetap 

seperti yang saya ajukan pada bulan Januari 1960 (lihat tulisan kedua di buku ini, 

―Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat‖, Pidato Dies Natalis XV Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta, 26 Januari 1960 –ed), yaitu: 
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a) Menetapkan Undang-Undang Dasar,  

b) Mengubah Undang-Undang Dasar,  

c) Memilih Presiden dan Wakil Presiden,  

d) Menetapkan garis-garis besar haluan negara.  

Wewenang atau kekuasaan melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya adalah 

wewenang yang bersifat umum (genus) dan empat wewenangnya adalah wewenang 

yang bersifat khusus (specie). Sesuai dengan yang disebut pada Penjelasan tentang 

UUD Negara Indonesia akibat dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh 

MPR dan ditetapkannya garis-garis besar haluan negara oleh MPR dan harus 

dilaksanakan oleh Presiden logis kalau Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR 

dalam arti yang luas.  

Dengan adanya wewenang MPR untuk menetapkan/mengubah UUD 

mengakibatkan ia mempunyai wewenang untuk menafsirkan UUD. Ialah yang 

mengetahui apakah suatu keputusan Presiden bertentangan dengan UUD atau tidak. Dan 

ia pulalah yang paling mengetahui apakah suatu undang-undang bertentangan dengan 

UUD atau tidak. 

Lafran Pane termasuk pada orang-orang yang tidak menyetujui pendapat bahwa 

Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji sesuatu undang-undang 

secara materiil (materiele toetsingsrecht). Sesuai dengan pendapat Lafran Pane bahwa 

MPR-lah yang paling mengetahui apakah sesuatu undang-undang konstitusionil atau 

tidak, Lafran Pane berpendapat MPR-lah yang mempunyai wewenang untuk menguji 

undang-undang secara materiil. MPR dapat membentuk satu Panitia Penguji Hukum 

yang ditugaskan. 
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Janganlah disamakan Supreme Court of Justice Amerika Serikat dengan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Biarpun sistem pemerintahan-nya sama, yaitu 

sistem presidentiil, Amerika Serikat adalah satu negara federal di mana diadakan 

pembagian kekuasaan antara pusat dengan negara-negara bagian secara konstitusionil 

dan pusat tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi kekuasaan negara-negara 

bagian. 

Supreme Court mempunyai wewenang menguji suatu keputusan Presiden 

maupun menguji suatu act secara materiil. Di Amerika Serikat tidak ada satu badan 

seperti MPR yang dapat bersidang setiap waktu untuk menilai tindakan Presiden 

maupun tindakan Presiden bersama-sama DPR. 

Apakah suatu keputusan MPR sesuai dengan keyakinan rakyat atau tidak, secara 

formil dengan mudah mengetahui. Tiap keputusan MPR adalah sesuai dengan 

keyakinan rakyat karena anggota-anggotanya adalah wakil-wakil rakyat. Secara materiil 

adalah sukar, karena keputusan itu harus kita uji dulu dengan keyakinan tiap-tiap warga 

Negara Republik Indonesia. Atau diuji dengan satu ukuran yang menggambarkan 

keyakinan rakyat.  

Lafran Pane termasuk orang yang tidak setuju kalau Pemerintah atau MPR 

mengadakan interpretasi yang tegas mengenai Pancasila , karena dengan demikian akan 

terikatlah Pancasila  dengan waktu. Biarkan saja tiap golongan mempunyai interpretasi 

sendiri-sendiri mengenai Pancasila. Adanya perbedaan interpretasi menunjukkan 

kemampuan hidup Pancasila ini untuk selama-lamanya sebagai dasar (filsafat) negara. 

1945 sampai dengan tahun 1949 sudah berkali-kali UUD 1945 diubah, yaitu 

dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yaitu perubahan aturan peralihan pasal IV 
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mengenai tugas Komite Nasional Pusat (KNP). Dengan Pengumuman Badan Pekerja 

Nomor 5 Tahun 1945 yaitu perubahan Pasal 4 dan Pasal 17, biarpun perubahan ini 

dicabut kembali dengan terbentuknya Kabinet Presidentiil pada tahun 1948 yang sehari-

hari dipimpin oleh Wakil Presiden.  

Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1948 menambah ketentuan dalam 

Pasal 8, yaitu mengenai penunjukan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik 

Indonesia. Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1949 diubah Pasal 37 dan Aturan 

Peralihan Pasal IV yaitu pemberian wewenang kepada KNP untuk mengubah UUD 

bersama-sama dengan Pemerintah dengan ketentuan sidang-sidang KNP untuk tujuan 

ini cukup dihadiri oleh separuh dari jumlah seluruh anggota ditambah satu serta 

keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak, pengesahan Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat (RIS) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1949 dengan 

sendirinya mencakup pengertian bahwa UUD 1945 dengan demikian diubah. 

Segala ketentuan dalam UUD 1945 yang tidak sesuai dengan Konstitusi RIS 

tidak berlaku lagi sejak tanggal 14 Desember 1949 yaitu sejak diumumkannya undang-

undang. Artinya segala pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hal-hal yang tidak 

merupakan urusan Negara Bagian Republik Indonesia tidak berlaku lagi, antara lain 

Pasal 10 dan Pasal 30 mengenai Pertahanan, Pasal 11 dan Pasal 13 mengenai Hubungan 

Luar Negeri, dan Pasal 26 mengenai Warga Negara. 

Tentunya perubahan-perubahan dilakukan melihat keadaan dan dengan 

sendirinya keyakinan rakyat senantiasa dipergunakan sebagai ukuran. Perubahan-

perubahan tidak dilakukan pada tubuh UUD 1945, tapi dapat dianggap sebagai lampiran 

dari pada UUD itu. Dan seperti kita lihat tadi, perubahan-perubahan itu tidak dilakukan 
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dalam bentuk peraturan yang tertentu, tetapi dalam tiga macam bentuk yaitu Maklumat 

Wakil Presiden, Pengumuman Badan Pekerja KNP, dan undang-undang. 

Lafran Pane mengatakan  lampiran-lampiran yang merupakan perubahan UUD 

dapat pula sewaktu-waktu dicabut kembali atau diubah, sama dengan yang berlaku pada 

Konstitusi Amerika Serikat. Kita mengenal umpamanya Amandemen Nomor 18 yang 

dicabut dengan Amandemen Nomor 21. 

Konstitusi RISpun pernah diubah dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan 

dalam Konstitusi, yaitu dengan ditunjuknya empat orang pembentuk kabinet, sedangkan 

dalam Konstitusi disebut harus tiga orang. Karena tindakan Presiden dianggap syah, 

berarti dasar hukum yang dipergunakan bagi penunjukan berubah. 

Begitu pun ketentuan Konstitusi RIS mengenai penggabungan satu daerah 

bagian atau bagian dari pada satu daerah bagian pada daerah bagian lain harus 

dilakukan berdasarkan undang-undang. Tetapi pada tahun 1950, penggabungan 

dilakukan berdasarkan Undang-undang Darurat. Sedangkan menurut Pasal 139 

Konstitusi RIS, yang dapat diatur dalam Undang-undang Darurat adalah 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Penggabungan semua daerah bagian kepada daerah bagian Republik Indonesia 

pada tahun 1950 adalah syah, berarti Pasal 139 Konstitusi RIS dianggap sudah berubah. 

Perubahan pada Konstitusi RIS harus dilakukan dengan satu undang-undang yang 

ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat RIS. 

 Rapat DPR dan Senat RIS dapat mengambil keputusan mengenai perubahan 

Konstitusi kalau dihadiri oleh masing-masing paling sedikit dua pertiga dari seluruh 
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anggota-anggotanya. Dan usul perubahan harus disetujui oleh paling sedikit dua pertiga 

dari pada yang hadir. Dan selanjutnya harus diundangkan dengan keluhuran. 

Biarpun perubahan-perubahan mengenai UUD 1945 yang dilakukan antara 1945 

sampai dengan 1949 seperti Lafran Pane katakan dilakukan dalam bentuk peraturan 

yang berbeda-beda, perubahan dilakukan sesuai dengan UUD 1945. Perubahan yang  

senantiasa dilakukan atas dasar Aturan Peralihan Pasal IV yaitu dasar wewenang 

Presiden dengan bantuan Komite Nasional mengubah UUD sebelum MPR terbentuk. 

Hanya dalam bentuk peraturan apa dituangkan perubahan itu, tidak ada ketentuannya 

dalam UUD 1945.  

DPR Sementara dibentuk yang anggota-anggotanya sesuai dengan Pasal 77 

UUD Sementara 1950 terdiri dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan Anggota-anggota 

DPR RIS; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota-angota Senat RIS; Ketua, Wakil Ketua, 

dan Anggota-anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; dan Ketua, Wakil Ketua, 

dan Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung; Majelis Perubahan Undang-Undang 

Dasar tidak dibentuk. Dan sampai UUD Sementara 1950 tidak berlaku lagi yaitu sejak 5 

Juli 1959 tidak pernah Majelis ini terbentuk.  

17 Agustus 1950 Komite Nasional  Pusat sudah tidak ada lagi, maka timbullah 

persoalan apakah masih mungkin dibentuk Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar, 

kalau tidsak dibentuk segera sesudah terbentuk Negara Kesatuan, seperti dilakukan 

mengenai DPR Sementara, mengingat dengan tidak adanya lagi Komite Nasional Pusat 

dengan sendirinya tidak ada lagi anggota-anggota KNP. Dan tambah sukar lagi kalau 

dibentuk sesudah terbentuknya DPR berdasarkan pemilihan umum. Karena dalam pasal 

itu disebut sebagian anggota-anggotanya adalah anggota-anggota DPR Sementara. 
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Undang-undang Nomor 37 Tahun 1953 yang memuat perubahan Pasal 77 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 

yang merupakan tambahan terhadap Pasal 45 UUD Sementara 1950. 

Perubahan  mengenai quarum Sidang Konstituante dari sekurang-kurangnya dua 

pertiga dari jumlah anggota sidang menjadi sekurang-kurangnya separoh dari jumlah 

anggota sidang dan rancangan disetujui sekurang-kurangnya separuh jumlah suara 

angota yang hadir menerimanya. Pasal 45 dan Pasal 77 boleh diubah, kenapa pula Pasal 

137 tidak boleh diubah? Dan seperti saya sebut tadi, berdasarkan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 1949 rapat-rapayt  Komite Nasional Pusat boleh mengambil keputusan 

mengenai perubahan UUD 1945 kalau dihadiri oleh separuh dari seluruh anggota-

anggotanya ditambah satu dan segala keputusan diambil dengan suara terbanyak 

mutlak.  

Dengan diubahnya Pasal 137  anjuran Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 

tanpa amandemen, pasti akan diterima oleh Konstituante mengingat yang setuju dengan 

anjuran Pemerintah itu dalam Konstituante merupakan mayoritas mutlak. 

Pada tahun 1957 sesudah negara ditetapkan dalam keadaan bahaya, Penguasa 

Militer Pusat untuk kepentingan keamanan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer 

Nomor Prt/PM/09/1957 mengenai Kewarganegaraan. Sedangkan sesuai dengan UUD 

Sementara 1950 hal ini harus diatur dengan undang-undang.  

Pada tahun 1958 Penguasa Militer Pusat membentuk satu panitia untuk 

merancang mengenai satu peraturan mengenai pemerintahan daerah. Hasil Panitia tidak 

jadi dituangkan dalam satu Peraturan Penguasa Militer. Yang penting adalah Penguasa 
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Militer demi keamanan mempunyai hak untuk mengatur hal yang seharusnya diatur 

dalam undang-undang.  

Sidang Umum IV MPRS yang diadakan mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 5 

Juli 1966 menurut Lafran Pane mengadakan perubahan pada UUD 1945, yaitu 

Ketetapan MPRS Nomor XV yang pada Pasal 9 menentukan kalau Presiden 

berhalangan maka Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden 

(sebutan Pemegang Surat Perintah 1 Maret 1966 sebetulnya tidak tepat, mengingat 

Surat Perintah  sudah ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS Nomor IX). Pada Pasal 3 

ditentukan jika Presiden mangkat, berhentu, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya, MPRS segera memilih Pejabat Presiden yang bertugas sampai 

dengan terbentuknya MPRS hasil Pemilkihan Umum. 

Mengenai sebutan Pejabat Presiden berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XV 

ini, pada kuliah umum yang diadakan oleh Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) pada 

tahun 1967, Lafran Pane tidak menyetujui. Menurut Lafran Pane, seharusnya Presiden. 

Dan alasan Lafran Pane dapat diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa perkataan pejabat 

pada Pasal 3 (Ketetapan MPRS Nomor XV –ed) itu ditulis tidak dengan huruf besar. 

Presiden adalah satu jabatan. Bukan orang.memilih pejabat Presiden berarti 

memilih orang yang akan menjabat Presiden. Kalau pendapat saya ini dianut oleh 

MPRS, tentu tidak perlu ada Ketetapan MPRS Nomor XLIV yang menetapkan Jenderal 

Soeharto, Pengembang Ketetapan MPRS Nomor IX, menjadi Presiden Republik 

Indonesia sejak 27 Maret 1968. 

Dan dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XLIV ini dapat kita mengambil 

kesimpulan bahwa Pasal 3 Ketetapan MPRS Nomor XV sudah berubah. Begitu pun 
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Pasal 2 sudah pasti berubah, karena tidak mungkjin Presiden Soeharto kalau 

berhalangan dapat menyerahkan kekuasaan untuk sementara kepada Pemegang Surat 

Perintah 11 Maret 1966. Dengan ditunjuknya Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan 

Industri (Ekuin) melakukan jabatan Presiden, waktu Presiden Soeharto baru pergi ke 

luar negeri, dapat kita mengambil kesimpulan bahwa dalam praktik (menurut hukum 

yang tidak tertulis) Pasal 2 (Ketetapan MPRS Nomor XV –ed) ini sudah berubah. 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) seperti terjadi dengan 

Perppu Nomor 10 Tahun 1960 yang menentukan Menteri Pertama melakukan jabatan 

Presiden kalau Presiden berhalangan. Andaikata hal ini diatur dengan yang dilakukan 

pada tahun 1960 itu, tentu akan mengatakan karena merupakan perubahan (tambahan) 

pada UUD 1945, maka harus dilakukan dengan satu Ketetapan MPRS. 

Komisi yang dibentuk dalam Sidang Umum V MPRS untuk merumuskan hak-

hak asasi manusia berhasil dengan tugasnya dan disyahkan oleh rapat pleno MPRS, 

dengan demikian menjadi Ketetapan MPRS, maka hak-hak asasi manusia yang 

tercantum dalam beberapa Pasal UUD 1945 bertambah. Tegasnya, dengan adanya 

pengesahan itu, berubahlah UUD 1945. 

Hasil Panitia Penyusun Perincian Hak-hak Asasi Manusia yang dibentuk 

berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XIV sudah disetujui oleh Badan Pekerja MPRS. 

Dan selanjutnya harus disyahkan oleh sidang MPRS/MPR. Pada sidang MPRS yang 

baru lalu, sesuai dengan prosedur persidangan, harus diputuskan dulu oleh Komisi, 

sesudah itu baru dibawa ke rapat Pleno. 

Begitupun pendapat yang mengatakan sejak 5 Juli 1959 UUD 1945 adalah UUD 

yang bersifat tetap, mencakup pengertian bahwa UUD 1945 yang ditetapkan oleh 
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Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 sudah 

berubah, yaitu Pasal 3. Tegasnya MPR tidak mempunyai hak lagi menetapkan UUD. 

Seperti kita mengetahui, UUD 1945 hasil penetapan PPKI itu adalah UUD yang bersifat 

sementara. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 3, Aturan Tambahan, dan notulen rapat 

PPKI. 

MPRS yang mengatakan bahwa MPR nanti berhak menetaspkan UUD sesuai 

Pasal 3 itu. Pendapat MMPRS itu dapat kita lihat pada Keputusan MPRS Nomor 

8/MPRS/1968 tentang Peraturan Tata Tertib MPRS. Penjelasan resmi mengenai Pasal 1 

pada alinea ke-2 berbunyi seperti berikut: ―MPRS sebagai lembaga yang memegang 

kekuasaan tertinggi, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, berhak dan 

berwewenang pula menentukan garis-garis besar daripada segala kegiatan kenegaraan, 

kecuali penetapan serta perubahan Undang-Undang Dasar.‖ Dengan argumentum a 

contrario saya mengambil kesimpulan bahwa MPR yang bersifat tidak sementara 

mempunyai hak untuk menetapkan UUD, menggantikan UUD1945. 

Lafran Pane berpendapat bahwa UUD yang sekarang ini tidak dapat diganti lagi. 

Tegasnya MPR tidak mempunya hak untuk menetapkan UUD seperti disebut dalam 

Pasal 3. Seperti yang dianut oleh Amerika Serikat. Perubahan dapat saja sewaktu-waktu 

diadakan yang merupakan lampiran daripada UUD ini.  

Perubahan-perubahan (amandemen) yang secara formal dilakukan oleh Kongres 

Amerika Serikat sejak tahun 1789 sampai dengan tahun 1962 ada 24 buah, tetapi bukan 

berarti yang Konstitusi Amerika Serikat berubah hanya dalam 24 amandemen itu, 

mengingat adanya wewenangSupreme Court (Mahkamah Agung) untuk 

menginterpretasikan Konstitusi yang dapat menimbulkan perubahan pada Konstitusi. 

Umpamanya dengan ajaran implied power Hamilton, Supreme Court dapat menambah 
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wewenang Pemerintah Federal seperti tersebut dalam Article 1 section 8 Konstitusi 

Amerika Serikat. Penambahan pada Konstitusi adalah perubahan Konstitusi. 

Negara Perancis. Antara tahun 1789 sampai dengan tahun 1970, Konstitusi 

Perancis berganti sebanyak 16 kali. Zaman Republik Perancis I (1792-1804) mengenal 

tiga konstitusi. Zaman Republik Perancis II (1848-1852) satu konstitusi. Zaman 

Republik Perancis III (1875-1940) satu konstitusi. Zaman Republik Perancis IV (1945-

1958) satu konstitusi sementara dan satu konsitusi tetap. Dan zaman Republik Perancis 

V (1958-sekarang) satu konstitusi.  

Konstitusi Republik Perancis ini sesuai dengan keadaan mengalami perubahan, 

antara lain Konstitusi zaman Republik IV telah diubah pada tanggal 9 Desember 1954. 

Begitupun Konstitusi sekarang ini sudah mengalami perubahan. Menurut Konstitusi, 

Presiden dipilih oleh satu Badan Pemilih (electoral college). Setelah diadakan 

perubahan, yaitu dengan referendum tanggal 25 Oktober 1962, Presiden dipilih 

langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum. 

Uni Soviet sudah mengenal tiga UUD, yaitu UUD Tahun 1918, UUD Tahun 

1924, dan UUD yang berlaku sekarang ini yaitu UUD Tahun 1936. 

Kala diteliti secara mendalam, masih ada beberapa Ketetapan MPRS yang 

memuat perubahan pada UUD 1945, biarpun dalam Peraturan Tata Tertib MPRS tidak 

mempunyai hak untuk mengubah UUD. 

UUD 1945 adalah sama dengan UUD negara-negara lain. Sesuai dengan 

keadaan harus mengalami perubahan, memang diperkenankan oleh UUD 1945 pada 

Pasal 37 yang melalui argumentum a contrario dianut pula oleh MPRS seperti tersebut 



97 
 

 

dalam Peraturan Tata Tertib MPRS. Begitupun semua Negara di dunia setahu saya 

menentukan di dalam UUD cara mengubah UUD. 

Konstitusi Inggeris (unwritten constitution) dapat diubah dengan 

satu Parliament Act, sama dengan mengubah satu Parliament Act yang lain. UUD Uni 

Soeviet menurut Pasal 146 dapat diubah oleh Soviet Tertinggi dengan persetujuan 

paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota.  

Di Negeri Belanda, perubahan harus ditetapkan lebih dahulu dalam wet segala 

usul untuk mengubah UUD, dan dengan tegas harus menunjuk perubahan yang 

diusulkan harus dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana 

diusulkan  dasarnya. Sesudah wet ini diundangkan, Staten-Generaal(Parlemen Belanda) 

dibubarkan. Seperti kita mengetahui, wet ditetapkan oleh Kroon bersama-sama 

dengasn Staten-Generaal. 

Staten-Generaal yang baru, mengambil keputusan menyetujui usul perubahan 

itu kalau paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggotanya menyetui. 

UUD Italia diubah dengan satu undang-undang yang disetujui oleh Parlemen 

Italia pada dua rapat berturut-turut. Dan rapat berantara waktu paling sedikit tiga bulan 

serta disetujui oleh paling sedikit separuh dari seluruh anggota. Perubahan UUD dapat 

diajukan kepada referendum rakyat. 

Di Amerika Serikat, usul perubahan harus disetujui oleh dua pertiga dari seluruh 

anggota Senate danHouse of Refresentatatives dan harus diratifikasikan oleh Dewan-

dewan Legislatif/konvensi-konvensi dari tiga perempat Negara-negara bagian atau 

Congress mengadakan satu konvensi untuk mengusulkan perubahan konstitusi atas 

permintaan dua pertiga dari seluruh Dewan-dewan Legislatif Negara-negara bagian.  
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Usul pada UUD negara Jepang dilakukan oleh Diet (Parlemen Jepang) dengan 

suara paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota masing-masing kamar menyetujui. 

Usul ini disampaikan untuk disyahkan oleh rakyat pada suatu referendum atau pada satu 

pemilihan yang diatur oleh Diet. 

UUD Republik Federal Jerman menganut ketentuan perubahan dapat dilakukan 

dengan satu undang-undang yang disetujui oleh paling sedikit dua pertiga dari seluruh 

anggota Bundesrat danBundestag.Perubahan ini dapat merupakan perubahan pada 

batang tubuh UUD, dan dapat pula sebagaisupplement dari pada UUD. 

Beberapa negara mengadakan ketentuan dalam UUD mengenai hal-hal yang 

tidak boleh diubah, seperti UUD Turki, UUD Perancis, dan UUD Italia, yaitu adanya 

ketentuan bahwa sekali-kali tidak boleh diubah bentuk negara republik. Begitupun 

Konstitusi Amerika Serikat menentukan dalam Article V bahwa tidak boleh diadakan 

amandemen sebelum tahun 1808 mengenai Article 1 section 9 ayat (1) dan ayat (4), dan 

tidak boleh diadakan perubahan pada konstitusi sehingga satu negara tanpa 

persetujuannya kehilangan haknya untuk mempunyai perwakilan yang sama dalam 

senat. 

UUD 1945 tidak ada ketentuan mengenai adanya larangan untuk mengubah 

beberapa hal dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD 1945, saya berpendapat 

mengingat sejarah terbentuknya UUD  dan adanya konsensus. 

Pertama adalah dasar (filsafat) negara yaitu Pancasila. Seperti kita mengetahui, 

dasar negara ini adalah hasil persetujuan antara semua golongan dalam Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya dalam Panitia 
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Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan Pembukaan UUD 1945 dan UUD 

1945. 

Kedua adalah tujuan negara. Seperti saya katakan tadi, negara adalah satu 

organisasi. Organisasi ini diadakan untuk mencapai tujuan yang tertentu. Negara 

Republik Indonesia didirikan oleh rakyat untuk mencapai tujuan seperti tercantum 

dalam Pembukaan UUD. 

Ketiga adalah asas negara hukum. Asas ini dapat kita lihat pada Pembukaan 

UUD dan lebih tegas lagi dalam Penjelasan UUD. Pada tahun 1945 kita mendirikan 

negara hukum. Bukan negara kekuasaan. 

Keempat adalah asas kedaulatan rakyat. Asas ini tercantum dalam Pembukaan 

UUD. Kita membentuk negara di mana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. 

Pendapat dan keinginan rakyatlah yang harus menjadi pedoman penguasa dalam 

melakukan tugasnya. 

Kelima adalah asas kesatuan. Pada tahun 1945, sebelum Proklamasi 

Kemerdekaan, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

maupun dalam masyarakat ramai dipersoalkan apakah negara yang akan kita bentuk itu 

Negara Kesatuan atau Negara Federal? Akhirnya dicapai satu persetujuan bahwa yang 

diinginkan adalah Negara Kesatuan. 

Keenam adalah asas republik. Dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 

Kemerdekaan maupun dalam masyarakat pada waktu merupakan persoalan, karena 

adanya orang-orang yang menginginkan bentuk negara kerajaan. Dan soal ini sudah 

selesai pada waktu itu. Andaikata sekarang ini maupun kemudian hari ada orang-orang 

yang menginginkan negara kerajaan, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
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seorang calon raja. Saya kira lama kelamaan di seluruh dunia ini akan hilang bentuk 

negara kerajaan. Yang sudah pasti, tidak akan bertambah lagi negara-negara kerajaan 

yan sekarang ada. 

Menurut Lafran Pane, kalau salah satu hal disebut diubah, maka negara ini tidak 

sesuai lagi dengan negara yang diinginkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dasar 

(filsafat) negara dan dan tujuan negara diubah,  malahan mengatakan bahwa negara 

bukan lagi negara yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.  

Apakah Negara Republik Indonesia harus menganut sistem presidentiil atau 

sistem parlementer,  menurut pendapat Lafran Pane merupakan persoalan yang tidak 

prinsipiil, mengingat sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia antara tanggal 14 

November 1945 sampai 17 Agustus 1950. Memang kita kembali ke UUD 1945 antara 

lain adalah karena UUD Sementara 1950 menganut sistem parlementer yang 

menimbulkan tiap kali pergantian kabinet. Kita menginginkan suatu pemerintahan yang 

stabil.  

Berdasarkan UUD Sementara 1950 menteri-menteri sendiri-sendiri atau pun 

bersama-sama (kabinet) bertanggungjawab kepada DPR, dalam arti kalau 

pertanggungjawaban itu ditolak, maka menteri yang bersangkutan atau kabinet harus 

meletakkan jabatan. 

Apakah sungguh-sungguh UUD 1945 menganut sistem presidentiil? Menurut 

Penjelasan Undang-Undang Dasar, Presiden adalah mandataris MPR dan harus 

bertanggungjawab kepada MPR. Bertanggungjawab di sini dalam arti yang luas. 

Artinya kalau pertanggungjawaban Presiden ditolak, maka Presiden harus meletakkan 
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jabatan, dengan demikian, biarpun menurut UUD 1945 masa jabatan Presiden adalah 

lima tahun, bukan berarti akan memegang jabatan selama lima tahun.  

UUD Sementara 1950 yang menganut dengan tegas sistem parlementer itu 

berlaku yaitu sejak 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 belum pernah ada 

menteri atau kabinet yang jatuh karena mosi tidak percaya DPR (parlemen). Baru sejak 

UUD 1945 berlaku yaitu tanggal 5 Juli 1959 pernah Pemerintah jatuh atas keputusan 

MPRS. Presiden Sukarno dengan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII 

Tahun 1967 berdasarkan UUD Sementara 1950, Kabinet (Pemerintah) dapat 

dijatuhkan oleh DPR (Parlemen); sedangkan berdasarkan UUD 1945, Presiden 

(Pemerintah) dapat dijatuhkan oleh MPR. Memang DPR berdasarkan UUD 1945 tidak 

mempunyai hak untuk menuntut agar Presiden meletakkan jabatan. Tetapi yang pokok 

di sini bukan mana yang punya wewenang. Yang pokok adalah menurut sistem yang 

dianut oleh UUD 1945, Presiden harus bertanggungjawab dalam arti luas kepada MPR. 

Di Amerika Serikat yang menganut dengan tegas sistem presidentiil, tidak 

mungkin seorang Presiden jatuh karena kebijaksanaan politiknya. Senat Amerika 

Serikat memang dapat menjatuhkan hukuman kepada Presiden berupa pemecatan (jika 

Presiden) melakukan kejahatan yang tertenu sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

Konstitusi Amerika Serikat Article II section 4. Tuduhan dilakukan oleh House of 

Refresentatives. 

Kedaulatan rakyat haruskah yang melakukannya satu majelis yang bernama 

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau oleh satu majelis dengan nama lain, menurut 

pendapat saya tidak merupakan hal yang prinsipiil. Dan kenapa hanya MPR yang 

melakukan kedaulatan rakyat, dapat dipersoalkan. Melihat dari namanya dan cara 
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pembentukannya, apakah Dewan Perwakilan Rakyat tidak pantas pula disebut satu 

majelis yang melakukan kedaulatan rakyat. 

Kedaulatan rakyat sepenuhnya adalah demikian, menurut saya lebih baik yang 

dipilih oleh rakyat secara langsung adalah anggota-anggota MPR. Dewan Perwakilan 

Rakyat lebih baik ditiadakan dan diganti dengan Badan Pekerja MPR yang mempunyai 

tugas seperti Badan Pekerja MPRS ditambah dengan tugas membuat undang-undang 

bersama-sama dengan Presiden, dan tugas-tugas yang lain yang dimiliki oleh DPR 

sekarang ini. 

Dalam UUD Sementara 1950 kita kenal pada Pasal 133 Badan Pekerja 

Konstituante yang melakukan tugas DPR sebelum badan terbentuk. Memang Badan 

Pekerja Konstituante seperti yang dimaksud oleh pasal tidak pernah terbentuk karena 

DPR lebih dahulu dibentuk daripada Konstituante. Banyaknya anggota-anggota Badan 

Pekerja MPR ditetapkan umpamya dua perlima dari seluruh anggota MPR yang dipilih 

dari dan oleh MPR. 

Ketua dan Anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas persetujuan MPR. Begitupun Dewan Pertimbangan Agung lebih baik 

ditiadakan dan diganti dengan satu Panitia yang dipilih dari dan oleh MPR. Dengan 

demikian nasihat yang diberikan kepada Pemerintah akan mempunyai kewibawaan 

mengingat Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR.  

Selanjutnya kalau ingin menganut sistem presidentiil secara tegas, lebih baik 

diubah saja cara pemilihan presiden. Tidak dipilih lagi oleh MPR tetapi dipilih secara 

langsung olerh rakyat. Dengan demikian presiden tidak harus bertanggungjawab lagi 

kepada MPR dalam arti luas. Dan dengan demikian ada jaminan kestabilan pemerintah. 
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Seperti sistem pemilihan presiden Amerika Serikat pun sedang direncanakan untuk 

diubah dari bertingkat ke sistem langsung dipilih oleh rakyat. Dengan demikian akan 

mengubah konstitusi. 

Ucapan Lafran Pane pada saat Diesrede (Pidato Dies) pada Dies Natalis II Institut 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Yogyakarta, tanggal 30 Mei 1966. 

Diterbitkan oleh Yayasan Penerbit FKIS IKIP Yogyakarta. 

 

“Pada peristiwa yang bagi saya sangat besar ini, izinkanlah saya pertama-tama 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik 

Indonesia dan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan 

pengangkatan saya sebagai Guru Besar Ilm Tata Negara pada Fakultas Keguruan Ilmu 

Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. 

Terima kasih saya ucapkan pula kpada Rektor IKIP Yogyakarta yang 

mengusulkan pengangkatan saya menjadi Guru Besar. 

Dan kepada Senat IKIP Yogyakarta juga saya ucapkan terima kasih akan 

keputusannya yang bijaksana menyetujui pengangkatan saya menjadi Gurur Besar. 

Dan pada tempatnya pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya 

sekerja pada FKIS yang selama ini memberikan bantuan kepada saya sehingga saya 

dapat melakukan tugas saya dengan baik sehingga dapat diangkat menjadi Guru Besar. 

Pada ksempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru 

saya yang telah mendidik dan mengajar saya. Mudah-mudahan Allah, Tuhan Yang 

Maha Esa, memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada mereka senantiasa. 

Pada kesempatan ini saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta’ala agar 

mengampuni dosa Almarhumah Ibu dan almarhum Ayah saya, Sutan Pangurabaan. 
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Dan bersama ini pula saya memohon agar Allah subhanahu wa ta’ala mengasihi 

mereka sebagaimana mereka mengasihi saya waktu saya masih kecil. 

Kepada kakak-kakak saya, bersama ini pula saya mengucapkan terima kasih 

akan bantuan dan bimbingan yang mereka berikan kepada saya sejak kecil sampai 

sekarang ini. Dan khusus kepada kakak-kakak saya yang sudah meninggal dunia, 

Almarhum Sanusi Pane dan Almarhum Armijn Pane, saya memohon kepada 

Allah subhanahu wa ta’ala agar segala dosa mereka diampuni dan agar mereka 

dimasukkan ke dalam sorga. 

Dan selanjutnya terima kasih saya kepada isteri saya yang mendampingi saya selama 

ini. Terima kasih.” 

5. Menggugat eksistensi HMI (Bukan masalah kubu MPO dan PB HMI). 

Himpunan  Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi kader yang lahir karena 

kebutuhan politik mahasiswa. Kondisi politik yang melingkupi ketika itu merangsang 

beberapa mahasiswa untuk membentuk suatu organisasi yang bisa berguna bagi 

masyarakat, bangsa, dan agama. Karena itu tujuan didirikannya HMI antara lain 

mempertahankan Negara Republik Indonesia serta mempertinggi derajat dan martabat 

rakyat Indonesia. Juga untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran-ajaran Islam di 

muka bumi.
123

 

 

                                                           
123

 Harian Jawa Pos, tanggal 18 September 1990, sebagaimana dimuat dalam Drs. H. Agussalim 

Sitompul (Editor), HMI Mengayuh di Antara Cita dan Kritik, Yogyakarta, Aditya Media, 1997, halaman 

503. 
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a) Kepentingan Nasional dan Kepentingan Islam 

Sebagai organisasi kader, HMI menginginkan semua mahasiswa yang beragama 

Islam mengenal dan menghayati ajaran agamanya, serta mengamalkannya di mana pun 

dia berada.Tentunya penghayatan dan pengenalan agama tersebut disesuaikan dengan 

atribut kemahasiswaannya yang lebih menekankan pada etos kecendekiawanan. 

Tekad yang menyertai didirikannya HMI adalah terciptanya insan akademis 

yang beragama dan dan memiliki wawasan serta kepekaan sosial-politik yang ingin 

eksis dalam setiap kurun waktu dan setiap perjalanan sejarah. Tekad tersebut belum 

tercapai  apa pun tantangannya harus dihadapi. Dalam situasi sosial-politik yang 

bagaimana pun selama usaha menciptakan insan akademis yang Islami dan memiliki 

kepekaan sosial-politik  belum berhasil, tidak ada alasan untuk meniadakan organisasi. 

HMI lahir untuk kepentingan nasional dan kepentingan Islam. Dengan kata lain, 

kelahiran HMI merupakan manifestasi kepedulian mahasiswa berperan dalam 

menegakkan Republik Indonesia yang sekaligus mempertahankan dan menyiarkan 

Islam. Dan bisa dibuktikan dari kiprah HMI dalam setiap perjalanan sejarah bangsa 

Indonesia. 

HMI berperan juga dalam suatu perubahan sosial, HMI sebagai generasi muda 

yang sekaligus warga negara Indonesia, mempunyai kewajiban memberi kekhususan 

kepada mahasiswa yang beragama Islam yang menjadi anggotanya. Misalnya saja turut 

membentuk anggota HMI supaya mempunyai sikap kritis dan mempunyai kualitas yang 

seharusnya dimiliki seorang mahasiswa. 

Setelah menjadi sarjana mereka bisa bekerja dengan tetap membawa missi-missi 

yang bernafaskan Islam. Atau bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungan -

nya atau bahkan menjadi pemimpin dalam skala lokal maupun nasional. 
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Mahasiswa yang menjadi anggota HMI hanya sebagai simbol status.Mereka 

mengikuti basic training –pelatihan kepemimpinan tingkat dasar HMI hanya untuk 

hura-hura atau ramai-ramai. Tapi harus dipahami sebagai proses, karena memang 

mahasiswa yang  jadi anggota HMI berasal dari tingkat pemahaman keagamaan yang 

berbeda-beda. Ada yang ketika masuk HMI baru bisa membaca syahadat, ada yang 

sudah bisa membaca Al-Quran, dan ada pula yang dirinya sudah mapan dalam 

beragama.
124

 

b) PB HMI dan HMI MPO 

HMI yang telah memiliki makna sejarah dan mempunyai tujuan yang 

luarbisa survive dalam setiap perkembangan zaman yang terus menerus berubah. Dalam 

kaitan inilah HMI harus selalu bisa memahami perkembangan dan keadaan zaman serta 

menyesuaikan program-programnya dengan perkembangan zamannya. 

HMI ada kesan perpecahan, yakni adanya Pengurus Besar (PB) dan ada HMI 

Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) yang mengklaim dirinya sebagai pelurus HMI 

yang telah dianggapnya melenceng dari tujuan semula. Tetapi hal itu menurut Lafran 

Pane sebenarnya hanyalah suatu kesalahpahaman yang sifatnya temporer dan perbedaan 

paham diperlukan karena, suatu organisasi hanya bisa maju dan dinamis kalau ada 

perbedaan paham di antara para anggotanya dan seandainya sekarang dikenal kubu PB 

dan kubu MPO, asalkan mereka masih setia kepada cita-cita semula, sebetulnya 

bukanlah suatu masalah. 

c) HMI Tidak Pernah Menyimpang 

                                                           
124

 Harian Jawa Pos, tanggal 18 September 1990, sebagaimana dimuat dalam Drs. H. 

Agussalim Sitompul (Editor), HMI Mengayuh di Antara Cita dan Kritik, Yogyakarta, Aditya Media, 1997, 

halaman 503-505. 
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Sejauh pengamatan saya, sampai saat ini HMI tidak pernah menyimpang dari 

cita-cita maupun aturan main yang telah ditentukan.Ini terbukti sampai sekarang 

keputusan-keputusan kongres masih dijalankan, dan anggota HMI memiliki rasa 

nasionalisme yang tinggi. 

Kini, kalau banyak pihak menyoroti HMI agak melempem dan tidak lagi berpikir 

tentang perubahan sosial, itu sangat keliru. Pada zaman sekarang, yang membuat suatu 

perubahan sosial yang diutamakan adalah penguasaan teknologi. Karena itulah HMI 

sekarang lebih memfokuskan geraknya untuk bisa menguasai teknologi sekaligus 

mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan teknologi. 

Islam tidak akan bisa dijalankan dengan sempurna kalau dirinya masih terjajah 

pendidikannya, spiritual maupun materialnya. Untuk membebaskan keterjajahan itu 

dibutuhkan profesionalisme dari para anggota dan alumni HMI dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Apa yang dilakukan para anggota HMI sekarang ini, 

menurut pengamatan Lafran Pane, sudah mengarah kepada aktivitas yang 

mengantisipasi perkembangan.  

HMI sampai saat ini juga dikenal sebagai ―pabrik” yang menghasilkan alumni-

alumni yang berkualitas dan punya kepeloporan dalam proses demokratisasi. Bahkan 

dalam tata cara pemilihan pengurus, HMI bisa dikatakan paling demokratis. Di HMI 

masa jabatan pengurus tidak lebih dari satu kali.  

Tetapi, apakah peran “pabrik” cendekiawan Muslim yang berkualitas bisa 

dipertahankan? Ini mungkin harus dijawab generasi HMI yang ada sekarang ini. Dan 

untuk bisa mempertahankan peran tersebut, tidak ada jalan lain kecuali dengan menjadi 

lebih peka terhadap perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi. 
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B. Pengaruh Pemikran Lafran Pane 

1. Peletak garis Independen 

Dalam kongres HMI ke-19 sidangnya diselenggarakan di Wisma Haji Pondok 

gede, Lafran Pane pernah membuat Rumusan denagan katra-kata garis Independen 

HMI. Tanpa ada perumusan tentang garis independen Lafran Panne langsung 

mempraktekannya, malahan sebelum HMI sendiri didirikan. 

Gagasan dan prakarsa mendirikan HMI murni 1005 keluar dari pemikiran atau 

lebih tepat lagi dari suara Lafran Pane, meskipun Lafran Pane sering berdikusi dengan 

Kahar Muzakkir. Diskusi dengan Kahar Muzakair sebenarnya untuk menguji gagasan 

Lafran Pane mendirikan HMI fesable atau tidak. Dan proses selanjutnya menurut naluri 

dan pertimbanagan Lafran Pane.
125

 

2. Mendirikan HMI 

Dengan landasan taqwa yang mendasar, dikala Lafran Pane melihat kenyataan 

kehidupan kemahasiswaan di Yogyakarta, yang sedang menyedihkan bagi 

perkembangan Agama Islam kelak, maka bersama kawan – kawannya sekuliah dan 

seide, pada tanggal 5 Februaru 1947 mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). 

Bagi Lafran Pane mendirikan HMI, bukan karena hobby yang bisa diurus dan 

dikembangkan dengan kerja ―sambil lalu‖. HMI sebagai suatu alat perjuangan ummat 

Islam, harus dibina dan dikembangkan dengan penuh kesungguhan, teratur dan 

terencana. Maka, karena HMI dimasa mula berdirinya memerlukan pembinaan yang 

terus menerus, agar kehidupannya tetap bisa kokoh, untuk memperjuangkan cita-cita 

luhur. 
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Untuk penjajakan lebih jauh akan pendpat publik akan lahirnya HMI, Lafran 

Pane mengadaka tukar pikiran dngan Prof. Bdul Kahar Muzakir (Rektor STI saat itu). 

Prof.  Kahar setuju dengan pertimbangan organisasi yang didirikan tersebut tidak terlalu 

mencampuri urusan politik. Peringatan Prof. Kahar cukup beralasan karena situasi 

politik yang tidak menentu pada saat itu, apalagi STI secara kelembagaan belum 

kokoh.
126

  

Lafran Pane snagat semnagat mewujudkan mimpinya apalagi dalam gagasan 

tersebut sudah terlanjur tersebar di kalangtan mahasiswa STI. Lafran Pane segera 

menyiapkan anggaran Dasar dan nama organisasi yang akan ditawarkan, yakni HMI 

(Himpunan Mahasiswa Islam).
127

 

Kemudian Lafran Pane mulai bergriliya mencari Mahasiswa di luar STI yang 

mendukung gagagsan Lafran Pane. lafranPane sering duduk di depan serambi masjid, 

terutamadi serambi masjid besar Kauman menjelang shalay Jum’at. Bilamana beilaiu 

bertemu dengan mahasiswa yang akan shalat, maka dengan segera Lafran Pane 

memperkenalkan diri dan mengajak masuk ke dalam organisai yang akan di bentuk 

tadi.
128

 

Lafran Pane mengenal hampir seluruh mahasiswa STI, karena di STI lafran Pane 

menjabat sebagai ketua senat III Senat Mahasiswa STI urusan kemhasiswaan, 

disamping itu Lafran Pane juga menjadi pengurus PMY seksi STI bersama Syahri dan 

Suyono. 
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Sejalan dengan semakin matangnya situasi yang mengiringi kelahiran HMI, dan 

para pendukung ide tersebut terus bertambah dan semakin menemukan bentuknya di 

awal tahun 1947. Lahran Pane bermaksud agar kelahiran HMI diterima oleh semua 

pihak dengan ikhlas dan lapang dada. Rupanya keinginan luhur tersebut belu dapat 

dimengerti oleh semua pihak, khususnya kelompopk PMY dan GPII.
129

 

Mengingat kebutuha yang semakin mendesak, maka tidak boleh tidak organisasi 

ini harus hadir dengan segera. Akhir dari semua ini, Lafran Pane berijtihad mencari 

jalan ke luar. Lafran mengatakan : 

“siapa yang mau menerima berdirinya organisasi mahasiswa Islam ini, itu 

sajalah yang diajak, dan yang tidak yang tidak setuju biarlah mereka terus menentang, 

toh tanpa mereka organisasi itu akan terus bisa berjalan.”
130

 

Setelah mengalami berbagai hambatan yang begitu rumit lebih kurang 3 bulan, 

detik-detik kelahiran organisasi mahasiswa Islam akhirnya datang juga. Saat itu, adalah 

hari-hari biasa mahasiswa-mahasiswa STI datang sebgaimana biasanya untuk mengikuti 

kuliah-kuliah, tanpa diduga dan memang sudah takdir tuhan, mahasiswa-mahasiswa 

yang selama ini menentang keras kelahiran STI tidak hadir mengikuti kuliah. 

Jam kuliah Tafsir dari bapak Husein Yahya, Lafran Pane kemudian meminta 

izin kepada beliau, mengetahui Lafran Paneselaku Ketua II senat mahasiswa STI, 

Husein Yahya memberikan izin walau beliau sendiri belum mengetahui secara pasti 

maksud dari pertemuan tersebut, namun beliau tetap berkenan untuk menyaksikan 

peristiwa tersebut.
131
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Maka dengan persiapan yang matang, saat itu hari Rabu Pon, 14 Rabiulawal 

1366 H atau bertepatan dengan 5 Februari 1947 M pukul 16.00 WIB, bertempat disalah 

satu ruangan kuliah STI, Jalan Setyodiningratan,  masuklah mahasiswa Lafran Pane, 

langsung berdiri di depan kelas dan memimpin rapat, dalam prakatanya Lafran Pane 

mengatakan : 

“ Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi Islam, karena semua persiapan 

dan perlengkapan sudah beres”.
132

 

Selanjutnya Lafran Pane memepersilahkan Bapak Hussein Yahya untuk 

memberikan sambutannya, namun beliau berkeberatan, karena kurang tahu apa yang 

harus disampaikan sehubungan dengan tujuan rapat itu, di samping itubekiau juga 

berpendapat biarlah mahasiswa yang menyelesaikan urusan mereka. 

Lafran Pane kemudian selaku pemimpin rapat antara lain mengatakan : 

1. Rapat hari ini adalah rapat pembentiukan satu organisasi mahasiswa islam 

dimana anggaran dasarnya sudah dipersiapkan. 

2. Pada hari ini bukan lagi mempersoalakn perlu atau tidaknya mendirikan 

organisasi mahasiswa Islam. 

3. Diantara saudara-saudara boleh ada yang tidak setuju, boleh juga ada yang 

setuju, namaun demikian walaupun masih ada yang tidak setuju, pada hari 

ini juga organisasi mahasiswa Islam ini sudah harus berdiri, karena 

persiapannya sudah matang.
133

 

Pertemuan tersebut kemudian di selang-selangi pertanyaan dan penjelasan 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan organisasi mahasiswa Islam tersebut. Secara 
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keseluruhan pertemuan belajar lancar, semua mahasiswa yang haidrmenyatakan 

persetujuan. Selanjutnya mengenai namaorganisasi peserta rapat sepakat dengan usulan 

Lafran Pane, dimana organisasi itu bernama Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat 

HMI. lahir sebuah organisasi mahasiswa yang kelak menjadi wadah perkaderan bagi 

calon-calon pemimpin bangsa. Di tengah pergolakan nasional mempertahankan 

kemerdekan dan polarisasi kaum terpelajar ke dalam paham sosialisme, HMI muncul 

sebagai organisasi mahasiswa pertama yang memakai label Islam. 

Berikut beberapa hasil keputusan penting rapat tersebut yang kelak akan menjadi 

sejarah penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. 

1. Hari Rabu Pon 1878, 14 Rabiul Awal 1366, bertepatan dengan tanggal 

5Februari 1947, menetapkan berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam, 

disingkat HMI yang bertujuan : 

a. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat 

rakyat Indonesia. 

b. Menegakan dan mengembangkan jaran Islam. 

2. Mengesahkan Anggaran Dasar HMI. Adapun Anggaran Rumah tanggaa 

akan dibuat kemudian. 

3. Membentuk pengurusan HMI, dengan susunan sebagai berikut : 

Keua : Lafran Pane  

Wakil Ketua: Asmin Nasution 

Penulais I     : Annton Timur Djaelani. 

Penulis II      : Karmoto  

Bendahara I   : Dahlan Husein 

Bendahara II   : Maisaroh Hilal 
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Anggota          : Suwali 

Jusdi Ghojali 

Mansyur. 

4. Sekertariat HMI dipusatkan di Asrama Mahsiswa, Jln Setyodidingratan 5 

(jalan Pangeran Senopati 4, Sekolah Asisten Apoteker-SA’A saat itu).
134

 

 23 hari setelah HMI berdiri barulah Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta 

mengeluarkan berita pada tanggal 28 Februari 1947 : 

“Baru-baru ini di Yogyakarta di Yogyakarta, telah didirikan Himpunan 

Mahasiswa Islam, anggota-anggotanya terdiri darimahasiswa dari seluruh Indonesia 

yang beragama Islam. Perhimpunan iniakan menjadi naggota Kongres Mahasiswa 

Indonesia Sekertariat HMI : Asrama Mahasiswa, Setyodiningratan 5 Yogyakarta”.
135

 

Lfran Pane sesaat setelah mendirikan HMI menyatakan : 

 ―Keputusan mendirikan HMI, kamai (saya)tegaskan, karena kebutuhan yang 

sangat mendesak bagi para cendekiawan Muslim muda untuk ikut dalam perjuangan 

kemerdekaan nasiona. Selanjutnya HMI juga diharapkan mampu melestarikan dan 

mengamankan ajaran Islam.”
136

 

Selajutnya untuk menghilangkan anggapan bahwa HMI didirika hanya untuk 

mahasiswa STI. Maka Lafran Pan e berinisiatif untuk memasukan mahasiswa-mahasiwa 

Islam lainnya di luar STI untuk menjadi pengurus HMI.  
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Lapran Pane bertemu dengan Muhamad Syafaat Mintaredja di alun-alun utara 

Yogyakarta pada saat shalat idul fitri 1366H. Lafran Pane mengetahui bahwa M.S 

Mintaredja adalah mahasiswa Fakultas Hukum BPT Gajah Mada (sekarang menjadi 

Universitas Gajah Mada) karena sebelumnya sudah pernah berkenalan dengan kereta 

pai dalam perjalanan ke kongres PMI (Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Islam 

Indonesia ) di Mlang bulan maret 1947. Saat itu M.S Mintareja mewakili delegasi 

PMY. Lafran Pane berjanji akan bersilaturrahmi ke rumah M.S Mintareja untuk 

bertukar pikiranmengenai kemahasiswaan HMI.
137

 

Pada tanggal 22 Agustus 1947 atau 6 bulan setelah HMI  berdiri 5 Februari 

1947. Lafran Pane melakukan reshuffle (pergantian-penyerahan) kepengurusan HMI 

dengan tujuan untuk  semakin memperkokoh posisi HMI dalam dunia kemahasiswaan 

sehingga tujuan HMI dapat tercapai. Hasil Reshuffle tersebut adalah: 

Ketua   :M.S Mintaredja 

Wakil Keta  :Lafran Pane 

Sekertaris I : Asmin Nasution 

Sekertaris II : Karmoto  

Bendahara  :Maesaroh Hilal.
138

 

Setealh di Reshuffle semakin banyak mahasiswa-mahasiwa di luar STI yang 

bergabung dengan HMI. Selain itu juga terdapat nama-nama baru yakni Ahmad 

Tirtosudiro, Ushuludin Hutagalun,  M. Sanusi, Suastuti Notoyudo. Sejak itulah HMI 

muali dikenal mahasiswa-mahasiwa UGM. Hal ini tentu tidak lepas dari keikhlasan 

                                                           
137

 Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuanagn HMI, (Yogyakarta : Depertemen Penerangan HMI 

Cabang Yogyakarta, 1966),hlm. 31.  
138

 Ibid., hlm. 32. 



115 
 

 

Lafran Pane untuk menyerahkan pimpinan HMI yang baru 6 bulan di embannya kepada 

orang yang menurutnya lebih pantas dan tepat untuk kondisi saat itu. Yakni M.S 

Mintaredja. 

 Setelah pergantian Pengurus HMI mengadakan kongres yang pertama di 

Yogyakarta pada 30 November 1947 yang dihadiri oleh HMI cabang Yogyakarta, Solo, 

Klaten, Malng. Jumlah naggota HMI yang mulanya 15 orang bertambah menjadi 100 

orang. Mintaredja secara resmi dipilih menjadi Ketua Umum, sementara Sekertaris 

Umum dipegang oleh Ushuludin Hutagalung.
139

 

Setelah Kongres pertama HMI  ini, pengaruh HMI semakin besar, sebab HMI 

langsung terjun ke gelanggang medan pertempuran melawan kolonial Belanda. Hal ini 

menimbulkan simpati dikalangan Rakyat dan pemerintah.selanjutnya pada kongres ke II 

HMI yang menyusun kepengurusan HMI periode 1947-1951, Mintaredja diamanatkan 

untuk menjadi Ketua PB HMI sementara Wakil Ketua diserahkan kepada Ahmad 

Tirtosudiro. Lafran  Pane sendiri menjadi sekertaris II PB HMI. Namun pada bulan 

Desember 1948 Yogyakarta diduduki Belanda, HMI terpencar. Ahmad dan M. Sanusi 

berada di Front pertempuran dan M.S Mintaredja dan Ushuludin Hutagalung bertugas di 

luar Yogyakarta. Maka Pemimpin HMI kembali diserahkan kepada Lafran Pane dengan 

wakil Dahlan Ranuwihardjo.
140

 

Lafran Pane sebaai Krtua HMI menjadi orang yang paling bertanggung jawab  

dalam tugas tersebut. Namun demikian selain sebagi pemimpin di HMI Lafran Pane 

juga aktif dalam organisasi mahasiswa intra kampus, yakni sebagai Ketua Senat III 

Mahasiswa STI, pengurus PMY, disamping itu juga Lafran Pane juga masih bekerja 
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sebagai Pegawai Negri Kementrian Sosial RI sehingga harus masuk kantor setiap hari. 

Maka atas dasar permintaan Lfran Pane sendiri, dengan surat keputusan mentri sosial RI 

No. D/135/P tanggal 30 April 1947, Lafran Pane diberhentikan dengan hormat sebagai 

pegawai negri Kementrian Sosial. Saat itu Lfran Pane sudah menjabat sebagai pegawai 

menegah tingkat II.
141

 

Lapran Pane lebih banyak mempunyai waktu luang untu mengurus, membina 

dan mengembangkan HMI  dengan mendatangi berbagai cara baik ketika diundang 

maupun tidak, jika beliau dala keadaan sehat. Dalam berbagai kesempatan di berbagai 

acara HMI biasanya Lafran Pane selalu hadir lebih awal dari yang lainnya.
142

 

Ketika HMI akan dibubarkan oleh PKI dan CGMI, Lafran Pane termasuk kena 

imbasnya. Rumah Belau semasa di Sidomulyo, Jetis, cicoret-coret oleh CGMI dan 

Pemuda Rakyat, dengan kata-kata yang penuh hasutan dan fitnah. Lafran Pane juga 

diusulkan diberhentika dari IKIP Yogyakarta, karena Lafran Pane adalah tokoh 

pemrakarsa HMI dan Alumni HMI.
143

 

Tiga ideologi besar yang menjadi kompartemen utama bangsaIndonesia, yaitu : 

Islam, Nasionalisme dan Komunisme saling berebut kekuasaan untukmendominasi 

pimpinan kabinet. Akibatnya situasi politik tidak pernah stabil dan seringterjadi gonta-

ganti kabinet. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 adalahsalah satu klimaks 

dari adanya pertarungan ideologi-ideologi tersebut. Bagi HMI sendiri, masa tahun awal 

50-an, oleh Dahlan Ranuwiharjo, disebutsebagai masa disorganized (kekacauan 

organisasi).
144
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Beberapa pengurus PB HMI jugaada yang meneruskan kariernya di bidang 

militer, seperti A. Tirto Sudiro dan Hartono. Keadaan ini sangat mempengaruhi kinerja 

kepengurusan yang waktu itudipimpin oleh oleh SH. Mintaredja. Akhirnya Lafran Pene 

dan beberapa pengurus lain seperti Dahlan Ranuwiharjo berusaha mengantisipasi 

keadaan ini dengan mengambilalih kepengurusan HMI. Beruntunglah, dengan cara ini, 

HMI masih bisa terselamatkan. 

Meskipun PB dalam keadan lemah, ekspansi cabang-cabang masih bisa 

berlangsung,Beberapa ekspansi cabang yang dilakukan diantaranya adalah 

pembentukan HMICabang Jakarta, Cabang Bogor, Cabang Bandung dan Cabang 

Surabaya. Di tingkat nasional, kepengurusan PPMI (Perserikatan Perhimpunan 

Mahasiswa Indonesia –semacam KNPI-nya zaman itu) masih selalu dipegang 

kepemimpinanya oleh HMI. Pindahnya Ibu Kota kembali ke Jakarta pada tanggal 17 

Agustus 1950 menjadikan HMI juga harus segera memindah sekretariatnya ke ibu kota 

yang baru. 
145

 

Pada bulan Juni1950, secara resmi sekretariat HMI pindah dari Yogyakarta ke 

Jakarta, waktu  itu HMIdiketuai oleh Lukman Hakim. Pada kepemimpinan Lukman 

hakim ini rupanya HMI masih juga belum bisa terlepas dari kondisi keterpurukanya. 

Kinerja organisasi lamban,manajemen organisasi tidak bagus, dan anggotanya banyak 

yang tidak terurusi. Dalam kongres HMI II di Yogyakarta (Desember 1950) diputuskan 

DahlanRanuwiharjo sebagai ketua Umum HMI yang ke-3. Dibawah kepemimpinannya 

HMImulai melakukan pembenahan kembali dengan membuka cabang-cabang baru. 

HMI jugaktif melakukan penggalian kembali nilai-nilai ke-HMI-an dengan tetap aktif 
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mengontrolnegara dengan memberikan aktif memberikan kritik dan saran kepada 

PresidenSukarno. 
146

 

3. Perakarsa pemikiran proklamasi 17 Agustus 1945 

Pada zaman Jepang bersama pemuda yang lain, Lafran Pane termasuk dalam 

golongan pemuda yang dibina oleh Kaigun ( Angkatan Laut Jepang). Saat Jepang 

menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, pemuda dan mahasiswa Indonesia 

termasuk di dalamnya Lafran Pane mengikrarkan : ― Tidak mau menerima 

Kemerdekaan Indonesia dari Jepang seperti apa yang deipersiapkan Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI)‖. 

Ikrar itu dicetuskan di gedung Menteng Raya 31 Jakarta. Tiga hari kemudian, 17 

Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di Pengangsaan Timur 56 

Jakarta, ke seluruh dunia, oleh Soekarno – Hatta, sesuai dengan ikrar para 

pemuda/mahasiswa di atas. 

Kepala Pusat Sejarah ABRI Departemen Pertahanan /Keamanan Brigjen Nugroho 

Notosusanto dalam memberikan keterangan kepada Harian KOMPAS Jakarta, yang 

dimuat tanggal 16 Agustus 1975 No. 42/XI halaman IV, mengatakan, kelompok yang 

memegang peranan penting dalam proklamasi 17 Agustus 1945, ada 4 kelompok, yaitu : 

Pertama, kelompok sekitar Soekarno-Hatta dan PPKI, yang secara sosiologis umumnya 

terdiri dari ―golongan tua‖ dan sudah punya riwayat perjuangan sejak zaman Belanda. 

Kedua, kelompok Mahasiswa/Pelajar. 
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Ketiga, kelompok Pengusir Tentara Asing (PETA). Meskipun tidak semua 

anggota PETA masuk dalam kelompok ini. Pemuda Singgih yang menculik Bung 

Karno, Bung Hatta, adalah seorang Shodanco PETA dari Batalyon Jakarta. 

Keempat, kelompok campur aduk yang bermarkas di Menteng Raya 31. menurut 

Nugroho Notosusanto, Menteng Raya baru menonjol setelah terbentuknya ―komite van 

Aksi‖ sesudah Proklamasi. Tujuan Komite ini untuk menghimpun unsue kaum muda. 

Pimpinannya terdiri dari : Sukarni, N. Nitimiharjo, Adam Malik, Wikana, Chaerul 

Saleh, Pandu Wiguna, Kusnaeni, Darwis, Johar Nur, Armunanto dan Hanafi. 

Jika dihubungkan apa yang diperbuat oleh Lafran Pane di saat – saat Proklamasi 

17 Agustus 1945 beserta teman – temannya yang lain, dengan keterangan Brigjen 

Nugroho Notosusanto di atas, maka Lafran Pane termasuk dalam kelompok kempat, 

sebagai kelompok yang memegang peranan penting dalam Proklamasi 17 Agustus 

1945. 

Semasa hidupnya, Lafran banyak berkarya lewat artikel-artikel bebas yang ia 

tulis, di antaranya Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia, 

Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kedudukan Dekret Presiden, Kedudukan 

Presiden, Kedudukan Luar Biasa Presiden, Kedudukan Komite Nasional Indonesia 

Pusat, Tujuan Negara, Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Memurnikan 

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Konstitusional, dan Menggugat 

Eksistensi HMI.
147

 

Pada 3 November 2017, Presiden Joko Widodo menyetujui usulan agar pendiri 

HMI ini menjadi Pahlawan Nasional. Gelar pahlawan akan diberikan pada tanggal 9 
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November 2017. Lafran Pane diberi gelar Pahlawan Nasional karena dinilai telah 

memberikan sumbangsih yang besar kepada bangsa dan negara.
148

 

4. Perubahan Konstitusi 

5. Kepentingan Nasional dan Kepentingan Islam 

C. Cendekiawan Muslim Indonesia 

 Untuk melakukan pembaharuan dalam islam maka pengetahuan, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan umat islam akan agamanaya harus ditingkatkan, sehingga 

dapat mengetahui dan memahami ajaran islam secara benar dan utuh. Kebenran isalam 

memiliki jaminan kesempurnaannya sebagai peraturan untuk hidup yang dapat 

menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.  

 Yudi Latif menjelaskan sejak politik etis diterapkan pada awal abad ke 19 

memberikan kesempatan pada ningrat priyayi Indonesia untuk memperolehpendidikan. 

Namun sebagian mereka yang berlatar belakang muslimmerasa kecerwa dengan upaya-

upaya pihak penjajah menjauhkan mereka dari Islam melalui sistem pendidikan modern 

dengan nilai dan prinsip sekulernya. Karena iti, mereka mulai memperkaya pengetahuan 

keagamaannya, sehingga munculah apa yang kemudian disebut dengan intelek-

Ulama.
149

 

Selain itu promosi pendidikan barat oleh pemerintah kolonial telah menciptakan 

hierarki-hierarki pengetahuan dan nilai-nilai kolonial yang mematrikan Edward Said 

menyebut ini sebagai ―pengkelas duaan yang mengerikan‖ terhadap beberapa lapisan 
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masyarakat dan kebudayaan. Pada gilirannya, hal ini mendorong hasrat serangan balik 

pengetahuan-pengetahuan ―tersisihkan‖ lewat jalan, disamping cara-cara lain.
150

 

Strategi peniruan (mimicry)  dan apropiasi (appropriation). Komunitas 

epistemik Islam, misalnya, berusaha sekuat tenaga untuk mengadopsi aparatus metode-

metode, dan kurikulum pendidikan modern sebagai sarana untuk merepilatisasi ajaran-

ajaran dan daya tahan islam. Upaya ini kemudian melahirkan sistem pendidikan 

madrasah yang didalamnya aparatus dan metdode-metode modern diperkenalkan dan 

mata pelajaran agama diajarkan berdampingan dengan mata pelajaran sekuler. Hal ini 

melahirkan sejenis clerical-intelegensia (intelegensia klerikus) yang dikenal dengan 

ulama-intelek (ulama yang melek pengetahuan modern).
151

 

Karena situasi demikian, intelektual Indonesia menjadi strata sosial yang retak 

sehingga sehingga sulit diidentifikasi sebagai sebuah strata sosial tersendiri yang 

menyatu. Meski demikian mereka tetap menunjukan kesamaan-kesamaan dalam 

keistimewaan sosial (sosial previlage) bahsa, kebiasaan, latar pendidikan, dan orientasi 

pekerjaan. Dengan keta lain Intelektual Indonesiamereflekasikan suatu ekspresi kolektif 

dalam arti ―suatu kesamaan identitas dalam perbedaan‖ (identity in identity).
152

 

Berdasarkan pengalaman sejarah, Intelektual dalam Islam cukup dikenali dengan 

tiga cirinya, pertama, ia tidak takut menyuarakan kebenaran. 

Kedua, tidak ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi, kwlompok, partai 

dan lain-lain. 
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Ketiga, ia adalah agent of chang, agent perubahan, dan bukan subjek yang 

dirubah oleh lingkungannya.
153

 

Pada abad ke 20 ada enam generasi pemikir Indonesia pada akhir abad ke 19 

sampai permulaan abad ke 20, yaitu : 

1. Generasi pemikir Indonesia sperti Tjokroaminoto, Agus Salim dan sebagainya. 

2. Generasi kedua Pemikir Muslim Indinesia adalah M Natsir, M. Roem dan K. 

Singodimedjo pada 1950-an. 

3. Generasi ketiga seperti Lafran Pane, A Tirtosudiro dan Jusdi Ghazali pada tahun 

1960-an merupakan anak Revolusi kemerdekaan sehingga cenderung kooperatif. 

4. Generasi keempat seperti Nurholis Majid, Imaduddin Abdurrahim dan Djohan 

Efendi pada 1970-an. 

5. Generasi kelima, yakni Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pada 

awal 1990-an dengan Habiby sebagai ikon centralnya. Pengunduran diri 

Soeharto dan diganti Habibie pada 1998 lantas membuka peluang tokoh ICMI 

untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh politik yang besar. 

6. Generasi keenam yang sebagian anggotanya lahir pada 1970-an dan 1980-an 

seperti Ulil Abshar Abdala, Fakhri Hamzah, dll.
154

 

Tugas suci umat islam adalah mengajak umat Manusia kepada kebenaran Ilahi 

dan kewajiban umat Islam adalah menciptakan adil makmur material dan spiritual. 

Dengan adanya gagasan pembaharuan  pemikiran keislaman, adalah diharapkan 
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kesenjangan dan kejumudan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman 

ajaran Islam dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai denagan ajaran Islam. 

Kebekuan pemikiran umat Islam telah membawa pada arti agama yang kaku dan 

sempit, tidak lebih dari agama yang hanya melakukan peribadatan. Al-Qur’an hanya 

dijadikan sebatas bahan bacaan, Islam tidak ditempatkan pada ajaran yang universal. 

Lafran Pane sangat meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna, 

sehingga salah satu tujuan utama Lafran Pane mendirikan HMI adalah mengenalkan 

kesempurnaan Islam, yang kelak akan menjadi Pemikir Muslim Indonesiam 

“jika ajaran Islam dipraktekan oleh rakyat Indonesia dalam segala lapangan 

hidup dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan mungkin Belanda bisa menjajah dan 

mengeksploitasi Bangsa Indoesia dalam kurun waktu yang sangat lama Penjajah 

sangat memahami potensi lemahnya pendidikan Islam pada mayoritas Masyarakat 

Indonesia”.
155

 

Menurut Lafran Pane, sekalipun bangsa Indonesia telah merdeka pada 17 

Agustus 1945 dan telah memiliki sebuah negara pada 18 Agustus 1945, akan tetapi 

akibat dari kolonialisme Belanda tidak akan lenyap begitu saja, terutama dari orang-

orang yang semata mata menerima pendidikan serta pengajaran di lembaga-lembaga 

pendidikan kolonial. Untuk mengantisipasi hal tersebut harus diadakan pendidikan yang 

intensif dalam upaya memunculkan kesadaran bahwa bangsa Belanda tidak lebih tinggi 

derajatnya dari bangsa Indonesia.
156

 Lafran Pane kemudian mendirikan HMI sebagai 

aktualisasi dari keyakinan tersebut. 
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Nurholis Madjid mengatakan hal ini dengan mengatakan : 

“Inilah sesungguhnya latar belakang berdirinya HMI. HMI tidak ahir debagai 

sekadar suatu reaksi terhadap keadaan temporer di depan mata, tetapi berakar 

kedalam aspirrasi umat slam yang dikandung untuk beradab-adab lamanya HMI 

adalah suatau cetusan dari tekad mulia, suatu menifestasi dari “kalimat tiyibah” 

(pernyataan baik. Kalimat Toyibah itu diumpamakan dalam alqu’an sebgai pohon ynga 

baik, urutnya menghujan ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang kelangi, 

memberikan buahnya seia waktunya dengn ijin tuhan.
157

 

Ada dua hal yang dilakukan Lafran Pane pada awal pendirian HMI. Pertama 

Lafran Pane dengan HMI telah menunjukan suatu upaya untuk mengankat Islam 

sebagai sesuatu yang lebih tinggi di mata mahasiswa. Islam bukanlah kaum saruangan 

yang kumal serta hanya mengetahui sholat, pengajian. Suhingga Islam tidak perlu 

disingkirkan dari kehidupan sehari-hari. Kedua Lafran Pane telah melakukan misi 

pencerahan, bahwa Islam satu dan kelompok-kelompok apapun dalam Islam itu tidak 

menjadi persoalan. Hal ini dilakukan dilakukan terhadap Independen HMI yang 

mengikis fanatisme kelompok dikalangan anggota HMI. HMI yang dianggap Lafran 

Pane menekankan pada persatuan umat Islam.
158

 

HMI yang didirikan Lafran Pane sejak bulan November 1946, menjadi jawaban 

lugas terhadap pola pikir masyarakat saat ini. Lafran Pane menginginkan keseimbangan 

dalam setiap pribadi intektual Muslim Indonesia. Sebuah kepribadian yang integral dan 
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konsisten yaiut pribadi ulama-intelek dan intelekulama sekaligus, sehingga mampi 

beramal Ilmiah dan berilmu amaliah.
159

 

Kesimbangan yang dimaksud disini yaitu: 

1. Kesimbangan antara tugas duniawi dan ukhrowi, karena dianara keduanya 

merupakan sebuah kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. 

2. Keseimbangan antara kerja ilmu dan kerja iman 

3. Keseimbangan antara kewajiaban intelektual dan ulam. 

Sehingga merupakan suatu satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan antara 

satu dan yang lainnya dalam suatu pribadi yang integral. Dlam rangka menuju 

tujuan diatas maka dibutuhkan suatu pendekatan baru, sesuai dengan pemikiran 

sekarang. 

Keseimbangan ini merupakan jawaban Lafran Pane terhadap berbagai upaya 

yang memisahkan antara ulama dan intelektual. Bagi Lafran Pane ulama harus juga 

sebagai intelektual, demikian sebaliknya, hal ini berbeda denagn pendapat umum yang 

berkembang dikalangan masyarakat yang cenderung menyebutkan bahwa ulama adalah 

mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan madrasah, sedangkan intelektual 

adalah mereka yang berasal dari pendidikan model sekolah. 

Setaiap pembaharuan dimanapun dan kapanpun muncunya yang akan menjadi 

sasran adalah tiga hal. Pertama organisasi. Kedua, pemikiran. Ketiga. Ijtihad.
160

 sasaran 

pertama sudah baik sudah dilakukan oleh Lafran Pane dengan mendirikan HMI, 

seabagai alat untuk melakukan pembaharuan yang bersifat wajib, maka alatnya pun 

wajib ada. Sebab tanpa alat tujuan pembaharuan alan leih mudah. 
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Selanjutnya bertolak dari konfigurasi politik pasca kemerdekaan Indonesia yang 

telah menybabkan polarisasi di kalangan elit-elit manusia Indonesia sebelum kelahiran 

HMI, maka dirumuskan ide dasar dan pemikiran sebagai dasar yang pertama. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisispasi arus politik yan setiap saat selalu berubah di 

Indonesia. 

Menurut empat golongan yaitu : 

1. Golongan awam. Golongan ini merupakan bagian terbesr, yaitu mereka yang 

mengamalkan ajaran islam itu sebagai yang diadatkan sebagai acara perkawinan, 

mati dan selamatan. 

2. Golngan alim ulama. Golongan dan pengikut-pengkutnya yang mengenal dan 

mempraktekan aga islam sesuai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Seperti 

halnya dengan hadist-hadist dan riwayat-riwayat. Golonhan ini tidak hanya 

mencontoh kelakuan Nabi sbagai Rosul, tetapi juga sifat dan kebiasaannya yang 

tidak lepas dari masyarakat Arab, yang mempunyai sifat-sifat khusus dan 

berlainan dengan Masyarakat Indonesia. Meraka masih menganggap masyarakat 

Arab lebih tinggi derajatnya. Sampai sekarang orang Indonesia masih banyak 

yang hidup ingin menjadi seperti orang Arab. Tentang lagu mislanya, meraka 

hanya mendengarkan lagu Qosidah dan Gambuslah yang tidak haram. Setelah 

masuknya pengaruh budaya Arab, hidup alim ulama sangat tertutup. Perubahan-

perubahan dalam rangka kemajuan yang merka alami sedikit sekali dikarenakan 

kurangnya hubungan dengan dunia luar. Sehingga masih ada orang yang 

beralam fikiran dan berjiwa seperti orang-orang yang  hidup pada masa-masa 

yang lalu. Golongan ini umumnya berpendapat agar islam itu diperaktekan 
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seperti halnya yang diperaktekan di negri Arab pada 13 abad yang lalu, dengan 

tidak memperhatikan tempat dan waktu. 

3. Golongan alim ulama dan pengikutnya yang terpengaruh oleh mistik. Pengaruh 

istik ini. Mereka tidak terlalu memikirkan memeikirkan keduniawian mereka 

hanya memikirkan kehidupan akhirat saja. Pengaruh perubahan sosial yang ada 

dalam dunia masyarakat dan dunia sekarang. Mereka ini berpendirian, bahwa 

kemiskinan dan penderitaan adalah satu jalan untuk bersatu denagan Tuhan. 

4. Golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kamauan zaman 

selaras dengan wujud dan hakiakat agama Islam. Mereka berusaha, supaya 

agama itu benar-benar dapat di peraktekan dalam masyarakat Indonesia 

sekarang ini. Dari ketiga golongan diatas, golongan kesatu dan kedualah yang 

paling besar pengaruhnyadalam masyarakat Islam. Lafran Pane berkeyakinan 

bahwa golongan satu dan dua belum benar-benar memahami agama Islam lebih 

dalam. Mereka menolak kemoderenan. Mereka umumnya mempelajari agama 

Islam melalui doktrin tanpa ditinjak lanjuti dengan bacaan dan diskusi 

kebudayaan. Padhal Agama Islam tidak hanya amengatur Manusia dengan 

Tuhan , tetapi juga antara manusia dengan manusia lainnya, satu masyarakat 

lainnya, dari yang paling kecil, yaitu keluarga, sampai masyarakat besar seperti 

Negara.
161

 

Lafran Pane menyadari jika kesenjangan pemahaman keislaman tersebut 

dibiarkan akan membawa akibat ang tidak menguntungkan bagi perkembangan agama 

Islam di Indonesia. Karena itu pembaruan pemikiran merupakan suatu keharusan bagi 
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umat Islam. Lafran Pane meyakini pemahaman yang baiak tentang Islam akan 

mempercepat kemajuan Indonesia sebagaimana dia meyakini pemahaman yang baik 

tentang Islam. Dengan demikian dapat dipahami jika Lfran Pane merumuskan paling 

sedikit empat golongan dalam Islam sebagaimana yang termaktub di atas.
162

 

 Lafran Pane pembaharuan pemikiran keislaman harus dimulai dengan meniadakan 

kesenjangan dalam  kehidupan umat islam, terutama dalam soal pengetahuan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan Islam. Lafran Pane kemudian membagu 

Umat Islam kedalam 

Gagasan pembaharuan pemikiran keislaman oleh Lafran Pane 

dirumuskandengan baik dalam redaksi tujuan HMI yang pertama kali dirumuskan oleh 

Lafran Pane sebagai berikut : 

“Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat 

Indonesia, serata menegakan dan mengembangkan ajaran Agama Islam”
163

 

Dua ide dasar tersebut kemudian lebih dikenal dengan istilah ―komitmen kebangsaan‖ 

dan ―komitmen keislaman‖. Kedua komitmn ini dalam perjalanan sejarah HMI menjadi 

landasan gerak aktivitas organisasi, bahkan menjadi ciri khas dan sifat gerakan HMI.
164

 

Tujuan sebenarnya ini memiliki tujuh aspek perubahan pemikiran yang ingin 

dilaksanakan, yaitu aspek politik, ekonomi, pendidikan, hukum, budaya, pemikiran 

Islam, dakwah Islam.
165

 Pebaharuan dalam ketujuh bidang ini harus dilandasi oleh Islam 

sebagai sumber motivasi dan inspirasibagi setiap intelektual muslim.
166
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Pertama, aspek politik. Agama Islam tidak dapat dikembangkan dan disiarkan 

dengan baik dan sempurna. Kalau Negara Republik Indonesia masih dijajah oleh 

Belanda. Oleh karena itu keerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan 17 

Agustus 1945 harus dipertahankan, sehingga Negara, Rakyat dan bangsa Indonesia 

bebas dari cengkraman penjajah, berdaulat penuh, sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
167

 

Oleh sebab itu segala pemikiran lama warisan kolonial yang senantiasa bertujuan untuk 

mengadu domba sesama bangsa Indonesia harus disingkirkan jauh-jauh. Demikian juga 

dengan perdebadan antara berbagai kelompok sesama bangsa Indonesia agar tidak 

mengarah kepad akemunkinan-kemunginan semakin melemahnya bangsa Indonesia, 

sebab setelah tahun 1945 bangsa Indonesia belum sepenuhnya merdeka, karena masih 

berhadapan dengan bangsa belanda. 

Lafran Pane sejak awal pendirian HMI sudah menegaskan bahwa status HMI 

adalah Independen dan senantiasa akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, 

Lafran Pane mendirikan HMI bertujuan untuk melakuakan pembaruan dibidang politik 

pemerintahan dengan upaya tidak mentolerir setiap pemikiran yanga berupaya memecah 

belahkan Negara kesatuan. 

Kedua, aspek ekonomi. Bangsa Indonesia harus dimajukan dalam bidang 

ekonomi, karena kemiskinan secara ekonomi seringkali mengarah kepada kekufuran. 

Sebagai makhluk fsikologis-biologis (basyar) manusia membutuhkan makan, minum, 

tempat tinggal, dan segala sesuatu yang berkaitan denga penjagaan dimensi insaniah 

yang berkaitan dengan spiritual. Semakin baik dan kuat ekonomi orang islam, tentunya 
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akan membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan agama Islam di 

semua bidang.
168

 

Ketiga. Aspek pendidiksn. Sgsms Islam tidak bisa maju dan berkembang dengan 

baik dan sempurna, kalau rakyat Indonesia masih dalam kebodohan, karen agama Islam 

sendiri diturunkan untuk merubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang 

dinamis. Pelajar pemuda-pemudi harus dijadikan dan sanggup dijadikan menjadi kader 

penerus perjuangan bangssa dalm bidangnya masing-masing denga mengahrumkan 

nama baik bangsa. 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan suatu aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Sehingga dapat dikatakan, bahwa 

pendidikan tidakhanya berlangsungdi dalam kelas, tetapiberlangsung pula diluar kela. 

Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi mencakupyang non forma. 

Tujuan dari suatu pendidikan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bersifat 

fundamental, seperti nilai-nilai sosial, nilai ilmiah, nilai moral dan nilai agama. 

Bahwasannya pendidikan mempumpunyai kekuatan yang luar biasa untuk enciptakn 

seluruh aspek lingkungan hidupdan dapat memberi informasi yang paling 

berhargamengenai pegangan hidup dimasa yang akan datang dan diahadapan dunia, 

serta membantu dan menyiapkan kebutuhan yang bersifat esensial untuk mengahadp 

zaman. 

Keempat, aspek hukum. Hukum yang dibuat haruslah berpihak kepada pribumi. 

Sementara hukum-hukum warisan Belanda ynang sarat dengan ketidak adlian dan 

persamaan mansuia haruslah ditinggalkan. Lafran Pane sebagai sebagai ahli Ilmu tata 
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Negara dalam berbagai kesempatan sering engingatkan agar segala sesuatu diletkan 

pada tempat sesuai dengan fungsi yang berlaku. 

Keempat, aspek Hukum tata negara yang dibuat haruslah berpihak kepada 

pribui. Semntara hukmm-hukum warisan Belanda  yang sarat ke tidak adilan dan 

persamaan manusia haruslah di tinggalak, . lafran Pnae husebagai seorang ahli Ilmu 

Tatat Negara dalam berbagai kesempatan sering mengingatkan aagr segala sesuatu 

diletakan pada tempat serta sesuaidengan fungsi dan wewenngnya. Lafran Pane 

mengatakan: 

“Hukum Tata Negara itu tergantung pada penilaian rakyat, apa yang seharusnya  dan 

apa yang tidak seharusnya, sedn\angkan penilaian rakyat tergantung kepada faktor 

alam, agama, ekonomi, psikologi, budaya dan lain-lain”
169

 

Dapat kita pahami bahw aLfran Pane mendorong akan hukum-hukum yang 

berlaku di indonesia diperbharui sesuai sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan tetap 

mempertimbangkan faktor alam, budaya dan lain-lain hukum yang diambil dari negara-

negara lain justru akan menimbulkan ketidak adilan, karena tidak sesuai dengan situasi 

dan kondisi alam setempat (Indonesia). 

Kelima, Aspek Budaya. Islam masuk ke indonesia telah bertemu dengan 

berbagai macam alirankebudayaan, dan sejarah mencatat bahwa telah terjadi berbagai 

macam aliran. Lfran Pane meyakini bahwa agama Islam dapat memenuhi keperluan-

keperluan manusia pada segala waktu dan tempat, artinya dapat menselarakan diri 

dengan keadaan dan keperluan dan masyarakat dimanapun juga. Adanya bermacam-

macam bangsa yang berbeda-beda masyarakatnya, yang tergantung pada faktor alam, 
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kebiasaan, dam lain-lain. Maka kebudayaan Islam dapat diselaraskan dengan 

masyarakat masing-masing.
170

 

Karenadalam masyarakat segala sesuatu saling mempengaruhi, manusia 

mempengaruhi manusia lainnya, masyarakat dipengaruhi oleh manusia dan begitu juga 

sebaliknya. Begitu pula dengan hasil kebudayaan lainnya. Kebudayaan yang satu 

dengan kebudayaan yang lainnya berlomba-lmba mencari penganut. Begitu pula dengan 

hasil kebudayaan (cultur product) yang stau mempengaruhu yang lain, dan selanjutnya 

mempengaruhi manusia dan masyarakat 

Lafran Pane melihat masyarakat terdapat bermacam-macam aliran kebudayaan, 

sesuatu yang sering terjaaiadalah timbulnya perjuangan antara kebudayaan satu dengan 

kebudayaan yang lainnya. Aliran kebudayaan yang lemah akan akan dikalahkan oleh 

kebudayaan yang kuat. Pada umumnya manusia lebih senang memihak yang kuat dan 

menang hingga yang enang mendapatkan lebih banyak penganut, dan mengalahkan 

kebudayaan yang lemah. 

Menurut Lafran ne setidaknya ada empat aliran kebudayaan yang besar : 

4. Aliran kebudayaan barat Lafran Pane mempunyai prinsip anata wawasan 

keislaman dan keindonesiaan tidak perlu ditentangkan lagi, keduanya bukanlah 

aspek yang saling berhadapan tetapi justru saling mengisi satu sama lain, 

munculnya rumusan tujuan HMI semakin mengokohkan hal ini dua rumusan 

tersebut adalah : Pertama. Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan 

mempertinggi derajat rakyat Indonesia, Kedua. Menegakan dan 

mengembangkan ajaran agama Islam. 
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Tujuan hmi cukup berbeda dengan tujuan organisasi Islam yang ada pada saat 

itu, khususnya partai-partai Islam  setelah kemerdekaan Indonesia dengan tujuan HMI 

yang di gagas oleh Lafran Pane. 

“Jika sebuah ajaran tidak mau memperhatikan budaya masyarakat setempat 

dan masih menjalankan peraturan-peraturan dan tuntuan-tuntutan yang tidak sesuai 

dengan keadaan, maka dapatlah dinamakan ajaran itu adalah ajaran yang kolot. Adat-

istiadat yang berlaku sekarang belum tentu akan dituruti oleh orang-orang beberapa 

hukuman sekarang, akan tetapi kebebnaran (tuhid) tidak bergantung pada ruang dan 

waktu”.
171

 

Berdasarkan pernyataan tersebut maka, Lafran Pane mendirikan HMI 

(Himpunan Mahasiswa Islam) atas dasar pemahaman sejarah Indonesia. Lafran Pane 

juga merancang HMI agar dapat mengkontekstualisasikan dirinya dengan keberagaman 

dan geografis Indonesia. Dengan itu, tidak heran jika HMI bergumul dengan sejarah 

yang mempunyai corak ideologi gerakan perjuangan. 

Lafran Pane memformulasikan dan mengmbangkan proses dialogis antara AL-

Qur’an dan bangsa Indonesia, lewat perasan penalaran dan konstitusi budayanya. 

Dengan demikian, Al-Qur’an dan Assunah tetap relevan dengan perkembangan bangsa 

Indonesia yang sedang membangun. 

HMI merupakan rumah membangun intelektual-intelektual muslim yang 

senantiasa menularkan kesadaran kepada masyarakat untuk berjihad atau 

memperbaharui pemikiran islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebagaimana 
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ulama-ulam di Iran membangun kejayaan Islam tanpa menghilangkan budaya-budaya 

luhur Persia. 

 “keislaman-keindonesiaan telah memberi nafas bagi gerakan-gerakan HMI 

tetap sebagai wadahkemahasiswaan yang independen. HMI adalah 

organisasiindefenden, independen bukan berarti ekslusif, tetapi ia memiliki sikap 

koperatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia, bangsa dan 

negara melalui program-programny.”
172

  

Lafran Pane mengukuhkan pendapatnya dalam dua rumusan tujuan HMI yang 

diciptakannya pada tahun 1947, dua rumusan tujuan HMI adalah : pertama. 

Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat 

Indonesia. Kedua. Menegakan dan mengembangkan ajaran agama Islam.
173

 

Yudi Latif menilai pandangn Nasionalistik dalam rumusan tujuan tersebut 

bargkali tidak tampak luar biasa jika dilihat dari prespektif hari ini. Namun, jika ditinjau 

dari standar tujuan organisasi-organisasi Islam pada masa itu, tujuan Nasionalistik 

organisasi yang dirumuskan oleh Lafran Pane menandai sebuah pengakuan bahwa 

keislaman dan keindonesiaan tidak berlawanan, tetapi berjalin-berkelindan.
174

 

Berdasarkan semnagat itulah Lafran Pane mendirikan HMI untuk menyatukan 

potensi segenap pemuda dan mahasiswa Muslim dalam rangka mendekatkan segenap 

rakyat Indonesia kepada tujuan dasar dibentuknya sebuah Negara, Lafran Pane 

menjelaskan : 
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―Negara Republik Indonesia didirikan oleh rakyat dan untuk rakyat yang ingin 

hidupnya bahagia, yang ingin terpenuhi kebituhan-kebutuhan material dan 

spiritualnya”.
175

 

Menurut Lafran Pane tujuan tersebut hanya bisa tercapai dalam Masyarakat yang 

adil dan makmur. Oleh sebab itulah masyarakatr adil makmur merupakan tujuan Negara 

Republik Indonesia, Lafran Pane menegaskan : 

“Kita anti penjajahan karena kita sudah mengalami hidup dalam alam 

penjajahan. Dan tidak bisa terbentuk masyarakat adil dan makmur dalam penjajahan. 

Kita ingin agar senantiasa ada perdamaian di dunia ini, ingin agar seluruh hidup 

manusia dalam ketenangan. Tidak ada satu bangsa yang mengekploitir bangsa lain. 

Tidak ada orang lain, pendeknya kita menginginkan agar seluruh Indonesia hidup 

dalam keadaan kemakmuran.”
176

 

Bagi seorang muslim menurut Kasman Singodimedjo, nasionalisme merupakan 

salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Berjuang untuk nusa dan Bangsa 

sungguh termasuk kewajiban agama. Seorang Muslim yang tidak mau berjuang untuk 

nusa dan bangsanya, sesungguhnya telah melalaikan salah satu kewajiban agama. 

Seorang musmil harus menjadi seorang nasionalis yang berpartisipasi akatif demi 

kemajuan nusa dan bangsa. Kesadaran yng demikian menurut kasman, akan membawa 

kemajuan bagi seluruh umat manusia.
177

 

Oleh sebab itu dalam bekerjasama dengan mahasiswa-mahasswa yang berwarna 

lain, anggota-anggota HMI meskipun tanpa banyak retorika telah membiasakan diri 
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hidup dalam alam kemajmukan dan sekaligus mengimlementasikan secara nyata 

semboyan ―Bineka Tunggal Ika‖. Sebagai muslim nasionalis, para anggota HMI dan 

tentu saja para alumninya menyatu dan berintegrasi dengan kehidupan nasional yaitu :  

1. Dengan kehidupan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. 

2. Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Dengan ideologi nasional, pancasila dan UUD 1945. 

4. Dengan Pemerintah Nasional.
178

 

Apa yang dilakukan oleh anggota HMI tersebut telah memutus pemahaman 

bahwa Indonesia anata Islam dan Indonesia saling berlawanan. Padahal peristiwa-

peristiwa tersebut lebih kepada motif politik. Hal ini sudah ada sejak abad ke-20. 

Peristiwa-peristiwa yang dapat diorientasikan untuk menimbulkan kesan bahwa Islam 

dan Indonesia berlawaqn bukan darisekadar kepentingan politik-ekonomi semata, 

seperti isu pemberontakan piktif yang bernama ―komando jihad‖ pada juni 1977.  

Lafran Pane menegaskan sikap tentang pro kontra mengenai pancasila sebagai 

dasar Negaara Indonesia :  

“saya termasuk orang yang tidak setuju kalau pemerintah atau MPR 

mengadakan interpretasi yang tegar mengenai pancasila ini,karena dengan demikian 

terikatlah pancasila dengan waktu. Biarkan sajasetiap golongan mempunyai 

interpretasi sendiri-sendiri mengenai pancasila ini.dan interpretasi golongan tersebut 

mungkin akan berbeda-beda menunjukan kemampuan pancasila ini untuk selama-

lamanya sebagai dasar (filsafat) Negara.”
179
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Dengan tegas Lafran Pane sepakat menjadikan pancasila sebagai satu-satunya 

asas berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia, namun ia menolak gagsan politik 

yang menjadikan pancasila sebagai satu-satunya dasar yang harus digunakn dalam 

setiap ormas,orsos, partai politik, Lafran berpendapat : 

“Berpedoman pada sejarah kelahiran 39 tahun yang lalu, yang secara tegas 

menyatakan sebuah organisai yang independen yang membina insan akademis 

benafaskan islam dan yang mengutamakan kepentingan nasional atau faham 

kebangsaan maka dalam HMI tidak boleh ada dominasi-dominasian.”
180

 

Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul yang telah melakukan penelitian terhadap 

sumber-sumber pemikiran keislaman-keindonesiaan di HMI sejak tahun 1947-1997 

menjelaskanbahwa terdapat 13 sumber utama pemikiran keislaman-keindonesiaan di 

HMI,
181

 yaitu : 

1. Tujuan HMI yang dirumuskan oleh Lafran Pane, dan diproklamirkan pada 

rapat pembentukan HMI, 5 Februari 1947 di Togyakarta (a. 

Memperetahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinngi derajat 

rakyat Indonesia. B. Mengfembvangkan dan menegakan ajaran agama 

Islam.
182

 

2. Tujuan HMI, hasil kongres ke-4 di Bandung 5-15 oktober 1955, yaitu ikut 

mengusahakan terbentuknya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang 

bernafaskan Islam.
183
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3. Tujuan HMI, hasil kongres ke-3 HMI di Jakarta, pada 30 Agustus – 5 

September 1953, yaitu perkembangan rohani dan jasmani dari mahasiswa 

dalam memenuhi fungsi universitas dan kemasyarakatan.
184

 

4. Tujuan HMI, hasil kongres ke-4 di Bandung 5-15 oktober 1955, yaitu ikut 

mengusahakan terbentuknya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang 

bernafaskan Islam.
185

 

5. Tulisan Lafran Pane yang berjudul “kebudayaan dan Kemungkinan Islam di 

Indonesia”, tulisan ini dibuat dalam rangka menyambut kongres Muslim 

Indonesia ii di Yogyakarta 1949. 

6. Tafsir asas HMI 

7. Keputusan kongres ke-5 di medan 1957, bahwa komunisme bertentangan 

dengan Islam.
186

 

8. Keputusan kongres ke-5 HMI di Medan tahun 1957, tentang tuntutan agar 

Islam dijadikan sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
187

 

9. Pernyataan PB HMI tahun 1958 tentang bahan komunis. 

10. Kepribadian HMI, yang dirumuskan pada Musyawarah Nasional HMI di 

pekajongan Pekalongan 23-28 Desember 1962, dan disahkan pada kongres 

ke-7 HMI di Jakarta 1963. Kepribadian HMI meliputi enam esensi dasar, 

yakni : tauhid, Keseimbangan, Kreatif, Dinamais, Pemersatu dan Progresif 

revolusioner.
188
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11. Pidato Dies Natalis HMI sebanyak delapan buah, yang meliputi pidato Dies 

Natalis tahun 1 (1948), Pidato Dies Natalis VII (1954), Pidato Dies Natalis 

VIII (1955), Pidato Dies Natalis IX (1956), Pidato Dies Natalis X (1957), 

Pidato Dies Natalis XI (1958), Pidato Dies Natalis XII (1959), Pidato Dies 

Natalis XVII (1964).
189

 

12. Hasil Simposium Naional bertema, Peranan Agama dalam Pembangunan, 

Simposium ini diselenggarakan dalam rangka acara kongres ke-6 HMI di 

Makasar 14-20 Juli 1960.
190

 

13. Dua buah buku yang terbit pada tahun 1947-1965, masing-masing : 

Pedoman Kongres Muslim Indonesia 20-25Desember 1949 di Yogyakarta 

dan Kepribadian HMI yang di keluarkan oleh Dipertemen penerapan PB 

HMI. 

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dasar HMI yang 

dirumuskan oleh Lafran Pane, dkk merupakan sumber utama pemikiran keislaman-

keindonesiaan bagi HMI. Tujuan HMI tersebut juga menjelaskan hasil pergulatan 

pemikiran Lafran Pane dalam pencarian titik terang di tengah kegelapan problem 

Keindonesiaan dan Keislaman.  

Lafran Pane melalui HMI berusaha memberikan sebuah wadah bagi kalangan 

mahasiswa Muslim untuk melakukan kajian-kajian keislaman yang bersifak akademis-

kritis dan historis untuk memunculkan kesadaran dikalangan pelajar Muslim bahwa 

Islam adalah agam ayang sempurna. Setiap kader HMI adalah orang yang diciptakan 
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sebagai pemersatu umat. Selanjutnya dapat dijelaskan usaha-usaha Lafran Pane untuk 

menjaga kerukunan diantara umat beragama anataranya :
191

 

HMI yang didirikan Lafran Pane hanya menerapkan dua syarat untuk menjadi 

anggotanya, hal ini berlaku sejak awal kemunculan hingga saat ini. Pertama beragama 

Islam. Kedua Berstatus mahsiswa. Sebab slah satu berdirinya HMI agar mahsiswa yang 

beragama Islam bangga sebagai orang Islam. Syarat pertama yang beragama isalam ini 

diterjemahkansecara luas sejak HMI didirikan, artinya HMI tidak pernah 

mempertanayakan model, aliran, serta jenis Islam seperti apa yang dianaut oleh 

anggotanya. Jika dikatakan standarisasi Islam maka adapa berucap sysahadatain. 

Lafran Pane mengatakan 

―Menurut saya perbedaan paham hanyalah kesalahpahaman yang sifatnya 

temporer. Dan perbedaan paham itu diperlukan. Karena, sebuah organisasi hanya bisa 

maju dan dinamais kalau ada perbedaan paham diantara para anggotanya.”
192

 

Sebagai sebuah organisasi yang mengusahakan kerukunan  progresif di kalangan 

para mahasiswa Muslim. HMI sudah cukup berpengalaman dalam menghadapi berbagai 

usaha untuk memecah belah organisasi ini. Sejak masa era revolusi, masa orde lama. 

Namun orde baru dengan  asas tunggalnya berhasil memecah HMI menjadi dua 

kelompok, yakni kubu HMI DIPO dan MPO. Syafii Maarif menyebut ini sebagai 

kegagalan HMI dalam sejarah persatuan umat.
193
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BAB IV 

 

PRNUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Lafran Pane lahir pada 12 April 1923 di Kampung Pangurabaan, Kecamatan 

Sipirok, sebuah kecamatan yang terletak di kaki Gunung Sibualbuali, 38 kilo meter ke 

arah utara dari "kota salak" Padang Sidempuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, 

Sumatera Utara. Lafran Pane adalah anak keenam keluarga Sutan Pangurabaan Pane 

dari istrinya yang pertama, Lafran adalah bungsu dari enam bersaudara, yaitu: Nyonya 

Tarib, Sanusi Pane, Armijn Pane, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Hanifiah, Lafran 

Pane, dan selain saudara kandung, ia juga memiliki dua orang saudara tiri dari 

perkawinan kedua ayahnya, yakni: Nila Kusuma Pane dan Krisna Murti Pane. Lafran 

Pane Wafat pada tanggal 24 Januari 1991, orang akhirnya tahu, setelah kematiannya, 

Lafran ternyata lahir 5 Februari 1922, bukan 12 April 1922 seperti yang kerap ia 

gunakan dalam catatan resmi. 

Pendidikan sekolah Lafran Pane dimulai dari Pesantren Muhammadiyah Sipirok 

(kini dilanjutkan oleh Pesantren K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Setia dekat Desa 

Parsorminan Sipirok. Dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah Lafran Pane ini 

mengalami perpindahan sekolah yang sering kali dilakukan, hingga pada akhirnya 

Lafran Pane meneruskan sekolah di kelas 7 (Tujuh)di HIS Muhammadiyah, 

menyambung hingga ke Taman Dewasa Raya Jakarta sampai pecah Perang Dunia II, 

pada saat itu ibu kota pindah ke Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Islam (STI) yang 

semula di Jakarta juga ikut pindah ke Yogyakarta. Wawasan dan intelektual Lafran 

http://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2017/02/biografi-sanusi-pane-sastrawan-indonesia-angkatan-pujangga-baru.html
https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.co.id/2017/02/biografi-armijn-pane-sastrawan-angkatan-pujangga-baru.html
http://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2013/12/Biografi-Kyai-Haji-Ahmad-Dahlan-Penggagas-Lahirnya-Muhammadiyah.html
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berkembang saat proses perkuliahan yang membawa pengaruh pada diri Lafran Pane 

yang ditandai dengan semakin banyaknya buku-buku Islam yang ia baca. Sebelum 

tamat dari STI, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP) pada April 1948 

Universitas Gajah Mada (UGM) yang kemudian di Negerikan pada tahun 1949. 

Lafran Pane wafat pada tanggal 25 Januari 1991 di Yogyakarta, sedangkan HMI 

yang diprakarsainya tetap hidup hingga saat ini, selain sibuk berorganisasi, Lafran Pane 

juga meninggalkan 9 buku/karya ilmiah. Lafran Pane juga ikut mendirikan PERSAMI 

(Persatuan Sarjana Muslim Indonesia) pada tahun 1964. Pemikiran Lafran Pane tertuang 

dalam tulisan-tulisan Lafran Pane, dan pengaruh pemikirannya dibuktikan dengan 

mendirikan hmi.  

Lafran Pane dikenal sebagai salah satu pendiri HMI pada 5 Februari 1947 yang 

ditetapkan lewat kongres XI HMI di Bogor pada 1974. Perihal perannya dalam HMI, 

Kongres XI HMI tahun 1974di bogor menetapkan Lafran Pane sebagai pemerkarsanya 

dan disebut sebagai pendiri HMI. Lafran Pane mempunyai tekad yang kuat dan 

intelektual Muslim Indinesia sebagai manusia yang berdiri di barisan teredepan dalam 

membela Negara Republik Indonesia. Intelektual Muslim Indonesia yang menjadi cita-

cita Lafran Pane adalah intelektual muslim Indonesia yang sepanjang umurnya 

dihabiskan untuk mengangkat harkat dan derajat rakyat Indonesia secara keseluruhan.  

Label pemikiran Lafran Pane merupakan hal yang melekat. Ia tak melihat 

perbedaan agama atau ras sebagai sesuatu yang mesti berlawanan seharusnya dijadikan 

pertailan erat gagasan keislaman dan keindonesiaan. Yang paling penting dari beragama 

adalah penghormatan terhadap kemerdekaan sebagai sesuatu yang azali. 
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Dasar Filsafat Negara adalah pancasila. Dasar Negara adalah hasil dari 

persetujuan antara semua golongan dalam bidang penyelidikan Usha-usaha persiapan 

kemerdekaan Indonesia dan akhirnya dalam panitia BPUPKI yang menetapkan 

pembukaan UUD 1945 dan tidak boleh di rubah. 

Lafran Pane sejak awal pendirian HMI sudah menegaskan bahwa status HMI 

adalah Independen dan senantiasa akan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, 

Lafran Pane mendirikan HMI bertujuan untuk melakuakan pembaruan dibidang politik 

pemerintahan dengan upaya tidak mentolerir setiap pemikiran yanga berupaya memecah 

belahkan Negara kesatuan. 

Bangsa Indonesia harus dimajukan dalam bidang ekonomi, karena kemiskinan 

secara ekonomi seringkali mengarah kepada kekufuran. Sebagai makhluk fsikologis-

biologis (basyar) manusia membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, dan segala 

sesuatu yang berkaitan denga penjagaan dimensi insaniah yang berkaitan dengan 

spiritual. Semakin baik dan kuat ekonomi orang islam, tentunya akan membawa 

pengaruh positif bagi pertumbuhan. 

Aspek pendidiksn. Sgsms Islam tidak bisa maju dan berkembang dengan baik 

dan sempurna, kalau rakyat Indonesia masih dalam kebodohan, karen agama Islam 

sendiri diturunkan untuk merubah masyarakat yang statis menjadi masyarakat yang 

dinamis. Pelajar pemuda-pemudi harus dijadikan dan sanggup dijadikan menjadi kader 

penerus perjuangan bangssa dalm bidangnya masing-masing denga mengahrumkan 

nama baik bangsa. 

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan suatu aspek 

kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Sehingga dapat dikatakan, bahwa 
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pendidikan tidakhanya berlangsungdi dalam kelas, tetapiberlangsung pula diluar kela. 

Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi mencakup yang non formal. 

B. Penutup  

Demikian karya tulis ilmiah ini saya tulis dalam keadaan lancer, sadar dan 

ikhlas, untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa. Saya haturkan terimaksih 

kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya ini. Semoga 

bermanfaat untuk untuk say pribadi, almamater tercinta, kaum Muslimin serta segenap 

keluarga besar hmi dan bangsa Indonesia 
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